
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR TAHUN 2016 

TENTANG 

KODE REKENING PENGANGGARAN KABUPATEN PACITAN 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (11) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kal i diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran 
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kal i 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kal i diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE REKENING 
PENGANGGARAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 
2017 



BABI 
KBTENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan in i yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah tersebut. 

4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak 
dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk 
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya 
dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan 
masyarakat., 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah 
daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah . 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan 

7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurang ni lai kekayaan bersih. 

8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

9. Kode rekening penganggaran yang selanjutnya disebut kode rekening adalah 
kode rekening yang digunakan dalam penyusunan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban APBD dimulal dari kode urusan pemerintahan daerah, 
kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode 
jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek. 

Kode rekening yang diatur dalam Peraturan Bupati in i me l iput i : 
a. Kode urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
b. Kode Rekening Program dan Kegiatan; 
c. Kode Rekening Pendapatan; 
d. Kode Rekening Belanja; dan 
e. Kode Rekening Pembiayaan. 

B A B m 
KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI 

(1) Setiap urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam 
APBD menggunakan kode urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Orgainisasi. 

BABH 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Pasal 3 



(2) Kode dan klarifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati in i . 

BAB IV 
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN 

Pasal 4 

(1) Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan un tuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat 
Daerah. 

(2) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 
uni t kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), 
barang modal termasuk peralatan dan teknoiogi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) 
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa 

(3) Urutan Kode Program dan Kegiatan adalah kode program dan kode kegiatan. 
(4) Kode rincian Program dan Kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i . 

BAB V 

KODE REKENING PENDAPATAN 

Pasal 5 
Kode pendapatan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun 
pendapatan yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah. 

Pasal 6 

(1) Urutan Kode Pendapatan adalah kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek. 
(2) Kode rincian obyek pendapatan tercantum dalam Lampiran II I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i . 

BAB VI 
KODE REKENING BELANJA 

Pasal 7 

Kode belanja yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun 
Belanja yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan Daerah. 

Pasal 8 

(1) Urutan Kode belanja adalah program, kegiatan, jenis, obyek serta rincian 
obyek. 

4 SKPD/ Dagian Terkait: 
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(2) Kode rincian obyek belanja tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i . 

BAB VII 

KODE REKENING PEMBIAYAAN 

Pasal 9 
Kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun 
pembiayaan yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah. 

Pasal 10 

(1) Urutan Kode Pembiayaan adalah kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek. 
(2) Kode rincian obyek pembiayaan tercantum dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i . 

BAB VIII 
KETENTUAN FERALIHAN 

Pasal 11 

(1) Peraturan Bupati i n i dijadikan pedoman penyusunan dan pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

(2) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati 
tentang Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2016 dijadikan pedoman 
penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 

BAB DC 
PENUTUP 

Pasal 12 

Dengan berlakunya Peraturan in i , maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2016 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Januari 2017 

Paral HierarU/ 

Sekda 

Mislen r 
Kabag 
Hukum 

PaTBt Koordinasi 
PO/Bagian Pemrakaraa 

PO/ Bagian Terkait: 
1 

3 



Pasal 13 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan 
Bupati i n i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Diundangkan dl Pacitan 
Pada tanggal 30 Juni 2016 

SEKRBTARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

Drs.SUKO WIYONO.MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19591017 198503 X 015 

Ditetapkan d i Pacitan 
pada tanggal 30 - 6 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

- 2016 

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 27 



(2) Kode rincian obyek belanja tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i . 

BAB VII 

KODE REKENING PEMBIAYAAN 

Pasal9 
Kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun 
pembiayaan yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah. 

Pasal 10 

(1) Urutan Kode Pembiayaan adalah kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek. 
(2) Kode rincian obyek pembiayaan tercantum dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i . 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 11 

(1) Peraturan Bupati in i dijadikan pedoman pen3aisunan dan pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

(2) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati 
tentang Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2016 dijadikan pedoman 
penjnisunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 

BAB IX 
PENUTUP 

Pasal 12 

Dengan berlakunya Peraturan in i , maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2016 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Januari 2017 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan in i yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah tersebut. 

4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak 
dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk 
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya 
dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan 
masyarakat. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah 
daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah . 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan 

7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurang ni lai kekayaan bersih. 

8. Pembiayaain Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

9. Kode rekening penganggaran yang selanjutnya disebut kode rekening adalah 
kode rekening yang digunakan dalam pen3msunan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, 
kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode 
jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Kode rekening yang diatur dalam Peraturan Bupati i n i me l iput i : 
a. Kode urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
b. Kode Rekening Program dan Kegiatan; 
c. Kode Rekening Pendapatan; 
d. Kode Rekening Belanja; dan 
e. Kode Rekening Pembiayaan. 

BAB III 
KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI 

Pasal 3 

(1) Setiap urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam 
APBD menggunakan kode urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Organisasi. 



(2) Kode dan klarifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati in i . 

BAB IV 
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN 

Pasal 4 

(1) Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat 
Daerah. 

(2) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 
uni t kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), 
barang modal termasuk peralatan dan teknoiogi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) 
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa 

(3) Urutan Kode Program dan Kegiatan adalah kode program dan kode kegiatan. 
(4) Kode rincian Program dan Kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i . 

BAB V 

KODE REKENING PENDAPATAN 

Pasal 5 
Kode pendapatan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun 
pendapatan yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah. 

Pasal 6 

(1) Urutan Kode Pendapatan adalah kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek. 
(2) Kode rincian obyek pendapatan tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i . 

BAB VI 
KODE REKENING BELANJA 

Pasal 7 

Kode belanja yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun 
Belanja yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan Daerah. 

Pasal 8 

(1) Urutan Kode belanja adalah program, kegiatan, jenis, obyek serta rincian 
obyek. 



I 

1 

Lampiran I Peraturan Bupati Pacitan 
Nomor : 
Tanggal ; 

KODE DAN KLASIFIKASI 

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI 

Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
1 2 

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 
1.01. PENDIDIKAN 
1.02. KESEHATAN 
1.03. PEKERJAAN UMUM 
1.04. PERUMAHAN 
1.05. PENATAAN RUANG 
1.06. SOSIAL 
1.07. TENAGA KERJA 
1.08. TRANSMIGRASI 
1.09. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 
2.01. PERHUBUNGAN 
2.02. LINGKUNGAN HIDUP 
2.04. PERTANAHAN 
2.05. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 
2.06. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
2.07. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 
2.08. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 
2.09. PENANAMAN MODAL 
2.10. KEBUDAYAAN 
2.11. PEMUDA DAN OLAHRAGA 
2.12. PARIWISATA 
2.13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
2.14. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
2.15. KEARSIPAN 
2.16. PERPUSTAKAAN 
2.17. KETAHANAN PANGAN 
2.18. PERDAGANGAN 
2.19. INDUSTRI 
2.20. STATISTIK 
3. URUSAN PILIHAN 
3.01. PERTANIAN 
3.02. KEUUTAN DAN PERIKANAN 
3.03. KEHUTANAN 
3.04. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
4. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
4.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
4.02. PEMERINTAHAN UMUM 

Paraf HierarU , 

Sekda 

AslitM * • 

Hukum -

ParilKoortfliusI 
P0/8ao^ PtmrakarM 

PO/B«glanT«rkatt : 
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2 

Parat HlerarU 

Sekda 

A S W M 

Kabag 
Hukum 

Kode 

1.01. 

1.01.01. 

1.02. 

1.02.01. 

1.02.02. 

1.03. 

1.03.01. 

1.04. 

1.04.01. 

1.05. 

1.05.01. 

1.06. 

1,06,01. 

1.07. 

1.08. 

1.09. 

1.09.01. 

1.09.02. 

1.09,03. 

2. 

2.01. 

2.01.01. 

2.02. 

202,01. 

2.04. 

2.05. 

2.05.01. 

2.06. 

2.07, 

2.07.01. 

2.08. 

2.08.01. 

2.09. 

2.09.01. 

2.10. 

2.11. 

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

PENDIDIKAN 

DINAS PENDIDIKAN 

KESEHATAN 

DINAS KESEHATAN 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

PEKERJAAN UMUM 

DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN 

PERUMAHAN 

DINAS PERUMAHAN. KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

PENATAAN RUANG 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

SOSIAL 

DINAS SOSIAL 

TENAGA KERJA 

TRANSMIGRASI 

KESATUAN BANGSA DAN POLITiK DAUM NEGERI 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

PERHUBUNGAN 

DINAS PERHUBUNGAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

PERTANAHAN 

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 
PERLINDUNGAN ANAK 

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

PENANAMAN MODAL 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEUYANAN TERPADU SATU PINTU 

KEBUDAYAAN 

PFMIinflnflMOl AHffAP.fl 
Pant F~'H'"*<' 

PD/ Bagian Pemrakaraa 

PO/ Bagian Terkait: 
1. 
2. 
3 
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3 

Paraf Hierarki / 

Sekda 

As is ten 4 Kabag 
H'jVum 

Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

1 2 
2.11.01. DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 

2.12. PARIWISATA 

2.13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

2.13.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

2.14. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

2.14.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

2.15. KEARSIPAN 

2.16. PERPUSTAKAAN 

2.16.01. DINAS PERPUSTAKAAN 

2.17. KETAHANAN PANGAN 

2.17.01. DINAS PANGAN 

2.18. PERDAGANGAN 

2.19. INDUSTRI 

2.19.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

2.20. STATISTIK 

3. URUSAN PILIHAN 

3.01. PERTANIAN 

3.01.01. DINAS PERTANIAN 

3.02. KELAUTAN DAN PERIKANAN 

3.02.01. . DINAS PERIKANAN 

3.03. KEHUTANAN 

3.04. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

4. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

4.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

4.02. PEMERINTAHAN UMUM 

4.02.00. PPKD 

4.02.01. DPRD 

4.02.02. BUPATI/WAKIL BUPATI 

4.02.03. SEKRETARIAT DAERAH 

4.02.04. SEKRETARIATDPRD 

4.02.05. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

4.02.06. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

4.02.07. INSPEKTORAT 

4.02.08. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 

4.02.09. BADAN PENDAPATAN DAERAH 

4.02.10. KECAMATAN DONOROJO 

4.02.11. KECAMATAN PUNUNG 

4.02.12. KECAMATAN PRINGKUKU 

4.02.13. KECAMATAN PACITAN 

4.02.14. KECAMATAN KEBONAGUNG 

4.02.15. KECAMATAN ARJOSARl 

4.02.16. KECAMATAN NAWANGAN 

Par af Koordinasi 
SKFD/ bagian Femrakarsa 

SKPD'Bagian Tcikait: 
1 
2 
3.. 
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4 

Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

1 2 
4.02.17. KECAMATAN BANDAR 

4.02.18. KECAMATAN TEGALOMBO 

4.02.19. KECAMATAN TULAKAN 

4.02.20. KECAMATAN NGADIROJO 

4.02.21. KECAMATAN SUDIMORO 

Bupati Pacitan 

INDARTATO 



5 

Lampiran II : Peraturan Bupati Pacitan 
Nomor ; 
Tanggal : 

PROGRAM DAN KEGIATAN 
TAHUN ANGGARAN 2017 

Urusan: • NO N URUSAN 

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 
1 2 

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
01.01. Penyediaan jasa sural menyural 
01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
01.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 
01.04. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 
01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 
01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 
01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 
01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 
01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
01.10. Penyediaan alat lulls kantor 
01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 
01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
01.16. Penyediaan bahan logistik kantor 
01.17. Penyediaan makanan dan minuman 
01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 
01.19. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 
01.20. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 
01.21. Pengelolaan Administrasi Aset 
01.22. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 
01.23. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Bagi UPT 
02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

Ppmhflnnrinan nimah iahatan 
r t x U I U O H U U J laM l U l l l u l l J d U u i u J 1 Pemhanmifian ntmah riina* 

UZ.UJ. rclIIUdliyUlldll ycUUIiy KdlUUI 
09 OA DoanaHaan miahll iahatan rcnyduddil iiiuuii jdUdldil 
09 (Ti DanaaHaan taaHaraaa Hfaac/anaraciaaal rcIiydUddd KcIIUdlddl) Ulildp̂ upcIdbiUildl 
02 06 Ppnoadaan nerlenakanan rumah iabatan/dlnas 
02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 
02.08. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 
02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 
02.10. Pengadaan mebeleur 
02.11. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 
02.12. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 

02.13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
02.14. Pemeliharaan rutir\/berkala mobil jabatan 
02.15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
02.16. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 
02.17. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

Paraf HierwM , 

Sekda y 
Aslsten 
Kabag 
Hukum 

Paraf Koordinasi 
SKPDl Bagian Femrakarsa 7^ 

SKPD' Eagian Terkait: 
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02.18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 
02.19. Pemeliharaan rut'n/berkaia peralatan gedung kantor 
02.20. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 
02.21. Pemeliharaan rutin/berkala.... 
02.22. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 
02.23. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 
02.24. Rehabilitas sedang/berat gedung kantor 
02.25. Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 
02.26. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operaslona 
02.27. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor 
02.28. Pembangunan Sarana Gedung Kantor 
03. Program peningkatan disiplin aparatur 
03.01. Pengadaan mesin/kartu absensi 
03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta periengkapannya 
03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 
03.04. Pengadaan pakaian KORPRt 
03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 
04. Program fasilitasi pindah /puma tugas PNS 
04.01. Pemulangan pegawai yang pensiun 
04.02. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 
04.03. Pemlndahan tugas PNS 
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 
05.02. Sosialisasi peraturan perundang undangan 
05.03. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan 
05.04. Pendidikan dan pelatihan formal 
05.05. Jambore dan Hari Jadi Satpol PP 
05 06 Penlnnkfltan kanâ itas aoaratur 
05 07 Pembinaan PPNS 
05 OS Facilitaci iinai-ara ITsn Han 1 Ina^ara Hari Re^ar KlaQinnal radiNidol upauaid 11all Uail Û avaia ncill DCddi liaOJUiiui 
UQ.OZ. ullliUiiigdll rcngclTIDdngdn ridpdalldS l\cl6lilLJdgddn 

OR Pmnram neninnkatan nennamhannan ci^tam nalannran ranaian kinaria dan kauannan t luuidiii pel III lu ^aiaii peiiueiiiUMiiy an aî Lciii peiapwiaii ^apHiaii miieija aaii i\cuaiiijaii 

06.01. Penyusunan laporan capaian kinega dan ikhtsar realisasi kinerja SKPD 
06 02 Penvusunan oelanoran keuancan semesleran 
06.03. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 
06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

UO.UJ. renyusunan Laporan renyeienggaraan remennianan 
06.07. Penguatan Reformasi Blrokrasi 
0603 ' Fâ ilita<ii Pelaksanaan Gelar Budava Keria 
06.14. Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah 

Urusan: 1.01. - PENDIDIKAN 

15. Program Pendidikan Anak UsIa DInl 
15.01. Pembangunan gedung sekolah 
15.02. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 
15.03. Penambahan ruang kelas sekolah 
15.04. Penambahan ruang guru sekolah 
15.05. Pembangunan ruang locker siswa 

Sekda 

Aslsten 
Kabag 
Hukum f 

Paial Koorriinast ^ 
Sr.f'Ci 6ju-ari Pemrakarsa 

SKPD'Bagian lerkaiU 
1 
9 
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15.06. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 
15.07. Pembangunan sarana dan prasarana bermain 
15.08. Pembangunan ruang serba guna/aula 
15.09. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
15.10. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 
15.11. Pembangunan ruang ibadah 
15.12. Pembangunan perpuslakaan sekolah 
15.13. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan periengkapannya 
15.14. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 
15.15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 
15.16. Perigadaan pakaian seragam sekolah 
15.17. Pengadaan pakaian olahraga 
15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 
15.19. Pengadaan mebeluer sekolah 
15.20. pengadaan perlengkapan Sekolah 
15.21. Pengadaan alat rumah tangga sekolah 
15.22. Pengadaan sarana mobilitas sekolah 
15.23. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 
15.24. 
15.25. 

Pemeliharaan rutinA)erkaIa rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 15.24. 
15.25. Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 
15.26. Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 
15.27. Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa 
15.28. Pemeliharaan rutinAierkala sarana dan prasarana olahraga 
15.29. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain 
15.30. pemeliharaan rutin/berkala ruangan serba guna/aula 
15.31. Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
15.32. Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 
15.33. Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 
15.34. Pemeliharaan rutin/berkala perpuslakaan sekolah 
15.35. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan periengkapannya 
15.36. Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 
15.37. Pemeliharaan rutin/berkala alat praklk dan peraga siswa 
15.38. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah 
15.39. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 
15.40. Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 
15.41. Pemeliharaan ruUn/berkala sarana mobilitas sekolah 
15.42. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 
15.43. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 
15.44. Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 
15.45. 
15.46. 

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 15.45. 
15.46. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekollah 
15.47. Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa 
15.48. Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 
15.49. Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain 
15.50. Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 
15.51. Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
15.52. Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah 
15.53. Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 
15.54. Rehabilitasi sedang/berat perpuslakaan sekolah 
15.55. Rehabilitasi sedang/berat jaringan Instalasi listrik sekolah dan periengkapannya 

Fs'3t KoordinssI 
C>\FL!; tiag-jn Pcmrakarsa 

SKPD' BsQ'iii Teikail: 
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15.56. Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 
15.57. Pelatihan Komoetensi fenaaa oendldik 
15.58. Penoembanoan Ppndidikan anak Il^ia Dini 

15 59 Ppnvplpnnnaraan Ppndidikan Anak 1 Î ia flini 

15 60 Ppnnpmhannan data dan infnrma î Ppnriidikan Anak 1 Ida nini 

1561 Ppnvii^iinan kphiiakan Ppnriidikan Anak I Ida Hini 

15 62 Ppnnpmhannan kiiriktilnnn hahan aiar rian mnripl npmhplaiaran Pandiriikan Anak 11da Hini Ppnnpmhannan kiiriktilnnn hahan aiar rian mnripl npmhplaiaran Pandiriikan Anak 11da Hini 

15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 
15.64. Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Din! 
15.65. PubllkasI dan sosialisasi pendidikan anak Usia Dini 
15.66. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 
15.67. Pembangunan talud dan pagar sekolah 
15.68. Penyelengaraan akreditasi PAUD 
15.69. Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) 
16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 
16.01. Pembangunan gedung sekolah 

V V V 

16.02. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 
16.03. pembangunan ruang kelas sekolah 
16.04. pembangunan ruang guru sekolah 
16.05. Pembangunan laboratorium dan ruang praklikum sekolah 
16.06. Pembangunan ruang locker siswa 
16.07. pembangunan sarana dan prasarana olahraga 
16.08. pembangunan ruang serba guna/aula 
16.09. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
16.10. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 
16.11. Pembangunan ruang ibadah 
16.12. peembangunan perpuslakaan sekolah 
16.13. Pembangunan jaringan instalasi Iistrik sekolah dan periengkapannya 
16.14. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 
16.15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 
16.16. Pengadaan pakaian seragam sekolah 
16.17. Pengadaan pakaian olahraga 
16.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 
16.19. Pengadaan mebeluer sekolah 
16.20. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 
16.21. Pengadaan alat rumah tangga sekolah 
16.22. Pengadaan sarana mobilitas sekolah 
16.23. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 
16.24. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 
16.25. 
16.26. 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 16.25. 
16.26. Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 
16.27. pemeliharaan rutin/berkala ruang locker sekolah 
16.28. pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana olahraga 
16.29. Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula 
16.30. Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
16.31. Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 
16.32. Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 
16.33. Pemeliharaan rutin/berkala perpuslakaan sekolah 
16.34. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan Instalasi Iistrik sekolah dan periengkapannya 

SnPD/Bagian Pemrikarsa 

SKPD' Bagian re^kail: 
V 
2. 
3. , , 



9 

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 
1 2 

16.35. Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 
16.36. Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa 
16.37. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah 
16.38. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 
16.39. Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 
16.40. Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 
16.41. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 
16.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, gum, penjaga sekolah 
16.43. Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 
16.44. Rehabilitasi sedang/berat mang kelas sekolah 
16.45. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 
16.46. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praklikum sekolah 
16.47. Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah 
16.48. Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa 
16.49. Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 
16.50. Rehabilitasi sedang/berat mang serba guna/aula 
16.51. Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
16.52. Rehabilitasi sedang/berat mang unit kesehatan sekolah 
16.53. rehabilitasi sedang/berat mangan ibadah 
16.54. Rehabilitasi sedang/berat perpuslakaan sekolah 
16.55. Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan periengkapannya 
16.56. Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 
16.57. pelatihan kompetensi tenaga pendidik 
1658 Pelatihan Kompetensi siswa berpreslasi 
16 AQ Palofihfin Pcnuiictinsn Viirilfiiliim rciduiidii rciijUoUiidii i\Uiii\UiUin 
ifi fin PdrtvKln̂ n̂ f/snifn TO^^t/^r^l/^f rvdHnfi r̂ dnr1i/1il/nn 

rciTiuindan loiurii iiidsydrdKdipcUuii pcnuiuiKan 1RR1 reniDinaan owir i erouKa 
1R R9 10.DZ. rendmuanan ruang Keias oaru oivir/ivi i o/oivirLD 
ID.DJ, renyeoiaan oaniuan uperasionai oeKoian (ouoj jenjang OU/MI/OULD oan oivir/ivi i o sena 

DG ânfrpn RRlafivah rian Satuan Ppnriiriikan nnn-lslam Sptara KH rian SMP 
renyeoiaan oaniuan uperasionai oeKoian (ouoj jenjang OU/MI/OULD oan oivir/ivi i o sena 
DG ânfrpn RRlafivah rian Satuan Ppnriiriikan nnn-lslam Sptara KH rian SMP 
renyeoiaan oaniuan uperasionai oeKoian (ouoj jenjang OU/MI/OULD oan oivir/ivi i o sena 
DG ânfrpn RRlafivah rian Satuan Ppnriiriikan nnn-lslam Sptara KH rian SMP 

16.64. Penvediaan Biava Ooerasional Madrasah 
16.65. Penvediaan buku oelaiaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 

1 V I 1 T W l M M l 1 V U I \ U V V I M l V I V I 1 U11 I M n \^Vr iVi l f V U U V J 1 W l • II f IVI 1 
16.66. Penvediaan dana oenoembanaan sekolah Untuk SD/MI dan SMP/MTS 

1 V l f l W I W I I U U I l u U V I i V V I 1 1 W l J V U l 1 W i^VI V I • t l U l \ WL^ f 1 V 11 V V I 1 VJ 1 | 1 VI 1 \^ 
Ifi fi7 Penyelenggaraan Paket ASetara SD 
HR CQ 10.00. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 
1R RQ 
10. oy. 

Pembinaan Keiembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis 
Spkolah fMRSI rii satuan Ppnriidikan Dasar 
Pembinaan Keiembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis 
Spkolah fMRSI rii satuan Ppnriidikan Dasar 

16.70. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 
16.71. Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL) 
1672 
1 Ux f C-

ppnnpmhannan matpri hplaiar mpnnatar rian mptnrip npmhplaiaran ripnnan mpnnniinakan 

teknoloqi informasi dan komunikasi 
ppnnpmhannan matpri hplaiar mpnnatar rian mptnrip npmhplaiaran ripnnan mpnnniinakan 

teknoloqi informasi dan komunikasi 
16 73 Penyebariuasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 
1R 7A renyeQiddn u^dsiswd retrievdi untuK anaa puius scKOjan 
1675 1 viiywivvii i ^ W i j i i J V V u ii V I ivivi 
16.76. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 
16.77. Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil 
16.78. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
16,79. Olimpiade Olahraga Siswa Nasiona! (02SN) Dan Festival/Lomba Seni Siswa Nasional (Fis2N) 

SD Dan SMP 
Olimpiade Olahraga Siswa Nasiona! (02SN) Dan Festival/Lomba Seni Siswa Nasional (Fis2N) 
SD Dan SMP 

16.80. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 

Para'Hier.vki ^ 

Sekda -/ 
Asisten 

Kabag 
"tikum 

Psrai Kotjfdinasi 
SKPD/ Bagian Peirirakarsa 

SKFD' Bagian Terkait: 
1. _ . 
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16.81. Penyediaan prasarana pendidikan dasar (DAK) 
16.82. Olympiade MlPA SD/SMP 
16.83. Pembinaan Gugus Sekolah Dasar 
16.84. Pembangunan Pagar Talud SD/ SMP 
16.85. Penyelenggaraan Ujlan Nasional / Uj'ian Sekolah 
16.86. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah 
16.87. Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP 
17. Program Pendidikan Menangah 
17.01. Pembangunan gedung sekolah 
17.02. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekalah 
17.03. Penambahan ruang kelas sekolah 
17.04. Penambahan ruang guru sekolah 
17.05. Pembangunan laboratorium dan ruang praklikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, 

IPS dan lain-lain) 
Pembangunan laboratorium dan ruang praklikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, 
IPS dan lain-lain) 

17.06. Pembangunan ruang locker siswa 
17.07. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 
17.08. Pembangunan gedung serba guna/aula 
17.09. Pembangunan laman, lapanagan upacara dan fasilitas parkir 
17.10. Pembanguan ruang unit kesehatan sekolah 
17.11. pembangunan ruang ibadah 
17.12. Pembangunan perpuslakaan sekolah 
17.13. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan periengkapannya 
17.14. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 
17.15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 
17.16. Pengadaan pakaian seragam sekolah 
17.17. Pengadaan pakaian olahraga 
17.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 
17.19. Pengadaan mebeluer sekolah 
17.20. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 
17.21. Pengadaan alat rumah tangga sekolah 
17.22. Pengadaan sarana mobilitas sekolah 
17.23. Pemeliharaan rû n/berkala bangunan sekolah 
17.24. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 
17.25. Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 
17.26. Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 
17.27. Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa 
17.28. pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasana olahraga 
17.29. Pemeliharaan rutin/berkata ruang serba guna/aula 
17.30. Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
17.31. Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 
17.32. pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 
17.33. Pemeliharaan rutin/berkala perpuslakaan sekolah 
17.34. pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan periengkapannya 
17.35. pembangunan rutln/berkala sarana air bersih dan sanitary 
17.36. Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa 
17.37. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah 
17.38. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 
17.39. Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 
17.40. Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 
17.41. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 

Parsf Hicf3;ki , 

Sekda 

Asisten 4: Katjag 
Hukum 

Far:? Kcordtfiasi 
SKPD/ Bagian Pcmrakarsa 

SKPD' Bagian leikait: 
1., 
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17.42. 
17.43. 
17.44. 
17.45. 
17.46. 
17.47. 
17.48. 
17.49. 
17.50. 
17.51. 
17.52. 
17.53. 
17.54. 
17.55. 
17.56. 
17.57. 
17.58. 
17.59. 
17.60, 

17.61. 
17.62. 
17.63. 
17.64. 

17.65. 

17.66. 
17.67. 
17.68. 
17.69. 
17.70. 
18. 
18.01. 
18.02. 
18.03. 
18.04. 
18.05. 
18.06. 
18.07. 
18.08. 
18.09. 

18.10. 
18.11. 
18.12. 
18.13. 
18.14. 
18.15. 
18.16. 
18.17. 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 
Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 
Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praklikum sekolah 
Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa 
Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 
Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 
Rehabilitasi sedang/berat taman. lapangan upacara dan fasilitas parkir 
Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah 
Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 
Rehabilitasi sedang/berat perpuslakaan sekolah 
Rehabilitasi sedang/berat jarinagan instalasi listrik sekolah dan periengkapannya 
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 
Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah 
Pelatihan Kompetena tenaga pendidikan 
Pelatihan Penyusunan kurikulum 
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 
Pengembangan altematif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan, 
terpencil dan kepulauan 
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 
Penyelenggaraan Paket C setara SMU 
Pembinaan keiembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) 
Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknoiogi informasi dan 
komunikasi 
Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri 
Penyebariuasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 
Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Dst.... 
Program Pandldikan Non Forma! 
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 
Pembinaan pendidikan kursus dan keiembagaan 
Pengembangan pendidikan keaksaraan 
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 

Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 
Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal 
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 
Pembinaan Peserta Hari Aksara Intemasional (HA) 
Penyelenggaraan Peserta Hari Anak Nasional (HAN 
Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan 
Pendamping penyelenggaraan ujlan nasional paket A. B danC 

Par;t Kecfdifiasi 
SKPD/ Bagisn Femrakarsa 

SKPD' Bagian Terkail: 
1 . . 
1. 
3. 

7 ^ 



KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 
1 2 

18.18. Penyelenggaraan kejar paket A, B, dan C 
18.19. Jambore PTK PNF 
18.20. Pembinaan tenaga pendidik dan kependldikan PNF 
18.21. Pendidikan kewirausahaan masyarakat 
18.22. Pembinaan Lembaga Pendidikan Non Formal 
1823 Pembinaan Dan Penguatan Lembaga Rumah Pintar Mini (RPM) 
la. riuyidiii rciiuiuiivaii LUdi Didad 
iqni 
1 a.u 1 • 

ndmhannMnan AoHiinn C O V A I O K ^ciiiuciilyuiiciii ycuuiiy ocnUldll 
ion? pcllIUaiiyundll lullldll Ulllda KcpdUd ocKUIdll, yUiU, pciijdgd ScKOIdn 
19 DA 
la.va. 

rciiaMiUdiidil lUdiiy hclda oclVOIdll 
Panamhahnn niaAn nitni eotnlah rciidiiiudiidM 1 udily yuiu oci\Uidii 

19 05 P̂ mhanniman lahnlatnrliim Han ninnn nratiWiim calfolah /lahnlatAriiim hahaca IrAmnntor IDA PCiiiudiiyuMciii iduuidLUiiuiii Udii lUdiiy pidiiiMJiii oci\uidJi ĴdL"JidiuJiuiii Udiidad, ivuiiî uicl, \rf\ 
IPS dan Iain-Iain) 
P̂ mhanniman lahnlatnrliim Han ninnn nratiWiim calfolah /lahnlatAriiim hahaca IrAmnntor IDA PCiiiudiiyuMciii iduuidLUiiuiii Udii lUdiiy pidiiiMJiii oci\uidJi ĴdL"JidiuJiuiii Udiidad, ivuiiî uicl, \rf\ 
IPS dan Iain-Iain) 

19.06. Pembangunan ruang locker siswa 
19.07. nembanaunan sarana dan nrasarana olahrana 
19 03 P^mhanniinpn ni?inn ^prha nrinf̂ /̂ ulfi 

1 V I illiif V J I v u l l O i 1 1 M V I J H W V I U U V U I 1 V l V U L U 

19.09. V v i M t J V M v L J I i v l l ^ v l t L V l I f I v b r V J IVJ V i 1 U U u w V l V V V l 1 1 V t J i l l L V O U v t fSM 

19 ID Ppmhflnniin în niann unit kp̂ ph;̂ tpn <ipkril̂ ih 

19 11 nprnbanounan niano ibadah 
V V I 1 1 W i i v u t i V i 1 l U V I I V I M V V V I I 

19.12. Pembangunan perpuslakaan sekolah 
19.13. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan periengkapannya 
19.14. pembanguan sarana air bersih dan sanitary 
19.15. 
19.16. 

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 19.15. 
19.16. Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga 
19.17. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 
19.18. Pengadaan mebeluer sekolah 
19.19. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 
19.20. Pengadaan alat rumah tangga sekolah 
19.21. Pengadaan sarana mobilitas sekolah 
19.22. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 
19.23. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 
19.24. Pemeliharaan rutin/berkala ruang keias sekolah 
19.25. Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 
19.26. pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa 
19.27. pemeliharaan rutih/berkala sarana dan prasarana olahraga 
19.28. pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula 
19.29. Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
19.30. Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 
19.31. pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 
19.32. Pemeliharaan rutin/berkala perpuslakaan sekolah 
19.33. pemeliharaan rutin/berkala jaringan Instalasi listrik sekolah dan periengkapannya 
19.34. Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 
19.35. 
19.36. 

Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar 19.35. 
19.36. Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa 
19.37. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah 
19.38. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 
19.39. Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 
19.40. Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 
19.41. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 
19.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 

-KPD/Eagian Penuakarsa 

SKFD'Bag.an Terkait: 
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19.43. Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 
19.44. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 
19.45. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 
19.46. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah 
19.47. Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa 
19.48. Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 
19.49. Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 
19.50. Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
19.51. Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah 
19.52. Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 
19.53. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 
19.54. Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan periengkapannya 
19.55. Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 
19.56. pelatihan kompetensi tenaga pendidik 
19.57. Pelatihan Penyusunan kurikulum 
19.58. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 
19.59. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
19.60. Dst.... 
20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
20.01. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 
20.02. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 
20.03. Pelalihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 
20.04. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 
20 05 
£U<\Jv« 

Ppmhinsan 1 pmhana Ppniamin Miitii Ppnriiriikan /I PUPl 

20 Ofi Ppmhinaan Piicat Ppnriiriikan rian Pptatihan r̂ itni TPPPf^l 

20.07. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 
on no 
20.08. 

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelalihan bagi pendidik dan tenaga 
l/Af\AnHtriiL̂ n KepcnulQIKdll 

20 no PdnAPmhdnAdn ciefdm APnridtddn ridn noiAdfddn ndnriiriil̂  ridn tdndAd Vpncinriiriî dn 
rcngciiiudiigdii sisieni pciiudiddii udn p6nicLddii pcnuiuiK udn iciidgd ncpciiuiuindn 

20.10. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 
20.11. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga 

kependidikan 
20.12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
20.13. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
20.14. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 
20.15. Seleksi Galon Kepala Sekolah 
20.16. Penguatan Kepengawasan Sekolah 
20.17. Olimpiade sains guru 
20.18. Pengembangan SIM-Pendldik dan Tenaga Kependidikan 
on iQ reniiaian Nnerja uuru 
20.20. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan TIK 

on 01 worKsnop ruoiiKasi iimian 

20 22 SGlGksi Gum Bprnrpstasi 

20.23. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga 
kependidikan 

20.24. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga 
kependidikan 

20.25. Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan PNF 
20.26. Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik PAUD 

KFD/Bsgian Femrakarsa 

KrO''Bagian Terkait; 
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£1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 
c l . y l i . rcindoydidivaian ininai oan Kcuiasaan iTiemuaca uniuK rnenaorong lerwujuanya masyaraKai 

pembelajar 
21.02. Pengembangan minat dan budaya baca 
21.03. Suoervisi oembinaan dan stimulasi oada oemustakaan umum nproustakaan khusus 

V I • 1 wl f v v i l l W l l i W l I U V I 1 W U I I I U i V v l U V W V V I V V w l U I ^ W l 1 U I I I V I ' l p v w l V U v LUl% W l I t\* l U w U Wf 

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 
21.04. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan 
21.05. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 
21.06. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 
21.07. Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 
21.08. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 
21.09. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 
21.10. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
21.11. Pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah 
21.12. Penyelenggaraan Lomba Perpuslakaan (karya tulis ilmiah dan lomba mading SD) 
21.13. Pembinaan Perpuslakaan Sekolah 
21.14. Pengadaan Buku Rumah Pintar Dan TBM 
21.15. Pelayanan Perpustakaan Umum 
21.16. Pelayanan Perpustakaan Keliling 
21.17. Pengembangan minat dan budaya baca 
21.18. Pembinaan Perpustakaan Sekolah 
22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 
22.01. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 
22.02. Pelaksanaan keriasama secara kelemhaoaan dl bldano nendldikan 

i v i V A W l 1 W l 1 I W I i U v V I 1 l U WW v U l M l ^ v i V I 1 1 W M W l 1 U I V i U V I I V v V I • v I V I I ^ V l • 

22.03. Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana 
Ĥ lf Anĉ ntrnci rian riana nomhanfiian 

2204 Rnsiallsasi rian ariunkasi hprhanai Perahiran Ppmprintah rii hiriann npnriiriikan 
k A j a i a j j o u o i uui• G v V w i \ G a i vvi L / G M G I . wULUIG. I I G . I I ^ I I J I I G J I U I U I U G I J U U G I I U I U I I \ O M 22 05 Pembinaan dewan Pendidikan 
1 w l l l v l l I W I J U V I I I U I I 1 v l 1 V I V l A V l 1 

22.06. Pembianaan Komlte Sekolah 
22.07. Penerapanan sistem dan informasi manajemen pendidikan 
22,08. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu 

pendidikan 
22.09. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
22.10. Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan 
22.11. Penvusunan Profil Pendidikan 
22.12. Peneranan Sistem dan Informasi Manaiemen Pendidikan 

1 V I 1V I V V V f 1 ^ / l w l w l I I V V I I l l l l W M I I V t f l I f l M I I M J Wl < 1 Wl > 1 Wl 1 Wl V l l « V J 1 

2213 
la. 

Ppnvp|pnnn?5rpan ipi?irinn ripnriiHikpn Np<;innpl / lARHIKNA^l 

99 1A D A A A A An A A A A A W ^ J r A A F A m A H n i r i x / ^ F ^ 

rengemDangan rrogr arii Aaiwiyata 
22.15. Peningkatan manajemen pendidikan (pengelolaan aset, keuangan dan kepegawaian dan 

keiembagaan) 
99 1R VVUIKdllup rcliyUdidn rcidn U € W G M ĜMUlUl̂ dll Udil iNUIIIilc CGMJIdll 
22.17. Pembinaan Dewan Pendidikan 
22.18. Penunjang Program Grindulu Mapan 
22.19. Penunjang Operasional Bantuan Siswa Miskin (BSM) 

Urusan: 1.02. -KESEHATAN 

15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 
15.01. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 
15.02. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 
15.03. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk 

Paraf HierarXi 

Sekda 

Asisten 
Kabag 
Hukum 

Parcf KprrdinasI 
SKPD/ Bagian Pcmraharsa 

SKPD' Eagian Terkait: 
1 
3. 
3. , 
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miskin 
15.04. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 
15.05. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 
15.06. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 
15.07. Penoadaan Ohat Ppnuniana Pplavanan Kpsphatan 

1508 pplavanan Ohat dan Alat Kpsphatan rii Giiriann Farmasi Kahimafpn 
1 G J G J G I IO\l \Jkja\ U G . • r U G i 1 I G i G I 1 U I \ J U U G L I U 1 G i 11 I G v l 1 \ G U U U G L G i 1 

16 Prnnram llnava Kpsphatan Masvarakat riuyiGiii wpGjH (\vaGH0LGii iviaayajQnai 

16 01 pplavanan kpsphatan npnriiiritrk miskin rii niiskpsmas iarinnannva r G i G j r G I J G L 1 vxcauLlaLoii \JdLuuuuf\iujav\iiiUJ puai\GoiiiaajaJjiiyGnijya 
Ifi 02 pampliharaan rian n o t n i r l L h a n kocohafan rciliClillalaall Uail jJCHlUilliall ivCaclialall 
16 03 
1 U.UJ. 

Pannariaan naninnkafan rian narhalkan cafana Mpn nraearana mickacmac Han iannnannv/a rcligdUdan, pcniligNdLdil, Udll pclUdlKdll adldlld Udil pidsdidlld pUaMfalllda Udll Jdiingdliltyd 

16.04. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 
16.05. Perbaikan gizi masyarakat 
16.06. Revitalisasi sistem kesehatan 
16.07. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 
16.08. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial 
16.09. 
16.10. 

Peningkatan kesehatan masyarakat 16.09. 
16.10. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 
16.11. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 
16.12. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 
16.13. Penyelenggaraan penyehatan iingkungan 
16.14. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 
16.15. Pelayanan Kesehatan dasar Puskesmas 
16.16. Peningkatan SDM Kesehatan 
ifi 17 r CJJJUJJlddJI Î Ĉ oUlldLdil dl IdEV, ictUdjd UdJl UwiJd 
1R 1ft rcningKdidn reiaydnan Uduordiuriuni i\esenatdn vaQioii 
1R 1Q rcningKdidn odrdna udR rteguidSi r\€5€ndidn 
1ft 9 0 renyeienggaraan jaminan remeiinaraan Kesenaian masyaraKai 
1ft 91 reiayanan Kesenaian uasar rrogram JIMV 

1ft 9 9 DAA m AL A t An Di i E/A nnn AP D AIK nt Innn nJfAniAni Di ic* 1/nn n̂  A n D m irAr 1 n A A CtAnnAP nnn 13 Am AT 1 n A n 
reningKaian rusKesmas Kawai map ivienjaai rusKesmas Kawai map oianoar oan Kawai map 
Plus (BK1 16.23. Perluasan fungsi Polindes Menjadi Poskesdes (BK) 

16.24. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK) 
16.25. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 
17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 
17. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 
17.01. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 
17.01. Fasilitasi pengembangan dan penelitian teknoiogi produksi tanaman obat 
17.02. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 
17.02. Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia 
17.03. Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 
17.03. Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri 
17.04. Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan 
17.04. Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu 
17.05. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 
17.05. Peningkatan keijasama antar lembaga penelitian dan industri terkait 
17.06. Dst... 
17.06. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 
17.07. Dst... 
19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Paraf Hierarki 
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19.01. Pengembangan media promosi dari informasi sadar hidup sehat 
19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 
19.03. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 
19.04. Peningkatan pendidikan tenaga penyuiuh kesehatan 
19.05. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 
19.06. Peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat 
19.07. Pengembangan Desa Siaga 
20. Program Perbaikan GIzi Masyarakat 
20.01. Penyusunan peta Informasi masyarakat kurang gizi 
20.02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 
20.03. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia GIzi Besi, Gangguan Akibal Kurang 

Vodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia GIzi Besi, Gangguan Akibal Kurang 
Vodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia GIzi Besi, Gangguan Akibal Kurang 
Vodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 

20.04. Pemberdayaan masyaskat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 
20.05. Penanggulangan Gizi-Lebih 
20.06. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 
20.07. Pengadaan MP-ASI dan Obat Penunjang Gizi 
20.08. Penanganan Gizi Buruk pada Balita dan Ibu Hamil 
20.09. Peningkatan Pemanfaatan AS! Eksklusif 
21. Program pengembangan lingkungan sehat 
21.01. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 
21.02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 
21.03. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 
21.04. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 
21.05. Penyelenggaraan Lingkungan Sehat 
21.06. Pengembangan Kabupaten Sehat 
21.07. Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
21.08. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Pangan 
22. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 
22.01. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 
22.02. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 
22.03. Pengadaan vaksin penyakit menular 
22.04. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 
22.05. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 
22.06. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epldemlk 
22.07. Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular 
22.08. Peningkatan Imunisasi 
22.09. Peningkatan Surveillance Epidemlologi dan Penanggulangan Wabah 
22.10. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 

22.11. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 
22.12. Pemberantasan Penyakit Menular 
22.13. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 
23. Program standarisasi pelayanan kesehatan 
23.01. Penyusunan standar pelayanan kesehatan 
23.02. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 
23.03. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 
23.04. Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan 
23.05. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 
23.06. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 

Para' Koofrfinasi 
LKPO/ bagian Femrakarsa 

SKPD' Eagian Itikait: 
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23.07. Pengembangan Standarisasi Puskesmas 
23.08. Peningkatan SDM Kesehatan 
23.09. Peningkatan Sarana dan Regulasi Kesehatan 
23.10. Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar dan Rawat Inap 

Plus 
Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar dan Rawat Inap 
Plus 

23.11. Perluasan fungsi Polindes Menjadi Poskesdes 
23.12. Akreditasi Puskesmas 
24. Program pelayanan kesehatan Penduduk miskin 
24.01. Pelayanan operas! katarak 
24.02. Pelayanan kesehatan THT 
24.03. Pelayanan operasi bibir sumbing 
24.04. Pelayanan sunalan masal 
24.05. Penanggulangan ISPA 
24.06. Penanggulangan penyakit caclngan 
24.07. Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin 
24.08. Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar 
24.09. Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu 
24.10. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 
24.11. Dst.... 
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ 

puskesmas pembantu dan Jaringannya 
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ 
puskesmas pembantu dan Jaringannya 

25.01. Pembangunan puskesmas 
25.02. Pembangunan puskesmas pembantu 
25.03. Pengadaan puskesmas peralran 
25.04. Pengadaan puskesmas keliling 
25.05. Pembangunan posyandu 
25.06. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 
25.07. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 
25.08. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas peralran 
25.09. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling 
25.10. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 
25.11. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 
25.12. Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas 
25.13. Pemeliharaan rutln/berkala sarana dan prasarana puskesmas 
25.14. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu 
25.15. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas peralran 
25.16. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling 
25.17. Pemeliharaan rutln/berkala sarana dan prasarana posyandu 
25.18. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 
25.19. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas peralran 
25.20. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 
25.21. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DAK) 
25.22. Pembangunan Poskesdes 
25.23. Rehab sedang/berat polindes 
25.24. Rehabilitasi Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah 
25.25. Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK) 
25.26. Penyediaan/Pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit 

akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya 
Penyediaan/Pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit 
akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya 

25.27. Rehabilitasi Instalasi Gudang Farmasi (DAK) 
26, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit 

7 
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jiwa/rumah Sakit paru-paru/rumah sakit mata 
26.01. Pembangunan rumah sakit 
26.02. Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 
26.03. Pembangunan gudang obat/apotik 
26.04. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (WIP, VIP, Kelas 1. II dan III) 
26.05. Pengembangan ruang gawat darurat 
26.06. Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU 
26.07. Pengembangan ruang operasi 
26.08. Pengembangan ruang terapi 

u u u r 26.09. Pengembangan ruang isolasi 
26.10. Pengembangan ruang bersalin 
26.11. Pengembangan ruang inkubator 
26.12. Pengembangan ruang bayi 
26.13. Pengembangan ruang rontgen 
26.14. Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit 
26.15. Pembangunan kamar jenazah 
26.16. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 
26.17. Rehabilitasi banounan rumah sakit 

1 t I U w i l l hV v l W V I I U U I 1 U I 1 1 U 1 1 1 V I 1 V V l \ i I 26 18 Penoadaan alat-aiat kesptiatan nimah sakit 

26 19 Penoadaan ohat-ohatan rumah sakit 

26 20 Pennadaan flmhiilanrp/mnhll ipnaoah 

P^nnaHaan mohotiloiir n tmah cakit rciiijciudal 1 lllcUcLliBUI lUlnaJI odFIL 
2b. 22. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu 

dan lain-lain) 
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu 
dan lain-lain) 

26.23. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 
26.24. Pengadaan pencetakan administrasi dan sural menyurat rumah sakit 
26.25. Pengembangan tipe rumah sakit 
26.26. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 
26.27. Peningkatan Derajat Kesehatan dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi 

Penderita Akibat Dampak Asap Rokok melalui Pengembangan Ruang Rawat Inap, pengadaan 
alat Kesehatan dan/atau pengadaan perlengkapan ruang pasien untuk Penanganan Penyakit 
Akibat Dampak Rokok 

Peningkatan Derajat Kesehatan dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi 
Penderita Akibat Dampak Asap Rokok melalui Pengembangan Ruang Rawat Inap, pengadaan 
alat Kesehatan dan/atau pengadaan perlengkapan ruang pasien untuk Penanganan Penyakit 
Akibat Dampak Rokok 

Peningkatan Derajat Kesehatan dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi 
Penderita Akibat Dampak Asap Rokok melalui Pengembangan Ruang Rawat Inap, pengadaan 
alat Kesehatan dan/atau pengadaan perlengkapan ruang pasien untuk Penanganan Penyakit 
Akibat Dampak Rokok 

Peningkatan Derajat Kesehatan dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi 
Penderita Akibat Dampak Asap Rokok melalui Pengembangan Ruang Rawat Inap, pengadaan 
alat Kesehatan dan/atau pengadaan perlengkapan ruang pasien untuk Penanganan Penyakit 
Akibat Dampak Rokok 

26.28. Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit 
26.29. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 
27 PrOfiram npmplihQrQQn ssranQ Han nrasarana rumah sakit/rumah sakit iiwa/nimah sakit 

paru-paru/rumah sakit mata 
PrOfiram npmplihQrQQn ssranQ Han nrasarana rumah sakit/rumah sakit iiwa/nimah sakit 

paru-paru/rumah sakit mata 
97 01 
L I - V 11 

pprnpiiharaan Rutin/hprkala Rumah .Rakit 
r G J J J G J J J I H I duM r\UUi if UGlndJCI IAUMidJ J OdfVJL 97 09 cl .UZ. Pftmplihdraan nitin/herlrala niaap iM"illHinik nimah calcil' rclllclllldlddll lUUIuUclUdla lUdlig pullMlUln lUllldll odMl 

97 03 Pomoliharaan nitrn/harlrala nuHann nhal/annfiV rclllclllldlddn luUn/Ucilldld yUUdliy UUdudpuUK 
2f .U4. Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (WIP, VIP, Kelas 1,1! dan III) Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (WIP, VIP, Kelas 1,1! dan III) 

27.05. Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat 
27.06. Pemeliharaan rutln/berkala ruang ICU, ICCU, NICU 
27.07. Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi 
27.08. Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi 
27.09. Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi 
27.10. Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin 
27.11. Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator 
27.12. Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi 
27.13. Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen 

Parat Hitra/H 

Sekds 

Asisten 

Kabag 

Parat Koordinasi 
£KrU' Eacian Pemrakarsa 

SKPO'EegianTcfkait; 
1 
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27.14. Pemeliharaan aitin/berkaia ruang laboratorium rumah sakit 
27.15. Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah 
27.16. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 
27.17. Pemeliharaan rutin/berkala alat-aiat kesehatan rumah sakit 
27.18. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah 
27.19. Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit 
27.20. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 
27.21. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 
n i l . Pelayanan Kesehatan Rujukan 
28. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 
28.01. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 
28.02. Kemitraan nenceoahan dan nemberantasan oenvakil mpnular 
28.03. Kemitraan oenooiahan limbah rumah sakit 

1 W f I I I U V V I I WV* I V v l V I I V I I i i i i I W I 1 l U I I I V I i W ' ^ I B 

28 04 
L U » V T » 

Kemitraan allh tpknnlnni kprinktpran rian kpsphatan 
J \ G t m U M G I I G U M L G J \ M G l V H 1 . . G U G l X i G I G M U G I • I \ G a G M G l G J I 

28.05. Kpmitraan oeninokatan kualitas rinktpr rian narampriis 
1 \G I MJ w G U M ^ G M I i l u n u k u l 1 n u u i l l u u U w i M G I v G M U G J G M I G U J u 

28.06. Kemitraan oennobatan laniutan baoi nasien ruiukan 
I W I K I U W I B W V i i M W V V V I I I V I l t U L U l l v U M t U V v * v t l t V i V i F V ' i 

28.07. Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 
28.08. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 
28.09. Dst... 
29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 
29.01. Penyuluhan kesehatan anak balita 
29.02. Immunisasi bagi anak balita 
29.03. Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita 
2904 Pplatihan dan npnriiriikan oprawatan anak balita 

k w i v s H i u L i W l 1 w v i i v i \ j j r \ u i i ^ v i v v i v i v n v M u n w v i i i v 29 05 Pprnhĵ nniin̂ n ̂ îrana rian nraearana khn̂ n*i nplavanan nprawatan anak halita 
i WJ« ki/UI iM v i I V I 1 V V I V I ' V U V I 1 V I W v k V I I V i M I W U V l i / ^ l v V V l 1VJ 1 k/VI V Vf V L V I 1 V l 1 V i \ L / V J I L V 

29 06 Ppmhanniinan nanti a<?uhan anak tprlantar halita 
1 V H l k / V i I M U I 1 V l 1 L f V l i U V W H V M V I I V n L V M V J I t V I W H I V 

29 07 
b V » V f • 

Mnnitorino evaluasi dan nelannran 
I V I V I IKWI II ' H * ^ • V I U W l W l 1 V w l V V v l V I 1 

29.08. Peninokatan Deteksi Dini Tumbuh Kembana Anak 
1 Wl 1II1M1* V fcVI V k ' V lWl>w1 ^ / l i l i • V H I W 1 1 ̂ Wl 1 iW V J i \ J • * l 1 V I I 

30. Program peningkatan pelayanan Kesehatan lansia 
30.01. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 
30.02. Rekruitmen tenaaa nerawat kesehatan 

1 \ wf\l L l l U 1 1W* 1 i v i i V V V W W I V I I V l I W W i t V l V I 1 

30 03 Ppnriiriikan rian nplatihan nprawatan kpsphatan 
Ppmhanniinan TMisat-niisat nplavanan kpsphatan 

30.05. Pembangunan panti asuhan 
30.05. Pelayanan kesehatan Lansia 
30.07. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 
30.08. DsL... 
I l l 31. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 
31.01. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 
A 4 nn 
31.02. 

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 

31 03 Ppnnawasfln rian npnnpnrialian kpamanan dan kPSPhatan makanan restaurant 
1 v l J U G f V G a G i • U G I I l / G M M G I l U G N G I 1 I W G I M G M U i l U G M n W V I I G l G i i i i I U I \ U J i U i • 1 v v . U U i U I 11 

31 04 Mnnitnrinn pualiiasi rian Pplanoran 
I v l u l l i l v l II ' H I U V G I u G a i u G i I I v i u u w l GJ1 

31.05. Dst... 
32. Program peningkatan keselamatan Ibu melahlrkan dan anak 
32.01. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 
32.02. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 
32.03. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 
32.04. Jaminan Persalinan (Jampersal) DAK 
32.05. Peningkatan Pelayanan Kesehatan tbu, Bayi dan Anak 

SKFD/Sacian Femrakarsa J j7 

SKFD'Eagian Tetkaii: 
1. » 
2. _ 



20 

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 
1 2 

OZ.UD. Pembinaan kesehatan anak dan remaja 
33. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 
33.01. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan 
OO fxn 

33.02. Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit 
34. Pronram Pembinaan Llnnkunoan Sosial Bidano Kesehatan 

1 l v M I * - l l l 1 w l l l W l l v V U I I k l l l U I W I l M U I I W V 1 0 i * V U 1 1 U | \W v W1 I U L U * 1 

34 02 1 V * 1 J W W J V I U V W M IWli l 1 v J v v M w v i M M U L / W I V V M J I V l > n w O v f l u l v J 1 4 / V w l 11 i V w V v l v i \ v l T v L I H ' \ v l I M LJw l 1JF V J \ I V 

akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya 

Urusan: 1.03. -PEKERJAAN UMUM 

15. Program pembangunan jalan dan jembatan 
15.01. Perencanaan pembangunan iaian 
15.02. Survei kontur jalan dan jembatan 
15.03. Pembangunan jalan 
15.04. Perencanaan pembangunan jembatan 
15.05. Pembangunan jembatan 
15.06. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
15.07. Dst.... 
16. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 
16.01. Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 
16.02. Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong 
16.03. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 
16.04. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
16.05. Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota 
16.06. 
16.07. 

Normalisasi saluran drainase 16.06. 
16.07. Operasional penyediaan sarana prasarana sanitasi 
16.08. Perbaikan saluran Tutup (Irotoar) Kota 
16.09. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 
17. Program pembangunan turap/talud/bronjong 
17.01. Perencanaan lurap/lalud/bronjong 
17.02. Survei kemlringan lereng turap/talud/bronjong 
17.03. Pembangunan turap/talud/bronjong 
17.04. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
17.05. Dst... 
18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan jembatan 
18.01. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 
18.02. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 
18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 
18.04. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 
18.05. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
18.06. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 
18.07. Inspeksi Kondisi Jalan 
18.08. Inspeksi Kondisi Jembatan 
18.09. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (DAK) 

19. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 

19.01. Inspeksi kondisi jalan 
19.01. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 
19.01. Penyusunan sistem informasi/data base jalan 
19.01. Pembangunan gedung balai latlhan kebinamargaan 
19.01. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 

ParefHiervki 

Sekda Y 
Asisten 

Kabag 
Hukum 

Faraf Koordinasi 
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2. 



21 

PatatHierwVi 

Sekda Y 
Asisten 

Kabag 
"uktim 

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 
1 2 

19.02. Inspeksi kondisi jembatan 
19.02. Rehabilitee jembatan dalam kondisi tanggap darurat 
19.02. Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 
19.02. Pembangunan gedung workshop 
19.02. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 
19.03. Evaluasi dan pelaporan 
19.03. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
19.03. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
19.03. Pembangunan laboratorium kebinamargaan 
19.03. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
19.04. Pengadaan alat-aiat berat 
19.05. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-aiat berat 
19.06. Pengadaan alat-aiat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 
19.07. Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan 
19.08. Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop 
19.09. Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan 
19.10. Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin alat-alal berat 
19.11. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alal berat 
19.12. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-aiat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 
19.13. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
19.14. Dst.... 
24. Prooram Pennembanaan dan Penaelolaan Jarinoan Irlaast Rawa dan Jarinaan Penoairan 

Lainnya 
Prooram Pennembanaan dan Penaelolaan Jarinoan Irlaast Rawa dan Jarinaan Penoairan 
Lainnya 

24.01. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 
24.02. 
24.03. 

Perencanaan pembangunan jaringan air berslh/air minum 24.02. 
24.03. Perencanaan pembangunan reservoir 
24.04. Perencanaan pembangunan plntu air 
24.05. Perencanaan normalisasi saluran sungai 
24.06. Pembangunan jaringan air berslh/air minum 
24.07. Pembangunan reservoir 
24.03. Pembangunan pintu air 
24.09. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 
24.10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Irigasi 
24.11. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air berslh/air minum 
24.12. Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir 
24.13. Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 
24.14. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 
24.15. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 
24.16. Pemberdayaan petani pemakai air 
24.17. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
24.18. Pembangunan Jaringan Irigasi 
24 19 Perpncanftan Aset Iriaasl (PAW 
24 20 Rehahilifasi/Peninakatan Jarinaan Iriaasi 

1 W l 1 V Wi l l L W I f 1 v i l l i I V 1̂  v i U I 1 V V I I I I V U I I l l l v V v l 

24.21. Rehabllllasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) 
25. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 
25.01. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 
25.02. Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa 
25.03. Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 
25.04. Pembangunan sumur-sumur air tanah 
25.05. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 

Paral Koo'dinasl 
SKPD/Bagian Pemrakarsa 

SKPD' Bagian Terkait: 
1 
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25.06. 
25.07. 
26. 

26.01. 
26.02. 
26.03. 
26.04. 
26,05. 

26.06. 
26.07. 
26.08. 
26.09. 
26.10. 
27. 
27.01. 

27.02. 
27.03. 
27.04. 
27.05. 
27.06. 
27.07. 
27.08. 
27.09. 
27.10. 
27.11. 
27.12. 
28. 
28.01. 
28.02. 
28.03. 
28.04. 
28.05. 
28.06. 
28.07. 
28.08. 
28.09. 
28.10. 
28.11. 
28.12. 
29. 
29.01. 
29.02. 
29.03. 
29.04. 
29.05. 
29.06. 
29.07. 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

Peningkatan distribusi penyediaan air baku 
monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya 
Air Lainnya 

Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 
Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 
Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau 
Peningkatan parlisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air 
lainnya 
Peningkatan konservasi air tanah 
monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 
liXengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Ajf Lainnya 
Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 
Pengembangan teknoiogi pengolahan air minum dan air limbah 
Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah 
Fasilitasi pembinaan teknik pergolahan air minum 
Pengembangan sistem distribusi air minum 
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum 
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 
monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 
Pembangnan Sarana Dan Prasarana Air BersihPerdesaan (DAK) 
Operasional Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi 
Program Pengendalian Banjir 
Pembangunan reservoir pengendal! banjir 
Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir 
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 
Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir 
Peningkatan parlisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir 
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 
Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir 
Pembangunan prasarana pengaman pantai 
Pembangunan tanggul pemecah ombak 
monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Dst.... 
Program Pengembangan Wllayah Strategis dan Cepat Tumbuh 
Perencanaan pengembangan infrastuktur 
Pembangunan/peningkatan infrastruklur 
monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Pembangunan Tugu Batas 
Pembangunan/peningkatan infrastruklur KSCT (OAK) 
Pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau 
Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) 

Par3( Konrriinaiii 
SKFD/ Eagian Ferruahatu 

SKPD'BaaianTeikait: 
1 I 
2 
3 



KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 

29.08. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) 
29.09. Pembangunan kawasan wisata 
29.10. Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau 
30. Program pembangunan Infrastruklur perdesaaan 
30.01. 
30.02. 

Penataan Iingkungan pemuklman penduduk perdesaaan 
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan 

30.03. 
30.04. 
30.05. 

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan 
Pembangunan pasar perdesaan 
Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan 
Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan 30.06. 

30.07. 
30.08. 

Rehabilitasi/Pemeliharaan pasar perdesaan 
monitoring, evaluasi dan pelaporan 

30.09. Monitoring dan Evaluasi Jalan dan Jembatan Perdesaan 
31. Program penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman. 
31.01. Pembangunan jalan lingkungan 
31.02. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
31.03. 
31.04. 
31.05. 

Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan 
Operasional program peningkatan kualitas pemuklman (P2KP) 
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilltas Umum 

Urusan: 1.04. - PERUMAHAN 

15. Program Pengembangan Perumahan 
15.01. Penetapan kebijakan. strategi, dan program perumahan 
15.02. Penyuluhan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) 
15.03. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 
15.04. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 
15.05. 
15.06. 
15.07. 

Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 

15.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
15.09. 
16. 

Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak HunI (RTLH) 
Program Lingkungan Sehat Perumahan 

16,01. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan 
perumahan 

16.02. 
16.03. 
16.04. 
16.05. 

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 
Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 
Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan 
Penetapan kebijakan dan stralegi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian 
berimbang 

16.06. 
16.07. 
16X18. 
17. 
17.01. 
17.02. 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak HunI (RTLH) 
Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman (DAK) 
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 
Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan peaimahan 
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat 

17.03. 
17.04. 
17.05. 
4 ^ 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan 
Peningkatan sistem pemberian kredit pemllikan rumah 
Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

K ? D ; Eagian pemrakarsa 

Kourttn T̂bengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan peaindang-undangan bidang 
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perumahan 
17.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
17.08. Dst... 
18. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 
18.01, Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam 
18.02. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial 
18.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
18.04. DsL... 
19. Program peningkatan keslagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 
19.01. Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran 

19.02. Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran 
19.03. Koordinasi perljinan pemanfaatan gedung 
19.04. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 
19.05. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 
19.06. Kegiatan rekruitmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran 
19.07. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 
19.08. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 
19.09. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 
19.10. Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 
19.11. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 
19.12. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 

•J r 1 r v v V J 19.13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
19.14. Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 
19.15. Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK) 
20. Program pengelolaan area! pemakaman 
20.01. Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman 

20.02. Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal 
20.03. Koordinasi pengelolaan areal pemakaman 
20.04. Koordinasi penataan areal pemakaman 
20.05. Pemberian perijinan pemakaman 
20.06. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 
20.07. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 
20.08. Monitoring dan evaluasi 
20.09. DsL... 
21. Program Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 
21.01. Pembangunan iaian lingkungan 
21.02. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
21.03. Penoadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan 

1 V I I U W W l 1 W U1 I V I I l l l i l W U W**^WI 1 V f U W W l 1 

21.04. operasional program peningkatan kualitas pemukiman (P2KP) 
21.05. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utililas Umum 
22. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Sarana Prasarana Permukiman 

22.01. Pemangunan/ Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih 

Urusan: 1.05. • PENATAAN RUANG 

15. Program Perencanaan Tata Ruang 
15.01. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 

ParalKocdinasi ti. 
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15.02. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 
15.03. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 
15.04. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 
15.05. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 
15.06. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 
15.07. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 
15.08. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW 
15.09. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakatdalam perencanaan tata ruang 
15.10. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 
15.11. RevisI rencana tata ruang 
15.12. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata mang 
15.13. Survey dan pemetaan 
15.14. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata mang lintas kabupaten/kota 
15.15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata mang 
15.16. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR 
15.17. Penyusunan Kajlan Lingkungan Hidup Strategis 
16. Program Pemanfaatan Ruang 
16.01. Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan mang 
16.02. Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan mang 
16.03. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan mang 
16.04. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat daiam pemanfaatan mang 
16.05. Survey dan pemetaan 
16.06. Pelatihan aparat dalam pemanfaatan mang 
16.07. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan mang 
16.08. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan mang lintas kabupaten/kota 
16.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan mang 
16.10. Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 
17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
17.01. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 
17.02. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan mang 
17.03. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakatdalam pengendalian pemanfaatan mang Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakatdalam pengendalian pemanfaatan mang 

17.04. Pelalihan aoarat dalam Denaendallan oemanfaatan niana 
17.05. Pengawasan pemanfaatan mang 
17.06. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan mang lintas kabupaten/kota 
17.07. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan mang 
17.08. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
17.09. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 

Urusan: 1.06. -SOSIAL 

15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpendl (KAT) dan Penyandang 
Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya 
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpendl (KAT) dan Penyandang 
Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya 

15.01. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan 
V * \ r f vl * V r r V r # 

fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan 
V * \ r f vl * V r r V r # 

fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 
15.02. Pelatihan ketrampilan bemsaha bagi keluarga miskin 
15.03. Fasilitasi manajemen usaha bag! keluarga miskin 
15.04. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 
15.05. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 
15.06. Pembangunan pemberdayaan daerah terpencil dan tertinggal P2DT2 

SKru/ bagran Femrakarsa j 
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15.07. Pengembangan bakat dan ketrampilan anak berkebutuhan khusus 
15.08. Pengiriman anak ke PSPA ke Batu Malang 
15.09. Verifikasi dan ValidasI data penerima bantuan sosial 
15.10. Verlfikasi dan ValidasI data kepesertaan JKN 
15.11. Pelalihan ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
15.12. Pelatihan ketrampilan para penyandang cacat dan trauma 
10.10. Peningkatan koordinasi dan pengendalian bantuan pangan masyarakat miskin 
16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 
16.01. Penosmbanoan kebiiakan tpntano akftps ftarana rian rra^arana niihlik hani npnvanriann rariaf 

• v l I H G M I G U J l U U I 1 n V U I J U I V U I 1 I V I IKtMl IM G I X v G V V C I I Q l l u U u l 1 I J I M V V l u l l U I J v v l l l X U U v l I J w M J U H u U M U V U V U I 

dan lansia 

lO.yJC. D a l A \ / A n A n non n A n m n i m n A n C A C I A I ni iVi t^n n A A I Vai'nAA avc^aiait A ^ ^ I nnr̂ '̂ aanaan aâ aô m iaa 
reiayanan uan peninuungari sosiai, nuKum uagi Koroan cKspioiiasi, peroagangan perempuan 
dan anak 

16.03. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bag! Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 

16.04. Pelatihan keterampilan dan praklek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak 
carat, dan anak nakal 

16.05. Pelayanan pslkososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 

16.06. Pembentukan pusal informasi penyandang cacat dan trauma center 
16.07. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial Bagi 

PMKS 

16.08. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 

16.09. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan 
kemiskinan dan penurunan kesenjangan 

4 n A /\ 

16.10. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian 
Luar Diasa 

16.11. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
16.12. Rehabilitasi taman Makam Pahlawan Nasional 
16.13. Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan 

kemiskinan dan penurunan kesenjangan 

16.14. Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjul Usia 
17. Program pembinaan anak terlantar 
17.01. Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar 
17.02. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 
17.03. Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar 
17.04. Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 
17.05. Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar 
17.06. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
18. Program pembinaan pan penyandang cacat dan trauma 
18.01. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejwaan 
18.02. Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan taruma 

18.03. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 
18.04. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 
18.05. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 
19. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 
19.01. Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 
19.02. Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo 

L.K F L / Eag-an PemraKarsa 
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19.03. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 
19.04. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo 
19.05. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 
19.06. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
19.07. Pembinaan Kesejahteraan Sosial LanjutUsia 
20. Program pembinaan eks penyandang penyakit sostal (eks narapidana, PSK, narkoba dan 

penyakit sosial lainnya) _ 
Program pembinaan eks penyandang penyakit sostal (eks narapidana, PSK, narkoba dan 
penyakit sosial lainnya) _ 

20.01. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 

20.02. Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial 
20.03. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial 
20.04. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 
20.05. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
20.06. Perlindungan Sosial Anak yang berhadapan dengan Hukum 
20.07. Pembinaan dan Pelayanan Sosial Penderita HIV/AIDS dan Korban N/\PZA 
21. Program Pemberdayaan Keiembagaan Kesejahteraan Sosial 
91 01 
G 1 . V 1 « 

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 
91 09 
C 1 .\Ji.. 

^c[ll[lg^dldl1 jGjaring rcijdadiiid peidMi peidMJ uadiid heoejdiiLcidaii ausidi llldoydld̂ dL ^c[ll[lg^dldl1 jGjaring rcijdadiiid peidMi peidMJ uadiid heoejdiiLcidaii ausidi llldoydld̂ dL 

21.03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial maryarakat 
21.04. Pengembangan model keiembagaan perlindungan sosial 
21.05. Pemuthakiran data PMKS 
2106. Pendataan PMKS dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pendataan PMKS dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

91 07 rci J i i i ^ n d i d i i pel dl i di\Lii ii laaydi d n d i U d i i uui l i d uodiia 
21.08. Operasional Program Keluarga harapan (PKH) 
21.09. Pemberdayaan Peran Aktif karang Taruna Dalam Dunia Usaha 
21.10. Peningkatan Lembaga Gerakan Orang Tua Asuh (LGOT) 
21.11. Kesiap-siagaan penanggulangan bencana alam berbasis masyarakat 

Urusan: 1.07. - TENAGA KERJA 

15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 
15.01. Penyusunan data base tenaga kerja daerah 
15.02. Pembangunan balai latihan keija 
15.03. Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja 
15.04. Peningkatan profesionaiisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK 
15.05. Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja 
15.06. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 
15.07. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK 
15.08. Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK 
15.09. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
15.10. Pelatihan dan kelrampllan kerja masyarakat disekitar Daerah industry hasil tembakau dan /atau 

daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (Cukai) 
Pelatihan dan kelrampllan kerja masyarakat disekitar Daerah industry hasil tembakau dan /atau 
daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (Cukai) 

15.11. Penguatan Sarana Dan Prasarana Keiembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil 
Tembakau Di Balai latihan Kerja 
Penguatan Sarana Dan Prasarana Keiembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil 
Tembakau Di Balai latihan Kerja 

15.12. Pelatihan masyarakat untuk peningkatan SDM 
15.13. Penguatan Sarana Dan Prasarana Keiembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil 

Tembakau Di Balai latihan Kerja 
Penguatan Sarana Dan Prasarana Keiembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil 
Tembakau Di Balai latihan Kerja 

15.14. Pelatihan masyarakat untuk peningkatan SDM 

EKFCf Bagian Pemrakarsa 
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15.15. Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD dan AKAN 
15.16. Penguatan ekonomi masyarakat di iingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pementasan 

V a n ^ I ̂  V 1 A A r t rt^ rtrtrti I P A n A I A A A A A A A A t i r A A A A A I W A A A A ^ r t r t A n a r t i i r v ^ ^ i • n A r t A L A A A r w ! A A P A L « 

KciiiisMiidD, mengurangi pengangguran oan rnenaorong penumounan eKonomi oaeran, 
dilaksanakan antara lai melalul bantuan nermodalan rian Parana nrnrinkfti 
V I I V f \ W I 1 V I\WI I U I 1 l U i U i U I 1 1 1 W l U I W U l 1 l U w l 1 W V l 1 1 1 W u l U i 1 W U J 1 w U t u l ' U L/l V v V rtw* 

Penguatan ekonomi masyarakat di iingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pementasan 
V a n ^ I ̂  V 1 A A r t rt^ rtrtrti I P A n A I A A A A A A A A t i r A A A A A I W A A A A ^ r t r t A n a r t i i r v ^ ^ i • n A r t A L A A A r w ! A A P A L « 

KciiiisMiidD, mengurangi pengangguran oan rnenaorong penumounan eKonomi oaeran, 
dilaksanakan antara lai melalul bantuan nermodalan rian Parana nrnrinkfti 
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KciiiisMiidD, mengurangi pengangguran oan rnenaorong penumounan eKonomi oaeran, 
dilaksanakan antara lai melalul bantuan nermodalan rian Parana nrnrinkfti 
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Penguatan ekonomi masyarakat di iingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pementasan 
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KciiiisMiidD, mengurangi pengangguran oan rnenaorong penumounan eKonomi oaeran, 
dilaksanakan antara lai melalul bantuan nermodalan rian Parana nrnrinkfti 
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15.17. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 
15.18. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan 

kesehatan keria 
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan 
kesehatan keria 

15.19. Penetapan Upah Minimum Kabupaten 
16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 
16.01. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 
16.02. Penyebariuasan informasi bursa tenaga kerja 
16.03. Kerjasama pendidikan dan pelatihan 
16.04. Penyiapan tenaga kerja slap pakai 
ifi fift 10.uo. Pengembangan keiembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 
4 fs /\e. 

16.06. Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 
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rdsiiiids renempaian lenaga i\er)a rvieiaiui ivieKanisme A K L , AIV\U oan Afvui rtfiigudLdii uMJiiuiiii iiidaydidKdL UI iiiigKungdn inuusui nasii lemuaKau uaiam rangna pementasan 
kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 
dilaksanakan antara lai melalui bantuan nprmorialan rian sarana nrnriuksl 
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rtfiigudLdii uMJiiuiiii iiidaydidKdL UI iiiigKungdn inuusui nasii lemuaKau uaiam rangna pementasan 
kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 
dilaksanakan antara lai melalui bantuan nprmorialan rian sarana nrnriuksl 
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rtfiigudLdii uMJiiuiiii iiidaydidKdL UI iiiigKungdn inuusui nasii lemuaKau uaiam rangna pementasan 
kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 
dilaksanakan antara lai melalui bantuan nprmorialan rian sarana nrnriuksl 
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rtfiigudLdii uMJiiuiiii iiidaydidKdL UI iiiigKungdn inuusui nasii lemuaKau uaiam rangna pementasan 
kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 
dilaksanakan antara lai melalui bantuan nprmorialan rian sarana nrnriuksl 
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17. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 
17.01. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kega 
17.02. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
17.03. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial 

ketenagakerjaan 
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial 
ketenagakerjaan 

17.04. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 
17.05. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan 

kesehatan kerja 
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan 
kesehatan kerja 

17.06. Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja 
17.07. Pemantauan kinega lembaga penyalur tenaga kerja 
17.08. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
18. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Ketenagakerjaan 
18.01. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan 

< 1 4 V V 3 3 ' t V 

sarana dan prasarana keiembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan 
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja 

Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan 
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sarana dan prasarana keiembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan 
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja 

Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan 
< 1 4 V V 3 3 ' t V 

sarana dan prasarana keiembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan 
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja 
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renguaian eKonomi masyaraKai meiaiui Kegiatan paaai Karya yang aapai mengeniasKan 
kemiskinnn menouranni oenaanoauran dan mendorono nertumhuhan pkonnmi daerah 
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renguaian eKonomi masyaraKai meiaiui Kegiatan paaai Karya yang aapai mengeniasKan 
kemiskinnn menouranni oenaanoauran dan mendorono nertumhuhan pkonnmi daerah 
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19. Program Fasilitasi Transmigrasi 
19.01. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi 

kebutuhan SDM 
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi 
kebutuhan SDM 

Urusan: 1.08. -TRANSMIGRASI 

15. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 
15.01. Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di 

perbatasan 
Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di 
perbatasan 

15.02. Peningkatan kerjasama antar wllayah, antar pelaku dan antar sektor daiam rangka 

Paraf KoofdInaY 
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1 
pengembangan kawasan transmigrasi 

5.03. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi 

5.04. Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan 
Transmigrasi 

5.05. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi 
Kebutuhan SDM 

5.06. Dst.... 
16. Program Transmigrasi lokal 
16.01. Penyuluhan transmigrasi lokal 
16.02. Pelatihan transmigrasi lokal 
16.03. Dst... 
17. Program Transmigrasi regional 
17.01. Penyuluhan transmigrasi regional 
17.02. 
17.03. 

Pelatihan transmigrasi regional 
Dst... 

Urusan: 1.09. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 

15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Iingkungan 
15.01. 'enyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 
15.02. 'embangunan pos jaga/ronda 
15.03. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 
15.04. 'engendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat 
15.05. 
15.06. 
16. 
16.01. 
16.02. 

'engendalian keamanan lingkungan 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak krimlnal 
'engawasan pengendalian dan evaiuasi kegiatan polisi pamong praja 

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan daiam teknik pencegahan kejahatan 

16.03. 

16.04. 

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNl/POLRI dan 
kejaksaan 

Peningkatan kapasitas aparat daiam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 

16.05. Monitoring, evaluasi dan petaporan 
16.06. 
16.07. 
16.08. 

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 
Pengawasan dan Penertiban Rokok llegal 
Penyelidlkan dan Penyidikan Pelanggaran Perda 

16.09. 
17. 
17.01. 
17.02. 
17.03. 
17.04. 

Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda 
Program pengembangan wawasan kebangsaan 
Peningkatan toleransi dan kerukunan daiam kehidupan beragama 
Peningkatan rasa solidaritas dan Ikatan sosial dikalangan masyarakat 
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 
Sosialisasi HAM 

17.05. 
17.06. 

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi tokoh Pemuda, Ormas dan Tomas 
Forum Kemkunan Umat Beragama 

17.07. 
17.08. 

Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan 
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 

17.09. 
17.10. 
17.11. 

Sosialisasi Pembauran Kebangsaan 
Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 
Sosialisasi Bahaya radialisme dan Terorisme di kalangan Pemuda. Pelajar, Mahasiswa dan 

SKFO/Eagian Femtakaaa 
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Tokoh masyarakat 

17.12. Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 
17.13. Pencegahan dan Pemberantasan Penyaiahgunaan dan Peredaran Narkoba 
17.14. Kelompok Kerja Pusat Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan 
17.15. Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) 
18. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan 
18.01. Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan 

wawasan kebangsaaan 

18.02. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaaan 
18.03. Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaaan 

18.04. Dst... 
19. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 

19.01. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 
19.02. Pengamanan Daerah 
19.03. Operasional dan Pembinaan LINMAS 
20. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 
20.01. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 
20.02. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek proslitusi 
20.03. Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu 
20.04. Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme 
20.05. Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan 
20.06. Penyuluhan pencegahan praktek perjudian 
20.07. Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur 
20.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
20.09. Dst... 
21. Program pendidikan polltlk masyarakat 
21.01. Penyuluhan kepada masyarakat 
21.02. Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 
21.03. Koordinasi forum-forum diskusi politik 
21.04. Penyusunan data base partai politik 
21.05. Monitoring, evaiuasi dan pelaporan 
21.06. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 
21.07. Fasilitasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol 
21.08. Pelatihan pengelolaan keuangan kepada partai politik 
21.09. Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan 
21.10. Forum Lintas Partai Politik 
21.11. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat 
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 
22.01. Pemantauan dan penyebariuasan informasi potensi bencana alam 
22.02. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban 

bencana alam 

22.03. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bercana alam 

22.04. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara 

22.05. Peningkatan SDM dan Operasi Tim Reaksi Cepat (TRC) 
22.06. Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana 
22.07. Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana 

SKPD/ Esoian Pemrakarsa 
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22.08. Peralatan Perlengkapan Penanggulangan Bencana 
22.09. Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana 
22.10. Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana 
22.11. Penanganan Masalah Bencana Alam 
22.12. Fasilitasi Posko Penanggulangan Bencana 
22.13. Pembentukan Forum PRB 
22.14. Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana {JItu Pasna) 
22.15. Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC) 
22.16. Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Pasca Bencana 
23. Program Peningkatan Keslagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 
23.01. Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran 
23.02. Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK) 

Urusan: 2.01. •PcRHUBUNGAN 

15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 
15.01. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 
15.02. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan 
15.03. Koordinasi daiam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 
15.04. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 
15.05. Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang 
15.06. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan 
15.07. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 
15.08. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
15.09. IntenslfikasI PAD Bidang Perhubungan 
15.10. Fasilitasi Pelayanan Bidang Perhubungan 
16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharsan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 
16.01. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 
16.02. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 
16.03. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang 
16.04. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 
16.05. Pemeliharaan Traffic Light (APILL) 
17. 
17.01. 

Program peningkatan pelayanan angkutan 17. 
17.01. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 

17.02. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 
17.03. Kagiatan temu v/lcara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 

17.04. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 
17.05. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dljalan raya 
17.06. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal 

17.07. Kegiatan pengawasan peralatan keamanan daiam keadaan darurat dan perlengkapan 
pertolongan pertama 

17.08. Kegiatan penataan tempat-lempal pemberhentian angkutan umum 
17.09. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal 
17.10. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 
17.11. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 
17.12. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 
17.13. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 
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17.14. Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 
17.15. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi (awak kendaraan angkutan 

umum leladan) 
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi (awak kendaraan angkutan 
umum leladan) 

17.16. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 
17.17. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
17.18. Pengumpulan data base Bidang Perhubungan 
18. 
18.01. 

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 18. 
18.01. Pembangunan gedung terminal 
18.02. Pembangunan Halte bus, taxi, gedung terminal 
18.03. Pembangunan jembatan penyebrangan gedung terminal 
18.04. Pengembangan pelayanan perhubungan laut 
19. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 
19.01. Ppnaadaan rambu-ramhii lalu lintas 

1902 Ppnoadaan marka talan 
1 v l I H v u G u l I 11 I v l n u i M l v l 1 

1903 Ppnoadaan nanar npnnaman iatan 
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19 05 Ppnnpndalian Han Ppnanfiniilannan Kpoplakaan 1 aln 1 intas nvii^vlluaiiaii uaii rcuoiiH^viaiiuaii | v̂GClal\aall vaiu GiiiLaa 
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19.07. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) 
A A 

20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 
90 01 
L U . U 1 • 
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20.02. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 
20.03. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 
20.04. Dst... 

Urusan: 2.02. -LINGKUNGAN HIDUP 

15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 
15.01. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 
15.02. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 
15.03. Penyusunan kebijakan kerjasama pengeloaan persampahan 
15.04. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 
15.05. Pengembangan teknoiogi pengolahan persampahan 
15.06. Bimbingan teknis persampahan 
15.07. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 
15.08. Kerjasama pengelolaan sampah 
15.09. Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah 
15.10. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 
15.11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 
15.12. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
15.13. Dst... 
16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 
1601 Knordlnasl npnllaian Kota Sehat/Adioura 

1 \ v w l U I I l U w l V v l III Ml U I 1 1 > v \ U w 1 I U U « « v l U U I W 

16.02. Koordinasi penilaian langit blru 
16.03. Pemantauan Kualitas Lingkungan 
16.04. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 
16.05. Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PET!) 
16.06. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 
16.07. Pengkajian dampak lingkungan 
16.08. Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan 

S-Ki-D/Bagian Pt,-nfakor$a 

Si-fFD'Eagion Terkait: 
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16.09. 
16.10. 
16.11. 
16.12. 
16.13. 
16.14. 
16.15. 
16.16. 
16.17. 
16,18. 

17. 
17.01. 
17.01. 
17.01. 

17.01. 
17.01. 
17.01. 
17.01. 
17.01. 
17.01. 
17.01. 
17.01. 
17.01. 
17.01. 
17.01. 
17.01. 
17.01. 
17.01. 
18. 
18.01. 

18.02. 

18.03. 
18.04. 
18.05. 

18.06. 

18.07. 

18.08. 
18.09. 
19. 

19.01. 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 
Pengembangan produksi ramah lingkungan 
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 
Koordinasi penyusunan AMDAL 
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 
Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsenlif 
monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Koordinasi Penilaian Adlwiyata 
Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka 
pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran. dan mendorong pertumbuhan ekonomi 
daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di bidang 
usaha terkait lingkungan hidup 

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 
Pantai dan Laut Lestari 
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perlkanan, dan 
Keanekaragaman Hayati Laut 
Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 
Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut 
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional 
Koordinasi pengendalian Kebakaran Hutan 
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 
Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi 
monitoring, evaluasi dan pelaporan 
DsL... 
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 
Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk 

Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan 
lingkungan hidup 

Rehabilitasi hutan dan lahan 
Pengembangan keiembagaan rehabilitasi hutan dan lahan 
Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi lerumbu karang, mangrove, dan padang 
lamun 

Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang 
lamun 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 

monitoring, evaluasi dan peiaporan 
DsL... 
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup 
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 

LKPC/eagfanPerr./ckifsa 

SKPD' Bagian Terkait: 
1. 
2. 
3. 
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19.02. Penoemhsnnan data rian infnrmafti linnldinnan 
19.03. Ppnvilftltnan data ftitmhprdavn alam Han nprar̂ a citmhArHavra hiiton /MRnui nacirm l̂ Ĥ n Ĥ ar̂ h Ppnvilftltnan data ftitmhprdavn alam Han nprar̂ a citmhArHavra hiiton /MRnui nacirm l̂ Ĥ n Ĥ ar̂ h 

19.04. Penguatan iejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 
19.05. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
19.06. Dst.... 
20. Program peningkatan pengendalian polusi 
20.01. Pengujian emisi kendaraan bermotor 
20.02. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri 
20.03. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 
20.04. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 
20.05. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 
20.06. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
20.07. Dst.... 
21. Program pengembangan ekowisata dan jasa iingkungan dikawasan-kawasan konservasi 

laut dan hutan 
Program pengembangan ekowisata dan jasa iingkungan dikawasan-kawasan konservasi 
laut dan hutan 

21.01. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi 
21.02. Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata 
21.03. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
21.04. Dst.... 
22. Program pengendalian kebakaran hutan 
22.01. Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan 
22.02. Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan 
22.03. Koordinasi pengendalian Kebakaran Hutan 
22.04. Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan 
22.05. Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan 
22.05. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
22.07. DsL... 
23. Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesislr dan laut 
23.01. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 
23.02. Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut 
23.03. DsL... 
24. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 
24.01. Penyusunan kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH 
24.02. Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH 
24.03. Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 
24.04. Penvusunan nrooram nenoernbahan RTH 

1 w l 1 t U w U I l U I 1 yJt w v l V I • I V w l 1 w w l 11 V V I I v l • 1 9 1 1 1 
24.05. Penataan RTH 
24.06. Pemeliharaan RTH 
OA n? 
iAAjl. 

Pengembangan taman rekreasi 
OA no 24.UO. Pengawasan dan pengendalian RTH 
24.09. Peningkatan peran serta masyarakat daiam pengelolaan RTH 
24.10. monitoring dan evaiuasi 
24.11. Pengelolaan taman kehati 
25. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup 
25.01. Penerapan sistem manajemen lingkungan hidup bagi masyarakat di lingkungan industri hasil 

tembakau dan/atau penghasil bahan baku industri hasil tembakau 
Penerapan sistem manajemen lingkungan hidup bagi masyarakat di lingkungan industri hasil 
tembakau dan/atau penghasil bahan baku industri hasil tembakau 

Urusan: 2.04. • PERTANAHAN 

P3f«t fv-Tiv'-.i 

Sekda Y 
Asisten 4 Kabag 
•'ukum 

Paral KocfJic r̂-i 
SKFO/Bas-an Pemrakarsa 

Sr,ru'l;a3'dnTetkait: 
1 
2. 
3. 
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15. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 
15.01. Penyusunan sistem pendaftaran tanah 
15.02. Sosialisasi sistem pendaftaran tanah 
15.03. Dst.... 
16. Program penataan penguasaan, pemllikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 

16.01. Penataan penguasaan, pemllikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 
16.02. Penyuluhan hukum pertanahan 
16.03. Pelaksanaan Pengadaan Tanah 
17. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 
17.01. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 
1702 LJOl.... 

18. Program pengembangan sistem informasi pertanahan 
18.01. Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal 
18.02. Dst... 

Urusan: 2.05. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 
15. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 
15.01. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 
15.01. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dl bidang ilmu pengetahuan dan 

teknoloqi 
15.02. Pelatihan tenaga pengelola SIAK 
15.02. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan 

publik 
15.03. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 

15.03. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak 

15.04. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK 
15.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
15.05. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 
15.05. Dst... 
15.06. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 
15.07. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 
15.08. pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 
15.09. Pengembangan data base kependudukan 
15.10. Penyusunan kebijakan kependudukan 
15.11. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 
15.12. Sosialisasi kebijakan kependudukan 
15.13. Peningkatan kapasitas keiembagaan kependudukan 
15.14. 
16 16 iij. 1 a. 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.14. 
16 16 iij. 1 a. Ppninnkatfln nplavanan niihlik lialam hiriann kpnpnrliiriiikan 

15.16. Sosialisasi kebijakan kependudukan 
15.17. Penataan dan pengelolaan arslp kependudukan dan catatan sipil 
16. Program Penguatan Keiembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 
16.01. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan 
16.02. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 

Efimetaanootensi oraanisasi dan lembaqa masvarakat vanq berperan dalam pemberdayaan 
karat Krtordirasi 

SKPD/ EjgianPemfaksrsa 

SKPD'Eagian Terkait; 
1 
2 
3._ 
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perempuan dan anak 

4C nt 
16.04. 

Pengembangan materi dan petaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) 

1R 06 rcMyuaLdii iiciciiiudgddii pciiydraSuidiTiddn genuci uan anan 
1R OR PGninnlfftfan ii999crf9c Han lannnan tQT0nnhanaan nonnhorHavfaan naron̂ mran Han nnnV 

rciiiiigKdidii ndpdsiids Udll jdringan KciciTiDdgdan pemucruaydan perempuan uan anaK 

16.07. Evaiuasi pelaksanaan PUG 
16.08. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 
16.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
16.10. Fasilitasi Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan 
17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 
1701 Pplaksftnnan kebilAkAn nprlioriiinnan npfpmnuan rii riaprah 
17.02. Pelatihan baoi oelatih ITOTI SDM nplavanan rian npnriamninnan knrhan KDRT 
17.03. Ppnviisunan sistem nprlindunoan hani nprpmniian 

1 V I 1 T LJwUI I U I 1 t J l V t V J i l L / V l III l U V i I H U I 1 U v V I U V I V I 1 I k / U U l 1 

17.04. Sosialisasi dan advokasi kebliakan opnnhaousan biifa aksara oprpmniian fPBAPl 
W W ' U I I w U W I W V I 1 v U V w l ^ W I 1̂  W i | V l \ U I J V V I I V I l U V U W V I 1 W W l U V V i V l 1 I V U V * 1 1 1 L r i l l 1 

17.05. Sosialisasi dan advokasi kebiiakan oerlindunoan tenaoa keria nprpmniian 
WW V I V l i w WWI U V I 1 W T V l « V V I W l | V J W l • W V I I I M W I I V v l l ^ V l l U V J U A V I I U u V I V I • I V W I 1 

17.06. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 
17 07 rcliyUaUMdIl piUlll pcfllllUUIigdll pcrcmpudil IdliSId Udn CdUdl 
17.08. Fasilitasi upaya perlindungan parempuan terhadap tindak kekerasan 
17 00 
17 in t A P I I i t A ̂ 1 n A n n n i m V A A * v n r n A n 1/AI/nrAf* a n T A r n A A A n n A m n s m I A A A A A A A A L 

rasiiiiasi uan aovoKasi Koroan Kexerasan lernaoap perempuan uan anaK 17 11 reningKaian O U M peiaKsana rzirzA 
17.12. Fasilitasi Bantuan Rehabilitasi Sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan 

To. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Jender dalam pembangunan 

ifl ni t\egiaidn pemuindan orgsnisdsi perempuan 
18.02. Kegiatan pendidikan dan petatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 
18.03. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahlera 

1R 04 l̂ AAiafan hSmhinnan rv̂ anaiomon Mcaha Kâ i rioromntian Halam monnolAla iicaHa fXcgididN uiiiJuiiigdM iiidiidjcjiicii uadiid Udiji pciciiipuaii uoiajii iiiciigciuid uaojla 
1ft 06 isegicidi) pdiiicidn tidSii iidiyd percinpudii uiuiudiig pemudiiguiidn 
Ifl nR ivianiiQring, evaiuasi uan peiaporan 
iR n? raSiiiiasi peningKaian peranan wanna menuju Keiuarga senai sejaniera r̂zvvt\ooj 

18.08. Pembinaan organisasi perempuan 
18 09 Bimhinoan Ketramoiian dan manaoemen usaha baoi oeremouan 

U J I 1 J w l l I V V I 1 1 W U V I I I V I I U I 1 V V I 1 I I I V I I V V V I I I V I I U W l * V W M I M V I Wl 1 I W U V I • 

18.10. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 
18.11. Monitoring, Evaluasi LAKIP dan Penilaian Mandin 
1 9> Dmnram nAnniiatan IrAlAmKanaan nAnnafiKntamaan rtAnHAf Han anak riuyidiii pciiyudidll nciciiiudyddii ^ciiydiUduidiiiddii yciiuci Udii diidn 
19.01. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan kepulusan 
19.02. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 
1Q m USI.... 

Urusan: 2.06. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

15. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan 
15.01. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknoloqi 
15,02. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan 

publik 

Paraf Hisrsrki 

Sekda Y 
Asisten 
Kabag 
'•'ukum 

Paraf Koordinasi 
SKPD/ Bagiarj Pemrakarsa Z> 

SKPO'Eagisn Terkait: 
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1 ft no Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak 

1ft n,i 
l O . l H . 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
16. Program Penguatan Keiembagaan Pangarusutamaan Gender Dan Anak 
16.01. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan 
16.02. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 

16,03. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan 
perempuan dan anak 

lb.U4. Pengembangan materi dan petaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) 

16.05. Penguatan kelembaoaan oenoarasutamaan oender dan anak 
1 Wl 1V W t V I > I W I W> 1 J W V V U l I W V I IM V I V W l U I I ( V V I P M V I f W I U u l 1 V I I v f * 

16.06. Peningkatan kapasitas dan jaringan keiembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 

16.07. Evaluasi pelaksanaan PUG 
16.08. Pengembangan Sistem informasi Gender dan Anak 
16.09. Monitoring, evaluasi dan peiaporan 
16.10. Fasilitasi Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan 
17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 
17.01. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 
17.02. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT 
17.03. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan 
17.04. Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP) 
17.05. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 
17.06. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 
17.07. Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat 
17.08. Fasilitasi upaya perlindungan parempuan terhadap tindak kekerasan 
17.09. MDnltorinti pvniiiftfti rian oplanoran 

1 V l w l i l i U l tJ I U , W v l U v O I u v i i f i /V iv t * 'w i v M 

17 10 
1 f « 1 w* 

Ffl̂ ilita î ri^n fldvnk^i^i knrhpn kpkprfl^an tprh^^ri^in nprpmniE;5n ri^n finpk 
A V V i f i L V v l U v M O u V U n v v i i * w l v v M i W i W I C J v u i 1 w i U v U v V v V l b M l k J U a K v v l l V M V J \ 

1711 
1 f I 1 l a 

Ppninokatan SDM nelaksana P2TP2A 
1 V^ l i i iM f\Ot . v l 1 W U l V I L / V i V f \ i J a l L v 1 L l l L T ^ 

17.12. Fasilitasi Bantuan Rehabilitasi Sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan 

18. Prooram oenlnakatan oeran serta dan kesetaraan lender dalam cembanounan 

18.01. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 
18.02. Kegiatan pendidikan dan petatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 
1Q no Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 

18.04. Kpfliatan bimbinaan manaiemen usaha baoi oeremnuan dalam menaelola usaha 
1 W M 1 V l U L 1 U** • 1 w J i IM v i I 11 i v l 1VJ w l 1 I w i 1 V W v J i v v v M i V w l w l 1 i w U V l 1 w W l 11 14 (w l I U w l w l U U w U I <U 

18.05. Kpoiatan nameran hasil karva neremnuan dihidano oembanaunan 
I \ G M ' U l u l 1 u U I 1 I G I U I 1 11 U w H I . U 1 | U U G l G l l l x J U U I I U k U i U U I I H h/wi i l W I I H U i l U l i 

1 o.uu. ivjuiiiiuiiii i j , cvdiuddi Udll j j c idpuidi i 

1ft 07 rdSlllldSI pcningKdldn p c l d n d i l Wdlilld lUcIlUJU KeiUdigd dcridl ScJdlUcid ^rZVVr\Ov>J 

18.08. Pembinaan organisasi perempuan 
18.09. Bimbingan Ketrampilan dan managemen usaha bagi perempuan 
18.10. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 
18.11. Monitoring, Evaluasi LAKIP dan Penilaian Mandiri 
19. Program penguatan keiembagaan pengarusutamaan gender dan anak 

Urusan: 2.07. - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 

FsrsfHieraj-ki 
Sekda 7 
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Kabag 
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15. Program Keluarga Berencana 
15.01. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 
15.02. Pelayanan KIE 
15.03. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksl Indivldu 
15.04. Promosi Pelayanan Khiba 
15.05. Pembinaan Keluarga Berencana 
15.06. Pengadaan sarana mobilitas t'm KB keliling 
15.07. Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Program KB (DAK) 
15.03. Penunjang Kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) 
15.09. Bantuan Operasional KB (DAK) 
15.10. Peningkatan Kapasitas Kaderlribina 
16. Program Kesehatan Reproduksl Remaja 
16.01. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksl Remaja (KRR) 
16.02. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 
16.03. Dst... 
17. Program pelayanan kontrasepsi 
17.01. Pelayanan konseling KB 
17.02. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 
17.03. Pengadaan alat kontrasepsi 
17.04. Pelayanan KB medis operasi 
17 06 Dst.... 
10. D F A n P A I V l n a n m A A F I n A P A n p AP4 A m A aii A P A V A ^ n A1 A m n A I A i v A n A n Ic D fit ^3 1 1 A n n m A n n i P I 

rrogram pemoinaan peran sena masyaraKai oaiam peiayanan r\D/(\K yang manoiri 
D F A n P A I V l n a n m A A F I n A P A n p AP4 A m A aii A P A V A ^ n A1 A m n A I A i v A n A n Ic D fit ^3 1 1 A n n m A n n i P I 

rrogram pemoinaan peran sena masyaraKai oaiam peiayanan r\D/(\K yang manoiri 

Ifl ni rasiiiidSi pcmucniUKan KciompoK masyaraKai peouii r\d 
1ft 09 rciigclUJddll Uala Udn IDIUIIIIdol riogidlll i\D 
1ft Oft 10.UJ. PdnnaHaan carana Han nraearana nnnHriVnnn iieaha Kani Vnfiiarna mrê ln 

rcngauddn sdiand uan prdodidna penuuKung usana uagi Keiuarga inioKin IR 04 
1 O.Vr, 

Paeilifaei carana Han nraearana Icplnmnnk RkR RÎ R RKI Han 11PPKR fPne Raval rdslilldsl odidiid Udn pidadidMd KclUlIipUK Pi\P, DrVn, Di\L Udll Urmo r̂ua Uajaj Paeilifaei carana Han nraearana Icplnmnnk RkR RÎ R RKI Han 11PPKR fPne Raval rdslilldsl odidiid Udn pidadidMd KclUlIipUK Pi\P, DrVn, Di\L Udll Urmo r̂ua Uajaj 

IQ Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan anak metalui kelompok kegiatan dimasyarakat Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan anak metalui kelompok kegiatan dimasyarakat 

ly.ui. D A A i / i i l l 1 n A A V Af* A n A ( A n i n A I ii A A n A A A V A I A I I I I L A T A n ^ n A V v A A I A T A n A i n ^ A A i r A P A w A T 

renyuiunan Kesenaian lou, oayi oan anaK meiaiui KeiompoK Kegiaian oimasyaraKai 10 no 1 y.U4. r\et 

on D P A H P A m V I A n n A m n A t m A P i n r i A A ^ n n i A I T A n A n I V I T A p m A P I P t A n v A n p A i i n p t Ic D ^ P 

rrogram pengemoangan pusai peiayanan inrormasi oan Konseiing IVKK on ni 
ZU.U1. 

O A A n l P l A n m I C * A t A A l A l l A n A n I A T A P I ^ A A I A A n i P A A n A l m A I X L ( [ 3 

renuinan pusai peiayanan iniormasi oan Konseiing tM\r\ on no Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 

20 03 Fasilitasi Pendataan keluarga 
91 rrogram pcningKaian penanggulangan namuua, rivio icimasui niv/niuo 
91 01 Pnn\/iifnKan nanannnritannan nartrnKa Han PKJR Hi calrnlaH 

renyuiunan pcndngguiangdii naiKOUd ud i i rivio ui scKuidii 01 no USI.. . . 

00 44. D P A A P A w% H A n n n m ^ A A A A H n A H A A A p m A A f ^ A A ^ A A A n A A A A m i l i A P i P I A A vi A m n f n A A n T I i m n 11 n 

rrogram pengetnDangan Danan inTormasi tentang pengasunan Qan pemDinaan tumoun 
kpmhsnn dn̂ k 00 ni 

D P A A P A w% H A n n n m ^ A A A A H n A H A A A p m A A f ^ A A ^ A A A n A A A A m i l i A P i P I A A vi A m n f n A A n T I i m n 11 n 

rrogram pengetnDangan Danan inTormasi tentang pengasunan Qan pemDinaan tumoun 
kpmhsnn dn̂ k 00 ni rengumpuian uanan iniormasi leniang pengasunan uan pemoinaan lumoun Keniodng dnaK rengumpuian uanan iniormasi leniang pengasunan uan pemoinaan lumoun Keniodng dnaK 

22.02. DsL... 
23. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 
23.01. Pelatihan lenaga pendamping kekompok bina keluarga di kecamatan 
23.02. Pelatihan kader dan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 
24. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADL) 
24.01. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 
24.02. DsL... 

Par3f Kierarki 

Sekda Y 
Asisten 

Kabag 
•••klJT> 

Paraf Koordinasi 
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KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 

Urusan: 2.08. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 

15. 
15.01. 
15.02. 
15.03. 
15.04. 
15.05. 
15.06. 
15.07. 
15.08. 
15.09. 
15.10. 
15.11. 
15.12. 
16. 

16.01. 
16.02. 

16.03. 
16.04. 
16.05. 
16.06. 
16.07. 
16.08. 
16.09. 

16.10. 
16.11. 
16.12. 
16.13. 

17. 

17.01. 
17.02. 
17.03. 

17.04. 
17.05. 

17.06. 
17.07. 
17.08. 

17.09. 
17.10. 
17.11. 
17.12. 

Program penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 
Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 
Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah 
Pendirian unit penanganan pengaduan 
Pengkajian dampak regulasl/kebijakan nasional 
Perencanaan, koordinasi, dan pengembanan Usaha Kecil Menengah 
Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah 
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 
Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah 
Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah 
monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro 
Program Pengembangan Kev̂ irausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 
Menengah 

Fasilitasi pengembangan Inkubator teknoiogi dan bisnis 
Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing 

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 
Peningkatan kerjasama dl bidang HAK! 
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 
Penyelenggaraan pelalihan kewirausahaan 
Pelalihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 
Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 
Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga keiestanan kawasan 
Usaha Mikro Kecil Menengah 
monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Pameran Produk Unggulan 
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 
Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi sebagai penunjang Pusal Layanan 
Usaha Terpadu fPLUT) 
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bag! Usaha Mikro Kecil Menengah 

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 
Pengembangan klaster bisnis 
Koordinasi pemanfaatam fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi 

Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 
Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga. industri kecil dan industri menengah 

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 
Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal 
monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Fasilitasi Dana Bergulir 

P3'^! Koordinasi 

SKPD/Eagian Pemrakarsa 

SKFD' Baĵ ian Tetkait; 
1. ^ 
2. ^ 
3. _ 
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18. Program Peningkatan Kualitas Keiembagaan Koperasi 
18.01. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 
18.02. Peningkatan sarana dam prasana pendidikan dan pelatihan peilioperasian 
18.03. Pembanounan sistem Informasi oerpnoanaan npnopmhannan Pprknnprasian 
18.04. Sosialisasi DrinslD-orinsio oemahaman oerkooprasian 

v w Wl Wl l w w i Wl It 1 wl w k/i |i 1 w l w w w l 1 I U - IWJ t JWI1 w Wl I W w w l w w l u i 1 18.05. Pembinasn, psngawasan, dan psnQharĉ aan kopsrasi bGrprsstasi 
18.06. Ppninnkafan ri^in npnnpmhnnnan î lrî ^̂ 1n kprî î îma iK^h^ knnprâ i 

1 V I All i\^r\Qi.O\ 1 U C i J 1 pCJ vJ 1JUOJ l̂ wi 1 JOL Ji ai i T\d JajaJ 1 tv ÛwL lu nUUCi avi 1ft n? D n n i f A A A P A n A P I A I aw A A A V A A I A A A A A A n % V^ A A A A A I r A n n p A A i 

renyeoaran moaei-mooei poia pengemoangan Koperasi 
18.08. Rintisan penerapan teknoiogi sederhana/manajemen modem pada jenis usaha koperasi Rintisan penerapan teknoiogi sederhana/manajemen modem pada jenis usaha koperasi 

1ft HQ A^ A A i r A P m A A t r A l l 1 A At A A A A A l A A A P A A 

moniionng, evaiuasi oan peiaporan 
18.10. Pembinaan keiembagaan koperasi 
IS 11 Diklat Teknis Perkoperasian 
18.12. Penilaian Kesehatan KSP/USP 

i w I I J J u * V f 1 1 W w w ! l U L U i 1 I \ W l 1 W w l 

Urusan: 2.09. - PENANAMAN MODAL 

lb. 
. . 

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 
1ft ni Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil 

Menenqah 
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil 
Menenqah 

15.02. Pengembangan potensi unggulan daerah 
15.03. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal 

P2KPDT) 
Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal 
P2KPDT) 

15.04. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA 
15.05. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 
15.06. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah 

dan dunia usaha 
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah 
dan dunia usaha 

15.07. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah 
15.08. ppninokatan keoiatan npmantauan nembinaan dan npnoawasan oelaksanaan nenanaman 

1 V I I If i w I W i U I 1 l\w Wl W Lwl 1 V w l 11 Wl 1 ̂ w w U I l | w w l 11 wJI 1 U U l 1 U U f i w - i U U f f W WUI 1 U w l U A w U f l U U I • U w l l U i l U i 1 I U I 1 

modal 

ppninokatan keoiatan npmantauan nembinaan dan npnoawasan oelaksanaan nenanaman 
1 V I I If i w I W i U I 1 l\w Wl W Lwl 1 V w l 11 Wl 1 ̂ w w U I l | w w l 11 wJI 1 U U l 1 U U f i w - i U U f f W WUI 1 U w l U A w U f l U U I • U w l l U i l U i 1 I U I 1 

modal 15.09. Peningkalkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi 
15.10. Penyelenggaraan pameran investasi 
15.11. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
15.12. DsL... 
16. Program Peningkatan Ikllm Investasi dan Realisasi Investasi 
16.01. Penyusunan kebijakan Investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur 
16.02. 
1603 

Memfasilitasi dan koordinasi ken'asama di bidang investasi 16.02. 
1603 Penvusunan Cetak Biru /Master Plan! oenoembanoan oenanaman modal 

1 w M T U w U I I U I 1 ^ y w L U l \ U l l U I I V 1 WW L V ' 1 Wi i J W W l i U w I I 1 w U I IM U I 1 WWi I Wl i Wl I l U i I I I J W U U I 

1604 
1 W - w ^ » 

Ppnopmbanoan Svsfpm Informasi Penanaman Modal 
1 WJ IWWl M G G I I M G M W V G J G M I J M I G I M I U W * 1 G J l U M U M l U M I . I W W U I 16 05 Ppnvtî iinan fti^tpm infnrmpfti npnanaman modal dl riaprah 
rwJIfUGWJlGilGJOLwJMIIJJUJJJJawl̂ GjJGLlGJliaillJivUaJUIVjaGJGJa IR (TR DanuoHfirhanaan nrncoHtir noriiinan Han noninnVatan nalauanan nananaman modal rcIiyeUclIlGlldali piuycuUl pcIIJIIidll Udll [Jc[llllg^dldll ̂ cldydlldll pyildlldllldii iMUUdi DanuoHfirhanaan nrncoHtir noriiinan Han noninnVatan nalauanan nananaman modal rcIiyeUclIlGlldali piuycuUl pcIIJIIidll Udll [Jc[llllg^dldll ̂ cldydlldll pyildlldllldii iMUUdi 

16.07. Kajlan kebijakan penanaman modal 
16.08. Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal 
16.09. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
16.10. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah 
16.11. Pendampingan ISO 
16.12. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
16.13. Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
16.14. Sosialisasi Kebijakan Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan 
17. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 

Y SKFD/ Escisn Femrakarsa 

SKfO'Bagian leriail: 
1 
2 

3. 

7 ^ 
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17.01. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 

USI.... 
18. Proqram Pembinaan dan Penaawasan Pemanfaatan Enerai dan Sumber Dava Mineral Proqram Pembinaan dan Penaawasan Pemanfaatan Enerai dan Sumber Dava Mineral 

18.01. Fasilitasi Ijin ESDM 

Urusan: 2.10. •KEBUDAYAAN 

15. Program Pengembangan Nilai Budaya 
15.01. Pelestarian dan aktuallsasi adat budaya daerah 
15.02. Penatagunaan naskah kuno nusantara 
15.03. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 
15.04. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 
15.05. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 
15.06. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 
1U- w 1 . Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah 
lu. riOyiarn rengeioiaaii i\eKdyadn Duoaya 
lU.U 1 . 

Facilitoci AortietAoci mac\/araVo( Holom nonAolAlaan tfoVauoan hiiHouo r d s i i i i d a i yox Uoipdsi i i i d o y d J d A d i Udidiii pciiyciuiddii A C F v d y d d i i uuudyd 
16.02. PoloctarioA ficit Hao VanHiiAAOA hohan mtctata tormaetilf nacl/ah L M A A rciCSldiidil lioiA Udll ivdiiuuiiydii Udiidil pusidixd iciiiiddUiv iidSHdil l\UMU 
Ifi ni r ciiyuQUiidii i\cui|diidii ^ciiyciuiddi i ncivdyddii uuudyd lundi udci ai i 
ifi ni RAcialicaci nonnolnlaan kakauaan hiiriaua hakal riaarah ouaidiisdsi (JCiiyciwiddii ncndyddii uuudyd Udndi Udcidii 
16.05. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan 

peninggalan bawah air 
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan 
peninggalan bawah air 

16.06. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 
16.07. 
16.08. 

Pengembangan nilai dan geografi sejarah 16.07. 
16.08. Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka 
16.09. Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 
16.10. Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan 

budaya 
Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan 
budaya 

16.11. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 
16.12. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 
16.13. Penqembanqan database sistem informasi sejarah purbakala 

Wl IH^ Wl • iWWI I ^ W I > w w w w w w viW^W 41 Wl I I IWW* WWj w w • ^ w i w w i i w i w 

16.14. Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah 
17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 
1 / .U1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 

4 7 AO 
17.02. 

Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan 
4 7 AO 
17.03. 

Penyelenggaraan dialog kebudayaan 
17.04. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 
4 7 AC Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 
4 T nn 
17.06. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 
17 n7 ivioniLonng, evaiuasi oan peiaporan peiaxsanaan pengemuangan KeaneKdidgdiiidii uuudya ivioniLonng, evaiuasi oan peiaporan peiaxsanaan pengemuangan KeaneKdidgdiiidii uuudya 

1 (.uo. 
18. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 
18.01. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta 
18.02. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah 
18.03. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 
18.04. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
18.05. Dst.... 

Paraf Hierarki Paraf Kcnrriinati 

Sekda Y SKPDy tiag'an Pemrakarsa 

Asisten 

i 
SKPD' Bagisn Terkait: 
1. 

Kabag 2. 
3. 
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Urusan: 2.11. • PEMUDA DAN OLAHRAGA 

15. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 
15.01. Pendataan potensi kepemudaan 
15.02. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda 
15.03. Penelitian dan pengkajian kebljakan-kebijakan pembangunan kepemudaan 
15.04. 1 Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH 
15.05. Peningkatan kelmanan dan ketaqwaan kepemudaan 
15.06. Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimpinan 

pemuda 
Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimpinan 
pemuda 

15.07. Penyusunan rancangan poia kemitraan antar pemuda dengan masyarakat 
15.08. Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 
15.09. Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda 
15.10. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
15.11. DsL... 
16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 
16.01. Pembinaan organisasi kepemudaan 
16.02. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 
i 6 .O: 

16.0-: 

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan i 6 .O: 

16.0-: Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 
16.0J 

[ T A O T 

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 16.0J 

[ T A O T Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda 
16.07. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 
16.08. Pameran prestasi hasil karya pemuda 
16.09. monitoring, evaiuasi dan pelaporan 
16.10. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 
16.11. Pembinaan Dan Pengiriman PASKIBRAKA 
17. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 

17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 
17.02. Pelatihan ketrampilan bagi pemuda 
17.03. DsL... 
18. Program upaya pencegahan penyaiahgunaan narkoba 
18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 
18.02. DsL... 
19. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 
19.01. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan 
19.02. Pengembangan Sistem sertifikasi dan standardisasi profesi 
19.0: i. Pengembangan perencanaan olah raga terpadu 19.0: 

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga 
19.05. Pembinaan manajemen organisasi olahraga 
19.06. Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga 
19.07. Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan 

penqembanqan industri olahraga 
Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan 
penqembanqan industri olahraga 

19.08. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
19.09. DsL... 
2 0 . Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 
2 0 . 0 1 

2 0 . 0 ; 

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 2 0 . 0 1 

2 0 . 0 ; Pelaksanaan Identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah 
20 . 0 3 . Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 
2 0 . 0 ' ! L . Pembiflaan eabangntatny aga prestasi di tingkat daerah 

Paral Hi 

Sekda 7/ 
SKPD/ Bat jian Pemrakarsa 

Asisten 
"SKFO'Eaoianltrkait: 

1 — I • 

Kabag 2 
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20.05. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 
20.06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga 
20.07. Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 
20.08. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berpreslasi 
20,09. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi 

olahraga 
20.10. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 
20.11. Pengembangan olahraga rekreasi 
2012 
L U . 1 L > 

^clllliy^cllclll jaiiui loii ncocjdiiicictaii udgi iiidsd ucpdii duel, pcidun, Qdn icKnisi oianraga 

20 13 PpnInnWatan irimlah Han Lnafitâ  corta Vnnanpfanci nalatiK nanafitl nral̂ trci Han faLntpi nlahmna 
^clllllg^dldll juiiiidii udii Mjduida ociid Mjiiipcicnsi pciauu, pciieuu, prdKUSi, uan leKnisi Oianraga 

20 14 Ppmhrnaan Alahrana uann hprifpmhann Hi macwaraVat rciiiuiiiddii uidiii dyd jdiiy ucinciiiUdiiy Ul lliddydldl\dl 
2n 16 PpnmAvatan naanaiaman nmanicad nlaKrana finnl/at nnrViimm ilnn Han finnlxnl HnnmK 

rciiinyiidLdii iiidiidjciTicn organisasi oianraga iingisai perKumpuian oan ungKai oaeran 

20.16. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha daiam pendanaan dan pembinaan olah 

20.17. Keriasama oeninokatan olahraoawan berbakat dan hemrefttafti riennan Ipmhana/infttanfti lainnva 

20.18. Pemeliharaan rutin dan berkala sarana dan prasarana olah raga 
21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 
21.01. Peningkatan kegasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan 

sarana dan prasarana olahraga 
21.02. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 
21.03. Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga 
21.04. 
A 4 /\P 
21.05. Pengembangan dan pemanfaatan iptek daiam pengembangan sarana dan prasarana olagraga 

21.06. Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga 

21.07. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 
21.08. Dst.... 

Itniran • 0 10 
urusan. z.iz. 

DADIWICATA 
• rAKIWIoAl A 

15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 
15.01. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 
15.02. Peningkatan pemanfaatan teknoiogi Informasi dalam pemasaran pariwisata 
15.03. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 
15.04. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 
15.05. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 
15.06. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata 

15.07. Pengembangan Statistik Kepariwisataan 
15.08. Pelatihan pemandu wisata terpadu 
15.09. Dst... 
16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 
16.01. Pengembangan objek pariwisata unggulan 
16.02. Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata 
16.03. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 
16,04. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 

Paiat Koordinasi 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

SKPD' Eagian Terhait: 
1 
2 

• V ^ * - ^ l * I I H I 

Paraf Hierarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
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16.05. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 

16.06. Pengembangan daerah tujuan wisata 
16.07. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 
16.08. Pemeliharaan sarana prasarana pariwisata 
16.09. Pengembangan SDM dan Profesionaiisme Bidang Pariwisata 
16.10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 
Ifi 11 rciIIUdllaSan pclQd [ciKdng JdSa rdilWIodld 
16.12. Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata (DAK) 
17 11. O i * A m * r t m ^ J n r t n n T\rt p\ A m A t m ^ r i r t A 

rrogram rengemDangan ixemiiraan 
17 ni 1 r.U i. P r t r t r t r t r t r t r t r t r t r t r 4 ^ n n A r t A i l A t ^ n i r t T A r m A A i f^rtrt n ^ t ^ n A A A 

rengemoangan oan penguaian iniormasi oan oaiaoase 
17/19 1 (ML. rcngcmoangdn oan penguaian iiiDang, Keuuoayaan can panwisaia 
17 (13 rengemuangan OUM OI oiuang Keouuayaan oan pariwisaia oeKegasama uengan lemuaga 

lainnva 
17.04. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya 

17 t\C Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 
17 nc Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan 
17.07. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionaiisme bidang pariwisata 
17.08. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 
17.09. monitoring, evaiuasi dan pelaporan 
17.10. Dst... 

Urusan: 2.13. • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 
15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 
15.02. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 
15.03. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 
15.04. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 
15.05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat 
15.06. Monitoring, Evaiuasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan 
15.07. Tilik warga Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan 
15.08. Optimalisasi Pokja Pengaduan Masyarakat TKPK 
15,09. Pemeliharaan Pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-

MPd) 

15.10. Identifikasi Sumber Mata Air (SMA) 
15.11. Program Jalin Matra Proplnsi Jawa Timur 
16. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 
16.01. Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman 
16.02. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 
15.03. Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan 
16.04. Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan 
16.05. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah d! perdesaan 
16.06. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 
16.07. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
16.08. Pemberdayaan BUMOes 
16.09. Pengembangan Teknoiogi Tepat Guna (TTG) Perdesaan 
16.10. Pembinaan pasar desa dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perdesaan 
16.11. Pembinaan Pengembangan Penghldupan Berkelanjutan (P2B) 

Paiaf koordinasi 
SKfD/Lasian Pemrakarsa 

SKrO'Eaganleikait: 
1 
2. _ 
3. _ 

Paiaf Hierarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
"ukum 
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16.12. Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) 
17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 
17.01. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 
17.02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 
17.03. Pemberian stimulan pembangunan desa 
17.04. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
17.05. Bulan Bhakti Gotono Rovona Masvarakat f BBGRM) 

W l Wl I X^t 1 W I * U V ^ V I I * J i J — y ill 1 W J Wl Wl\W I 1 1*1*1 i 

17.06. Penauatan Peran Lembaoa Pemberdavaan Masvarakat Desa /LPM/t PMni 
1 V I I M WWlWl 1 1 w i Wi 1 W • 11VWM U 1 V I I I W I V W J WWl 1 I T I U W T w l W I W L V w W I ^ 1 IV U L I 1 V l ^ / 1 

17.07. Pembinaan Dartisioasi masvarakat dalam nembanounan desa 
1 V i M V i l 4 V Wl 1 V W i U w i V W M I i i i W w j W l Wi\W* U U l U l 1 • M w l 1 1 W 1M U l I U I 1 W v W 

1708 
< 1 >vM< 

Peninokatan kualitas nenvelennnaraan nemprinfatian desa 
1 G I J l l I H a G J G M I \ U G I K G G G G I 1 J G I G I I M H G I G O I 1 UGl 11 VMl 1 I G M u l 1 U G O U 18 Prooram npninokatan kanasitas anaratiir npmerintah ripsa 
1 IWHlulll Gvl I I I I H A U L H I I IVuUuOILua OuaiOkUP L/ClllGl 11 Hull U G G H 18 01 Pplatitian anaratiir npmprintah desa rialam hidann npinhanniinan kaufacan nprdpcaan 

18.02. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 
18.03. Pelatihan aoaratur oemerlntah desa dalam bidana manaiemen oemerinfatian desa 

* V l U U f i U I 1 W V Wl W*M i W V i 1 1 w l 11 1 * U i 1 W V M U U WJU l 1 1 U l U Wl 1 M 1 1 i Wi • Wl V I M V I I V w f l l V f l l l *Wl 1 W 1 W W W 

18.04. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
18.05. Perlombaan Desa dan Penilaian Penceiola APBDES terbalk 

1 V I 1 w l 1 1W WU I 1 W V W W W I I 1 V I I I I Wl Wl • 1 V I IM W 1VIW T*t XJCJ I V I U WN* 18 06 
• w - V w * 

Peninokatan kanasitas aoaratur dalam nenataan dan administrasi dpsa 
1 V i l l i J W l * U LUI P l \wL/U wl l U w U V U l WLU1 w W I U ' * ' V v l 1 W I W U I 1 U U L 1 U W i > LLL l lwLI Wwl U w w O 

18 07 Pendataan Profil Desa/Keliirahan 
1 V I l w W L W W M 1 I v L J I I W W L U 1 W I W I Wl IWI 1 

1808 PGninokfltsn kr̂ n̂ ît̂ s anar^hir npmprintah d^^r^ dp̂ lsm hidann npnnplnlaan kpiiannan rian a^pt 
1 V I I I I i U l W i U L 1 l \ w V U v i L W w wk/wl w l L I I V w i 1 i V i II I L u i 1 U V w w V w l u M I V I V U l IM w V l I M V J W I W W I • i * w U Wi I M Wl 1 V U t 1 w v v L 

desa 18.09. Pembinaan aparatur pemerintah desa 
18 in 
19. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 
19.01. Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 
4 n m Peningkatan kesejahteraan keluarga 
19 03 Pelatihan nerpmniian rii oerdesaan dalam usaha ekonomi ororiiiktif 
1904 Onerasinnal TP-PKK Kahiinaten rian Keoamatan rialam Pelaksanaan 10 Prooram Pokok PKK 

Urusan: 2.14. • KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 
15.01. Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penylaran dan KMIP 
15.02. Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi 
15.03. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 
15.04. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknoiogi 
15 05 Penosdftfln alat sudio dan komunikasi 
15 06 
1 V'\J\JA 

Pennkaiian dan renoemhanoan sistem informasi 
1 G I J M M M I I M I I G M J 1 G G L I M G I M U M J I H M J J O J G J G I M I I J J G M I ( M . J I 16 07 Perenranaan rian npnopmhannan kphiiakan komunikasi dan informasi 
r G J CJ ICO\IMCJI 1 U M I 1 pel I ^ G J L I G M L I ^ M J 1 TsCUI^OnOi 1 AUJ J Jul liJVadI UuJ J JJ Uul JJ I M O I 16 08 Ponnomhannan uuphsitp naoitankaK no id rcilyciiiuoilydii wcudiic pai.iiaiinau.yu.iu 

16 nq Poninntatan 1 auanan Akcoc TDknialnn! Informasi hani Maci/aratraf r ci iiiiyAaLail LoyaJidii Mnscs 1 cM JUJuyi iiiiui iiiddi Udyi ividoydidAdi 
16 10 
l\). lU. 

Pelaksanaan Pemilihan Penveriia Rarann rian lasa melalui Imnlementasi F-Proourement 
r GJdf\OdJ iddi 1 rGMiJJJJIdil iGUyGUlM Qdl dJ JU UdJ 1 vdoCI lllGJdIUJ JlljpiGJilGUidul & FJ G J J U I G I 1 I G J Ji 

16. Program pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan komunikasi 
16.01. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 
16.02. Dst... 
17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 
17.01. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 
17.02. Dst... 
18. Program kerjasama Informasi dengan mas media 

Paraf Kierarkl Paraf Koordinasi 
Sekda V SKFD/Bagian Pemrakarsa 

Asisten SKFD'Bagian TEfkaii: 

Kabag 
"ukum fl 3. 



KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 
1 2 

18.01. Penyebariuasan informasi pembangunan daerah 
18.02. Penyebariuasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 
18 03 Penyebariuasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 

rruyidni runyernudnycin laia rveioid r6iTi6nnidn3n PGiuaSls l GKnOlOyl iniOrinduKd rruyidni runyernudnycin laia rveioid r6iTi6nnidn3n PGiuaSls l GKnOlOyl iniOrinduKd 

19.01. Pprnhinaan dan Ppnnpmhannan iarinnan Knmiinika^i rian Infnrma î 

19.02. Ppnnkaiian rian npnnpmhannan <iKtpm infnrma î 

19.03. Ppninnkatan Lavanan Ak̂ p<i Tpknnlnni Infnrma î hani Mawarakat 
1 vl Ml iL̂ rvaiai i Lajrai lai i rvvovv I vivi iviuy L I I I I U I N iavi vC3Ui iviuOjai ai\ai 19.04. Palaksanaan Pamilihan Ppnvpdia Barann rian Ja**a mplaliii Imnlpmpnta î F-Prnrtirpmpnt Palaksanaan Pamilihan Ppnvpdia Barann rian Ja**a mplaliii Imnlpmpnta î F-Prnrtirpmpnt 

19.05. Pengembangan e-gov 
20. Penyebariuasan Informasi Publik Dan Kerja Sama Media Massa 
20.01. Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informsi 
90 09 renyeuanuasan iniormasi yang uersiiai renyuiunan oagi MasyaraKai 

20.03. Penyebariuasan Informasi Melalui Slaran Radio 
21. Program Pengembangan Data /Informasi Statistik Daerah 
21.01. Penyusunan Data Statistik Sektoral 
99 rioyrdm rcnysi^nyydradn r^rsanuian Ua r̂an 
99 (\\ D A A A A H ^ 3 Artft A I irt rt ̂  A r t rt D A F A I AT A r t O A F A A A H I A A A A A D A A t A A I / A4 A A A A A P i t A P O A F f A A I I 

rengaaaan, remeiinaraan reraiaian rersanoian oan reningKaian tsapasiias rersonu 
Persandian 

D A A A A H ^ 3 Artft A I irt rt ̂  A r t rt D A F A I AT A r t O A F A A A H I A A A A A D A A t A A I / A4 A A A A A P i t A P O A F f A A I I 

rengaaaan, remeiinaraan reraiaian rersanoian oan reningKaian tsapasiias rersonu 
Persandian 

Urusan: 2.15. - KEARSIPAN 

15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 
15.01. Pembangunan data base informasi kearsipan 
15.02. Pengumpulan data 
15.03. Pengkiasifikasian data 
15.04. Penyusunan sistem katalog data 
15.05. Pengadaan sarana penyimpanan 
15.06. Kajian sistem administrasi kearsipan 
16.07. Pemeliharaan peralatan jaringan Informasi kearsipan 
15.08. Pembinaan Arslp Desa 
15.09. Bimbingan Teknis Kearsipan SKPD 
16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 
16.01. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arslp 
16.02. Pendataan dan penataan dokumen/arsIp daerah 
16.03. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 
16.04. Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data 
16.05. Pemeliharaan rutln/berkala arsip daerah 
17. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 
17.01. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 
17.02. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 
17.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 
17.04. Dst.... 
18. Program peningkatan kualitas pelayanan Informasi 
18.01. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 
18.02. Penyediaan sarana layanan informasi arsip 
18.03. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 
18.04. Dst.... 

Parat Koordinasi 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

SKFD' Bagian Terkait: 
1 
2. 
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Urusan: 2.16. - PERPUSTAKAAN 

Urusan: 2.17. - KETAHANAN PANGAN 

Urusan: 2.18. •PERDAGANGAN 

15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 
15.01. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 
4 c no 
15.02. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 
4 C f\0 

15.03. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 
4c n« 
15.04. 

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetroioglan daerah 
15.05. Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP 
15.00. Pengumpulan inFormasi hasil tembakau yang dilekati / tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau 

Tofinnat Paniiistan FpAran 1 Citipoi rCiijUdian M G C l a i l 

1507 Sosialisasi Perlindunoan Konsumen 
16 Proaram Peninnkatan Karia^ama Pardananoan Intarna^innal 

16.01. Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa 
4C 

16.02. Penyebariuasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa 
lO.UJ. Penyuluhan tim daerah dalam perundlngan perdagangan intemasional 
10.04. Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang 
1D.U5. koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan intemasional 
16.06. Dst... 
17. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 
17.01. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri 
17.02. 1 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 
17.03. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor 
17.04. Pengembangan data base informasi potensi unggulan 
17.05. Kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan intemasional 

17 r\d 1 /.Ub. Kerjasama dengan lembaga intemasional dalam rangka pengembangan produk 
4 7 17 
17.07. 

Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri 
17.08. Membangun jejaring dengan eksportir 
17.09. Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait /asosiasi /pengusaha 

17 in rGnysritDdnyan rJU5iGr proQUK cKspor 
17 11 
1 (. 1 1. 

reningKdidn KdpdSiidS lau penguji rnuiu Dardny cKspor Qdn impor 
17 19 1 f. 1 .̂ DomKAn/iimAn nrArYrnet narHAnAnrtAn IntamAcinnA! 

rciiiudnyundn pruniu î pdrQagdnydn inidrnaSiDndi 1ft 

1ft ni 
lo.U 1. 

riuyiaui rBiiLnyikdian oisiensi rcrudydnydn Uaidin PieyGri 1ft 

1ft ni 
lo.U 1. 

Dantf an̂ m im a A n A A F an A 1/ A T n A P A T I I pan v a n i i A i / A n H a n n a l a V c ^ A n a a n o n A P A C * i a n a i 

renysmpurnaan pcisngKai peraiurdn, KeoijaKan uan peiaKsanddn operasional 18 02 
1 V - V L » 

Faftilifasi kpmiidahan rprillnan npnapmhanoan usaha 

18.03. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 
18.04. Pengembangan keiembagaan kerjasama kemitraan 
18.05. Pengembangan pasar lelang daerah 
18.06. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 
18.07. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri 
18.08. Revitalisasi pasar Daerah 
18.09. Pemeliharaan Pasar Daerah 
18.10. Penyempurnaan Pasar Daerah 
18.11. Pembinaan dan Evaluasi UPTD Pasar Daerah 
18.12. Pembangunan dan Peningkatan Pasar Daerah 
19. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 

Parat Hierwtd Parat Koordinasi 

Sekda 
SKPO; Bagian PemraKarsa 

Asisten ir.PD' Bagian Temait: 
1 

Kabag 
''tkum 

2 
.3. 
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19.01. 
19.02. 
19.03. 
19.04. 
19.05. 
19.06. 

19.07. 
20. 
20.01. 
20.02. 
20.03. 
20.04. 
20.05. 
21. 
21.01. 

21.02. 

21.03. 
22. 
22.01. 

23. 
23.01. 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 
Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakillma dan asongan 
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 
Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan 
Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan, 
Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan asongan 

Dst... 
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa 
Revitalisasi pasar Daerah (DAK) 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Daerah 
Penyempurnaan Pasar Daerah 
Pembinaan dan Evaluasi Pasar Daerah 
Pembangunan dan Peningkatan Pasar Daerah 
Program pengembangan sentra-sentra Industri potenslal 
Penguatan Ekonomi Masyarakat Dilingkungan Industri Hasil Tembakaou dalam rangka 
Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 
Daerah Dilaksanakan Meiaiui bantuan Permodalan dan Sarana Produksi bagi IKM 

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat dilingkungan Industri hasil 
Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalul Peningkatan 
SDM Bagi Pelaku Industri Kecil Menegah 
Pengembangan Produk Unggulan 
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan 
Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati/tidak dilekati pita cukai di peredaran atau 
tempat penjualan eceran 
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perlndustrlan 
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masayarakat di lingkungan industri hasil 
tembakau dan/atau daerah penghasil tembakau melalui peningkatan SDM bagi pelaku IKM 

Urusan: 2.19. - INDUSTRI 

15. 
15.01. 
15.02. 
15.03. 
15.04. 

15.05. 
15X)6. 
16. 
16.01. 
16.02. 

16.03. 

16.04. 
16.05. 

16.06. 
16.07. 

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 
Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknoiogi 
Pelayanan pengembangan modal ventura dan Inkubator 
Pengembangan infrastruktur keiembagaan standarisasi 
Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standardisasi, pengujian dan kualitas 

Pengembangan sistem inovasi teknoiogi industri 
Penguatan kemampuan industri berbasis teknoiogi 
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 

Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah 

Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 
Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah 

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 
Pendataan Industri Kecil Menengah Kabupaten Pacitan 
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16.08. Pembinaan Industri Kecil Menengah 
16.09. Fasilitasi Pokmas industri 
16.10. Pengembangan Produk Unggulan 
17. Program Peningkatan Kemampuan Teknoiogi Industri 
17.01. Pembinaan kemampuan teknoiogi industri 
17.02. Pengembangan dan peiayanan teknoiogi industri 
17.03. Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 
17.04. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur 
17.05. Dst.... 
18. Program Penataan Struktur Industri 
18.01. Kebijakan keterkaitan indusrtri hulu-hilir 
18.02. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 
18.03. Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hillr 
18.04. Dst... 
19. Program pengembangan sentra-sentra Industri potenslal 
19.01. Pembangunan akses tranportasl sentra-sentra industri potenslal 
4 A A A 

19.02. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 
19.03. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati /Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran 

atau Tempat Penjuaian Eceran 
l\J. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perlndustrlan 
20.01, Pembinaan Kemamniian rian Ketramnllan Keria Masvarakat rii 1 innkiinnan Inriiistri Hasil 

1 V I I *v*t i w W l 1 1 W L L l w i l i k / U w l 1 V W I I l \ V u w l 1 I w l l W l 1 1 \ V M w i V l w w V w l w F V w l wl L M I W A U I I M W I I I I I W V U I 1 l u w H 

Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Tembakau Melalul Peningkatan SDM Bagi Pelaku IKM 

urusan: z.2U. OT AT1CTI1/ 

15 Prnnram nenoemhanoan riata/infftrmasi/statistik riaerah 

1501 Penvusunan rian nenniimniilan riata rian statistik riaerah 
1 G J 1 J U v U J I G J 1 G G J I G G l l H u l M k / k i l u I l U G i u U u l 1 G i a u i J U J \ U U G I Ml 1 

15.02. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 
15.03. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 
15.04. Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 
15.05. Penyusunan Data Statistik Sektoral 

urusan: 3.01. • PERTANIAN 

15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 
15.01. Pelalihan petani dan pelaku agrlblsnis 
15.02. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrlblsnis 
15.03. Peningkatan kemampuan lembaga petani 
15.04. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petanl/kelompok tani 
15.05. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur 
15.06. DsL... 
16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 
16.01. Penanganan daerah rawan pangan 
16.02. Penyusunan data base potensi produksi pangan 
16.03. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 
16.04. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan 
16.05. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 
16.06. Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 
16.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 
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16.08. Monitoring, evaiuasi dan pelaporan kebijakan subsidl pertanian 
16.09. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 
16.10. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 
16.11. Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 
16.12. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 
16.13. Pengembangan cadangan Pangan Daerah 
16.14. Pengembangan desa mandiri pangan 
16.15. Pengembangan intensifikasi bnaman padi, palawija 
16.16. Pengembangan dlversifikasi tanaman 
16.17. Pengembangan pertanian pada lahan kering 
16.18. Pengembangan lumbung pangan desa 
16.19. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 
16.20. Pengembangan perbenihan/perbibitan 
16.21. Pengembangan sistem informasi pasar 
16.22. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 
16.23. Koordinasi kebijakan perberasan 
16.24. Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastaiktur pertanian dan perdesaan 

16.25. Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian 
16.26. Penelitian dan pengembangan teknoiogi bloteknologi 
16.27. Penelitian dan pengembangan teknoiogi budidaya 
16.28. Penelitian dan pengembangan teknoiogi pasca panen 
16.29. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 

16.30. Penyuluhan sumber pangan altematif 
16.31. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
16.32. Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 
16.33. Pengembangan kawasan rumah pangan lestari 
16.34. Fasilitasi pengembangan lumbung pangan desa 
16.35. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 
16.36. Penyusunan data base potensi produksi pangan 
16.37. Penanganan daerah rawan pangan 
16.38. Fasilitasi dewan ketahanan pangan 
16.39. Pengembangan cadangan pangan daerah 
16.40. Pembangunan gudang cadangan pangan dan penyediaan sarana pendukung 
16.41. Peningkatan mutu pangan 
16.42. Peningkatan keamanan pangan 
16.43. Pemantauan dan analisis akses pangan pokok 
16.44. Pemantauan dan analisis rantai pasokan dan pemasaran pangan 
16.45. Analisis dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 
16.45. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan 
16.47. Penyusunan dan analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 
17. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 
17.01. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 
17.02. Fasilitasi Kegasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi 

pertanian/perkebunan komplementer 

17.03. Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil 
pertanian/perkebunan 

17.04. Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan 

Parat Koordinasi 

5KP0/ Bagian Pemrakarsa | 7/ 
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17.05. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan prcduksl hasil 
pertanian/perkebunan 
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan prcduksl hasil 
pertanian/perkebunan 

17.06. Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebisl/prcmosi atas hasil produksi 
pertanian/perkebunan 
Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebisl/prcmosi atas hasil produksi 
pertanian/perkebunan 

17.07. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 
17.08. Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem 

ijon 
Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem 
ijon 

1709 
1 ' i\JVt 

Pembangunan pusal-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang 
akan dipasarkan 
Pembangunan pusal-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang 
akan dipasarkan 

17.10. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat 

17.11. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat 

17.12. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan 
dipasarkan 
Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan 
dipasarkan 

1713 
1 1 • 1 V l 

monitoring, evaluasi dan pelaporan 
17 14 LJal.... 

18 Prnnram noninnlrafan nanersnan telrnnlnni r>ortanian/narlrahiinan nuyidill pclllllgKaLali pcilclapall IcF̂ IIUIUgl pcilaniail/pclKeDUnan 
18.01. Penelitian dan pengembangan teknoiogi pertanian/perkebunan tepat guna 
4 fi A A 

18,02. Pengadaan sarana dan prasarana teknoiogi pertanian/perkebunan tepat guna (D/VK) Pengadaan sarana dan prasarana teknoiogi pertanian/perkebunan tepat guna (D/VK) 

18 03 Ppmplihflraan nrtin/horVala carana Han nraearana tolrnnlnnl norfanian/noHfohtinan tonal nitna rciiiciMiaiaaii i uui iJUCiivctia octiaiia Udll jJidodidiid iciuiuiUUl yci idi Udiupci ACUUi idi 1 ic^dl UUl Id Ppmplihflraan nrtin/horVala carana Han nraearana tolrnnlnnl norfanian/noHfohtinan tonal nitna rciiiciMiaiaaii i uui iJUCiivctia octiaiia Udll jJidodidiid iciuiuiUUl yci idi Udiupci ACUUi idi 1 ic^dl UUl Id 

18.04. Kegiatan penyuluhan penerapan teknoiogi pertanian/perkebunan tepat guna 
18.05. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknoiogi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknoiogi pertanian/perkebunan tepat guna 

18.06. Pelatihan penerapan teknoiogi pertanian/perkebunan modem bercocok tanam 
18.07. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
18.08. Pendampingan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP) 
18.09. Pemeliharaan Rutin/berkala prasarana Teknoiogi Pertanlan/Perkebunan 
18.10. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknoiogi pertanian/perkebunan 
18.11. Pengadaan Sarana Prasarana Teknoiogi Pertanlan/Perkebunan 
18.12. Rehabilitasi Prasarana Teknoiogi Pertanian/perkebunan 
19. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 
19.01. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 
19.02. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 
19.03. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 
19.04. Sertifikasi bibll unggul pertanian/perkebunan 
19.05. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian 
19.06. monitoring, evaiuasi dan pelaporan 
19.07. Pengembangan blblt unggul pertanian/perkebunan 
19.08. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 
19.09. Anti Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 
19.10. Anti Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 
19.11. Pengembangan Pertanian Lahan Kering 
19.12. Peningkatan produktifitas dan Mutu Produksi Pertanian Serta Pengembangan Kawasan Peningkatan produktifitas dan Mutu Produksi Pertanian Serta Pengembangan Kawasan 

19.13. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 
19.14. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 
19.15. Pengembangan Pupuk Organik 

Paial Koordinasi 
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19.16. Bimbingan teknis pengamatan, identifikasi dan pengendalian OPT Tanaman Pangan Dan 
Holtikuitura 
Bimbingan teknis pengamatan, identifikasi dan pengendalian OPT Tanaman Pangan Dan 
Holtikuitura 

19.17. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) 
19.18. Pengembangan Tanaman Perkebunan Pendukung Kawasan Agropolltan 
19.19. Pengembangan Agensia Hayati 
19 20 
1 Q 9 1 

Penanganan Panen dan Pasca Panen bahan baku {DBHCT) 19 20 
1 Q 9 1 Pembangunan Jalan Produksi 
19.22. Promosi atas hasil produksi pertanian perkebunan unggulan daerah 
19.23. Peremajaan dan Intensifikasi dan Rehabilitasi tanaman Perkebunan 
19.24. Optimalisasi Sumberdaya dan Sarana Prasarana Pengendalian OPT Perkebunan 
19.25. Penguatan Ekonomi masyarakat di lingk.lndustri hasil tembakau hasil tembakau dalam rangka 

pengentasan kemiskinan.mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan Ekonomi 
daerah .dilaksanakan anatar lain melalui bantuan sarana produksi tanaman perkebunan 
(DBHCHT) 

Penguatan Ekonomi masyarakat di lingk.lndustri hasil tembakau hasil tembakau dalam rangka 
pengentasan kemiskinan.mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan Ekonomi 
daerah .dilaksanakan anatar lain melalui bantuan sarana produksi tanaman perkebunan 
(DBHCHT) 

Penguatan Ekonomi masyarakat di lingk.lndustri hasil tembakau hasil tembakau dalam rangka 
pengentasan kemiskinan.mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan Ekonomi 
daerah .dilaksanakan anatar lain melalui bantuan sarana produksi tanaman perkebunan 
(DBHCHT) 

Penguatan Ekonomi masyarakat di lingk.lndustri hasil tembakau hasil tembakau dalam rangka 
pengentasan kemiskinan.mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan Ekonomi 
daerah .dilaksanakan anatar lain melalui bantuan sarana produksi tanaman perkebunan 
(DBHCHT) 

19,26. Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi 
(DBHCHT) 
Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi 
(DBHCHT) 

20. Program pemberdayaan penyuiuh pertanian/perkebunan lapangan 
20.01. Peningkatan kapasitas tenaga penyuiuh pertanian/perkebunan 
20.02. Peningkatan kesejahteraan lenaga penyuiuh pertanian/perkebunan 
20.03. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 
21. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ten a k 
21.01. Pendataan masalah peternakan 
21.02. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular temak 
21.03. Pemusnahan ternak yang lerjangkit penyakit endemik 
21.04. Pengawasan perdagangan temak antar daerah 
21.05. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
21.06. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 
22. Program peningkatan produksi hasil peternakan 
22.01. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan temak 
22.02. Pembibitan dan perawatan temak 
22.03. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 
22.04. Penyuluhan pengelolaan bibit temak yang didistribusikan kepada masyarakat 
22.05. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan temak 
22.06. Pembellan dan pendistribusian vaksin dan pakan temak 
22.07. Penyuluhan kualitas gizi dan pakan temak 
22.08. Pengembangan agrlblsnis pertenakan 
22.09. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
22.10. Pendistribusian bibit ternak kepada Masyarakat 
22.11. Pengembangan Agribisnis Petemakan 
22.12. Pengembangan Inseminasi buatan 
22.13. Peningkatan Pengawasan Bahan Asa! Hewan (BAH) yang ASUH 
99 14 Promosi atas hasil produksi petemakan unggulan daerah 
9 1 
£•3. 

rrogram peningKaian pemasaran nasii prouUKsi peiernaKan 
9 1 ni 
£ j . U 1. 

D A A A I IT I 4 n H 4 n Fh A A A A ^Ti A 4 A A 4 rt A A ^ A 4 A A P A A n A t l l n P A A l l l / f 1 n A T A P A A V A A 

reneiiuan uan pengeiuDangan pemasaran nasii proouKsi peiernaKan 
Fasilitasi Kerjasama reglonal/nasional̂ ntemasiona! penyediaan hasil produksi petemakan 
komplementer 
Fasilitasi Kerjasama reglonal/nasional̂ ntemasiona! penyediaan hasil produksi petemakan 
komplementer 

23.03. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 
23,04. Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi petemakan Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi petemakan 

23.05. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi has!! peternakan 
23.06. Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan 

Paraf Koordinasi 
SKPD/Bagofi Pemrakarsa 

SKPD'Bagian Terkait: 
1 
7 
3 . 



53 

Parat Kie râ kr 
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23.07. Promosi alas hasil produksi petemakan unggulan daerah 
23 08 Ppnviiliihan nprnaccran nrnriiikfti npfpmakan 

23 09 
L V - W W > 

Ppmhcnniincn niiftat-niicflt npnamniinncn nrnrtukci hacil nptprnakan macvarakat 

23.10. Penaolahan infnrmaci nprmintaan nacar atac hacil nrniiiikci nptpmakan macvarakat 
* d I V ^ G I w J IGJ J IJ l l G l J J J G O l p C J I I I J J I l H G J I p a O G I G l G t f 1 J G M J I p i V U U I V G I p C L C i J I G J V G J 1 1 J J a O y G I G i \ G l 
Penaolahan infnrmaci nprmintaan nacar atac hacil nrniiiikci nptpmakan macvarakat 
* d I V ^ G I w J IGJ J IJ l l G l J J J G O l p C J I I I J J I l H G J I p a O G I G l G t f 1 J G M J I p i V U U I V G I p C L C i J I G J V G J 1 1 J J a O y G I G i \ G l 

23.11. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat 
23.12. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi petemakan yang akan dipasarkan Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi petemakan yang akan dipasarkan 

23.13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
23.14. Dst.... 
24. Program peningkatan penerapan teknoiogi peternakan 
24.01. Penelitian dan pengembangan teknobgi petemakan tepat guna 
24.02. Pengadaan sarana dan prasarana teknoiogi peternakan tepat guna 
24.03. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknoiogi peternakan tepat guna 
24.04. Kegiatan penyuluhan penerapan teknoiogi petemakan tepat guna 
24.05. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknoiogi petemakan tepat guna 
24.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
24.07. Dst.... 
25. Program Peningkatan Kapasitas Peiaku Usaha Pertanian/Perkebunan 
25.01. Penyuluhan Dan Pendampingan Petani Dan Pelaku Agrlblsnis 
25 02 ppninnkatan Kpmamniian 1 pmhana Ppfani 

1 C I I I I I H J . G i G L 1 l \ C I 1 I G I 1 I L / G G I 1 ^ C l 1 L G G M G 1^ C I G I 11 

25.03. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuiuh Pertanlan/Perkebunan 
25.04. 
26. 

Penyuiuh Dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan 25.04. 
26. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 
26.01. Standarisasi Kualitas Bahan Baku 
26.02. Penanganan Panen Dan Pasca Panen Bahan Baku 

Urusan: 3.02. - KELAUTAN DAN PERIKANAN 

15. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 
15.01. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 
15.02. Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi Bidang Kelautan dan 

Perlkanan 
Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi Bidang Kelautan dan 
Perlkanan 

15.03. Fasilitasi bidang kelautan dan perikanan 
15.04. Pendampingan Program Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan 
15.05. Penyusunan Sistem informasi Perikanan 
15.06. Pendampingan Program Sertifikasi hak atas tanah masyarakat perikanan 
16. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya 

lautan 
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya 
lautan 

16.01. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan 

16.02. Dst... 
17. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan 

sumberdaya laut 
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan 
sumberdaya laut 

17.01. Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 
17.02. Dst... 
18. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 
18.01. Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 
18.02. Dst... 
19. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 

Parat Koordinasi 
iKFD/eagian Pfimrakarsa 
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19.01. Penyuluhan budaya kelautan 
19.02. DsL... 
20. Program pengembangan budidaya perikanan 
20.01. Pengembangan bibit ikan unggul 
20.02. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 
20.03. Pembinaan dan pengembangan perikanan 
20.04. Pengembangan Budidaya Mina Padi 
20.05. Optimalisasi sarana dan prasarana tambak (DAK) 
20.06. Pendampingan Program Sertifikasi hak alas tanah Pembudidaya Ikan 
20.07. Pengembangan Budidaya Sidat 
20.08. Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan (DAK) 
20.09. Anty Poverty Program (APP) Bidang Perikanan 
20.10. Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 
20.11. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 
20.12. Pengembangan budidaya udang intensif 
21. Program pengembangan perikanan tangkap 
21.01. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 
21.02. Pembangunan tempat pelelangan ikan 
21.03. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 
21.04. Rehabifitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan 
21.05. Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap 
21.06. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendaratan Ikan (DAK) 
21.07. Restocking Ikan dan Pembinaan Kelompok di Peralran Umum 
21.08. Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan (DAK) 
21.09. Peningkatan Kapasitas KUB Dan POKMASWAS 
21.10. Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 
21.11. Penyediaan Sarana dan Prasarana Konservasi (DAK) 
21.12. Pembangunan Pos Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 
22. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 
22.01. Kajian sistem penyuluhan perikanan 
22.02. DsL... 
23. Program optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan 
23.01. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 
23.02. Pelatihan Pengolahan Ikan 
23.03. Bimbingan Teknis Pelaku Utama Perikanan 
23.04. Optimalisasi Keiembagaan Pelaku Usaha 
23.05. Pengawasan mutu hasil perlkanan 
23.06. Peningkatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran (DAK) 
23.07. Peningkatan mutu hasil perikanan 
23.08. Promosi produk perikanan 
24. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 

W l V V 3 ' 9 3 

24.01. Kajlan kawasan budidaya lauL air payau dan air tawar 
24.02. DsL... 
25. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan 
25.01. Sodialisasl Dan Penegakan Peratuman Perundang-Undangan dan Regulasi Bidang Kelautan dan 

Perlkanan 
Sodialisasl Dan Penegakan Peratuman Perundang-Undangan dan Regulasi Bidang Kelautan dan 
Perlkanan 

25.02. Fasilitasi Bidang Kelautan Dan Perikanan 
25.03. Penyusunan Sistem informasi Perikanan 
25.04. Pendampingan Program Sertifikasi hak atas anah Masyarakat Perikanan 
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26. Program optimalisasi pengelolaan produksi perlkanan 
26.01. Bimbingan Teknis Pelaku Utama Perikanan 
26.02. Optimalisasi Keiembagaan Pelaku Usaha 
26.03. Peningkatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran (DAK) 
26.04. Peningkatan mutu hasil perikanan 
26.05. Promosi produk perikanan 

1 f i n . 0 no 
I / C L I I I T A I L I A Ai 

•KcHUTANAN 
15. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 
15.01. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi 
15.02. Pengembangan hutan tanaman 
15.03. Pengembangan hasil hutan non-kayu 
15.04. Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 
15.05. Optimalisasi PNBP 
15.06. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 
15.07. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 
15.08. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 
15.09. monitoring, evaiuasi dan pelaporan 
16. Program rehabilitasi hutan dan lahan 
16.01. Koordinasi penyelenggaraan rebolsasi dan penghijauan hutan 
16.02. Pembuatan bibll/benih tanaman kehutanan 
16.03. Penanaman pohon pada kawasan hutan Industri dan hutan wisata 
16.04. Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata 
16.05. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan 
16.06. 
16.07. 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 16.06. 
16.07. monitoring, evaluasi dan peiaporan 
16.03. Dst.... 
17. Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 
17.01. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 
17.02. Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan 
17.03. Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan 
17.04. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 
17.05. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 
17.06. Dst.... 
18. Program pemanfaatan kawasan hutan Industri 
18.01. Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah 

r J ' r V V 

18.02. Dst... 
19. Program pembinaan dan penertiban Industri hasil hutan 
19.01. Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan 
19.02. Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan 
19.03. Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil 

hutan 
Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil 
hutan 

19.04. Perluasan akses layanan Informasi pemasaran hasil hutan 
19.05. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
19.06. Dst... 
20. Program perencanaan dan pengembangan hutan 
20.01. Pengembangan hutan masyarakat adat 
20.02. Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 
20.03. Dst... 
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UrUSan . a.U4. ChlCDPI RAM CI IRDDCD nAVA IIIAICDAt 
- LNcKol UAN O U M D C K U A T A MINcKAu 

15. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 
15.01. Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan gallan C 
15.02. Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C 
15.03. Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C 
15.04. Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan 
15.05. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C 
15.06. monitoring, evaiuasi dan peiaporan 
15.07. Pembinaan dan pengendalian ijTn pertambangan umum 
16. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensl merusak 

lingkungan 
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensl merusak 
lingkungan 

16.01. Pengawasan penertiban kegiaian pertambangan rakyat 
16.02. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan 

w I I 1 V v V r V 
1 Oi\J CAK 

16.03. 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan 
w I I 1 V v V r V 

1 Oi\J CAK 

16.03. Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geoloqi 
16.04. Dst.... 
17. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagallstrlkan 
17.01. Koordinasi pengembangan ketenaga llstrlkan 
17.02. Pengembangan energi baru dan terbarukan (biogas) 

Urusan: 4.01. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

13. Dp/\nF4Tn n A n n A m n m A m H A 4 A I I A t A P I M A A I 

rrogram pengemoangan aaia/inTormasi 1ft ni n A n A I i n ^ m i i A n i m A A t i A A H A A A A A I I A I A n A ^ A 1 A T A m i l A i A A n n r A n t A F A A f l/i A A A A A F A A P A T V * H A I * l y A A i n t A n 

rengumpuian, upuaiing, oan anaiisis oaia iniomusi capaian target Kinega program oan Kegiatan 
n A n A I i n ^ m i i A n i m A A t i A A H A A A A A I I A I A n A ^ A 1 A T A m i l A i A A n n r A n t A F A A f l/i A A A A A F A A P A T V * H A I * l y A A i n t A n 

rengumpuian, upuaiing, oan anaiisis oaia iniomusi capaian target Kinega program oan Kegiatan 

15.02. Penvusunan dan Denoumoulan data/informasi kebutuhan oenvusunan dokumen oerencanaan 
* W » i j W W W I I W 4 1 WWI I W w l l H W I I IW Wl Wl 1 W W LWr I I I I V * I l i W V l l *VW* * %WI 1 Wl i W V I 1 J Www 1 IWI 1 W w1\ Wl 1 <Wl 1 W V i w i 1 wWI 1 WWl 1 

Penvusunan dan Denoumoulan data/informasi kebutuhan oenvusunan dokumen oerencanaan 
* W » i j W W W I I W 4 1 WWI I W w l l H W I I IW Wl Wl 1 W W LWr I I I I V * I l i W V l l *VW* * %WI 1 Wl i W V I 1 J Www 1 IWI 1 W w1\ Wl 1 <Wl 1 W V i w i 1 wWI 1 WWl 1 

15.03. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana 

15.04. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi 
15.05. Penyusunan profile daerah 
15.06. Dst... 
16. Program kerjasama pembangunan 
16.01. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan 
16.02. koordinasi keg'asama pembangunan antar daerah 
16.03. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 
16.04. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 
16.05. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
16.06. Dst... 
17. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 
17.01. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 
17.02. Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara 
17.03. Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan 
17.04. Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan 
17.05. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
17.06. Dst... 
18. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 
18.01. Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 
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18.02. Koordinasi penetapan rencana rata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh 
18.03. Penyusunan perencanaan pengembangan wiiayah strategis dan cepat tumbuh 
18.04. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
18.05. Fasilitasi Perencanaan Fislk dan Prasarana Di Kawasan Strategis Dan Cepat Tumbuh Fasilitasi Perencanaan Fislk dan Prasarana Di Kawasan Strategis Dan Cepat Tumbuh 

19. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 
19.01. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan 
19.02. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 
19.03. Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial 
19.04. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 
19.05. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri 
19.06. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan 
19.07. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 
19.08. Koordinasi perencanaan penanganan perpakiran 
19.09. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 
19.10. Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan Industri perkotaan 
19.11. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
20. Program Peningkatan Kapasitas Keiembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Keiembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 

20.01. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 
20.02. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 
20.03. 
20.04. 

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 20.03. 
20.04. Dst.... 
21. Program perencanaan pembangunan daerah 
21.01. Pengembangan partsipasi masyarakat daiam perumusan program dan kebijakan layanan publik Pengembangan partsipasi masyarakat daiam perumusan program dan kebijakan layanan publik 

21.02. Penyusunan rancangan RPJPD 
21.03. Penyelenggaraan musrenbang RPJPD 
21.04. 
21.05. 

Penetapan RPJPD 21.04. 
21.05. Penyusunan rancangan RPJMD 
21.06. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 
21.07. Penetapan RPJMD 
21.08. Penyusunan rancancan RKPD 
21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 
21 10 Penetapan RKPD 
91 11 
£ 1 . 1 1. 

l̂ ruarHinacI rionmicitnan 1 anftran l£Inoria Domorintah Haorah rvUUiUIMasl pcnyUoUnclil L d p u i d l l iMIIciJd rClilClliUdll U d c l d l l 

91 19 l̂ fv̂ rHinaci rxGr̂ wMciinan \ c m n f o n l£aforannan PorVir̂ fliinfi \o\xtohion i\ Î P l\ 
r\uu[uiiidbi pciiyusundii Ldpuidii iNcicrangdii rciuiyyung JaWaUdii fLixrJf OA AO 

21.13. Monitoring, evaluasi. pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Monitoring, evaluasi. pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 

91 14 £ 1. IH. rcfiLjUknpuidn Uan diidJidib udid purcnuanadn puiriudngundn UdGrdn 
91 1ft D A A * H 1 A i i n o n o t r n t A A i A A A A A n H A l i A A A A A I I A I ^ V Q I I MI m f n n n n H A A v A n o l / t i i f i t n A A A r* A A A A A A n n 

renyusunan sirategi, pengenaaiian, anaiisis Kewiiayanan oan KoneKuviias perencanaan 
oembanaunan daerah 

1 I W L l * J U I 1 Wl 1 U U W l 1 

D A A * H 1 A i i n o n o t r n t A A i A A A A A n H A l i A A A A A I I A I ^ V Q I I MI m f n n n n H A A v A n o l / t i i f i t n A A A r* A A A A A A n n 

renyusunan sirategi, pengenaaiian, anaiisis Kewiiayanan oan KoneKuviias perencanaan 
oembanaunan daerah 

1 I W L l * J U I 1 Wl 1 U U W l 1 91 IR Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 
91 17 taciflta î ClnLfj*jnicact Han UarFnnnicapi Ddmnnanaan Han Dnnnannnaxan Dnn̂ Kanntinan f̂ anraK 

rdSiiiidSii oinKronisasi udn ridrmonisasi rercncdnadn Qan rengdnggaran remuangunan uaeran 
taciflta î ClnLfj*jnicact Han UarFnnnicapi Ddmnnanaan Han Dnnnannnaxan Dnn̂ Kanntinan f̂ anraK 
rdSiiiidSii oinKronisasi udn ridrmonisasi rercncdnadn Qan rengdnggaran remuangunan uaeran 

21.18. Koordinasi Perencanaan Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah 
21.19. Peningkatan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah 
21.20. Pengelolaan Informasi Pembangunan dan Profil Daerah 
21.21. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

21.22. Koordinasi perumusan program dan pemecahan masalah-masalah pembangunan daerah 
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21.23. Peningkatan Kapasitas Keiembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 
21.24. Review Dokumen RPJMD 2016-2021 
21.25. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan berbasis kewilayahan 
22. Program perencanaan pembangunan ekonomi 
22.01. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 
22.02. Penyusunan indikator ekonomi daerah 
22.03. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 
22.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 
22.05. Penyusunan tabs! input output daerah 
22.06. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 
22.07. Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan 
22.08. monitoring, evaiuasi dan pelaporan 
22.09. Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi 
22.10. Monitoring, evaiuasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang ekonomi 
22.11. Penyusunan anaiisis, stralegi dan kerangka regulasi pembangunan bidang ekonomi Penyusunan anaiisis, stralegi dan kerangka regulasi pembangunan bidang ekonomi 

22.12. Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 
22.13. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Dan Program Anti Proverty (APP) 
22.14. 
22.15. 

Penyusunan Data Base Infrastruktur Perekonomian Daerah 22.14. 
22.15. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekononi Daerah 
22.16. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 
22.17. Fasilitasi Perencanaan Bidang Ekonomi 
23. Program perencanaan sosiai dan budaya 
23.01. Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 
23 02 Knnrrlinasi npnviiHiinan maHtpmlan kp̂ phafan 

l\vVlwiliMOI P G I I J U G U M O I I •UoOlGl̂ Jull I \ G O W M Q L U I I 99 A9 £J . U o . Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 

23.04. monitDrina pvaliiafti rian nplannran 
11 I U I I l i G I .( I H | W G I M M G I M u l l L / G i G ^ U j M M 

23.05. Fasilitasi dan nembinaan tpknls nerencanaan nemhanfiiinan hiriann snsial huriava 
1 W i l l I f wl U U l 1 V w l l l U I I l U U I 1 *w l \ l i lM V V I V I 1 V U l l u U l • V V I • L V U l l U V I l u l l V I V U l I U w w w I U I V w w U V U 

23.06. Monltorinn evaluasi dan nelaooran nerencanaan npmhanniinan hiriann snslal huriava 
IV I V I I I LUI I M U , V V U I V U W I U V*l 1 V V I U V w l U l 1 V V I V J I V U I l U U i 1 V V I i l V U I i H V t I U I 1 V I U U I IM w U W i U I V W U J U 
Monltorinn evaluasi dan nelaooran nerencanaan npmhanniinan hiriann snslal huriava 
IV I V I I I LUI I M U , V V U I V U W I U V*l 1 V V I U V w l U l 1 V V I V J I V U I l U U i 1 V V I i l V U I i H V t I U I 1 V I U U I IM w U W i U I V W U J U 

23.07. Penvusunan analisis stratenl dan kerannka renulasi nembanounan hiriann sosial budava 
1 V I J T W w I I U I I U I I U H W I w ^ w%l U i V M l w U I 1 I W I U l I M I * U I V M U I U w i V V I I I V U I 1M U l I U I • V I U U I I U W W lU i V U W f U 
Penvusunan analisis stratenl dan kerannka renulasi nembanounan hiriann sosial budava 
1 V I J T W w I I U I I U I I U H W I w ^ w%l U i V M l w U I 1 I W I U l I M I * U I V M U I U w i V V I I I V U I 1M U l I U I • V I U U I I U W W lU i V U W f U 

23.08. Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 
23.09. Monitoring, evaiuasi dan pelaporan Bidang Sosial Budaya 
23.10. Fasilitasi Bidang Sosial Budaya 
23.11. Koordinasi, Fasilitasi dan penyusunan kerangka regulasi Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi, Fasilitasi dan penyusunan kerangka regulasi Penanggulangan Kemiskinan 

23.12. Penyusunan indikator daerah di bidang sosiai budaya 
23.13. Updating Data Base Bidang Sosial Budaya 
23 14 Penyusuna n dokume 

erencan: 
n perencanaan bidang Sosbud 

24. Program p 
n dokume 
erencan: an prasarana wllayah dan sumber daya alam 

24.01. Koordinasipenyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah 
24.02. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 

24.03. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
24,04. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan infrastaiktur. Prasarana Wilayah dan 

Sumber Daya Alam 
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan infrastaiktur. Prasarana Wilayah dan 
Sumber Daya Alam 

24.05. Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan Infrastruklur, Prasarana Wllayah 
dan Sumber Daya Alam 
Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan Infrastruklur, Prasarana Wllayah 
dan Sumber Daya Alam 

SKPD/ Bagian Pemrakarsa / 
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24.06. 

24.07. 

24.08. 

24.09. 
24.10. 
24.11. 

24.12. 
25. 
25.01. 
25.02. 
25.03. 
25.04. 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah 
dan Sumber Daya Alam 

Penyusunan analisis, strategi dan kerangka regulasi pembangunan Infrastruktur, Prasarana 
Wilayah dan Sumber Daya Alam 

Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Infrastruklur, Prasarana Wilayah dan 
Sumber Daya Alam 

Fasilitasi Perencanaan Prasarana Wiiayah 
Fasilitasi Perencanaan Prasarana Pemukiman Dan Lingkungan Hidup 
Fasilitasi Perencanaan Prasarana Perhubungan, Pengairan Dan Sumber Daya Alam 

Fasilitasi, koordinasi dan analisis perencanaan tata ruang daerah 
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 
Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana 
Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana 
monitoring, evaluasi dan pelaporan 
DsL... 

Urusan: 4.02. - PEMERINTAHAN UMUM 

15. 
15.01. 
15.02. 

15.03. 
15.04. 
15.05. 
15.06. 
15.07. 
15.08. 
15.09. 
15.10. 
15J1. 
16. 

16.01. 

16.02. 

16.03. 
16.04. 
16.05. 
16.06. 
16.07. 
16.08. 
16.09. 
17. 
17.01. 
17.02. 
17.03. 
17.04. 

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakllan rakyat daerah 
Pembahasan rancangan peraturan daerah 
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/lokoh 
agama 
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 
Rapat-rapat paripuma 
Kegiatan Reses 
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 
Sosiaiisasi peraturan perundang-undangan 
Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakllan rakyat daerah 
Kegiatan Penyusunan slstim informasi terhadap layanan publik 
Penyusunan Raperda Inlsiatif 
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 

Diaiog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggola organisasi sosial dan 
kemasyarakatan. 
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non 
departemen/luar negeri 
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 
Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah 
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 
Operasional Rumah Tangga Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah 
Pelayanan Keprotokolan 
Pelayanan Kehumasan 
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 
Penyusunan analisa standar belanja 
Penyusunan Standar Satuan Harga 
Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 

_P3r3f Koordinasi 
SKPD/Bjgian Pemrakarsa 

SKPO'Bagian TetkaiT: 

2 . 7 
3. 
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17.05. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi 
17.06. Pfifivusunan rancanaan nprahjran daprah tpntann APRD 

1 V M T U w U l l u l l 1 U l I V U I IMu> 1 V V I U L V I U i 1 V U V I U l 1 I V I i i U I IM i\l L 

17.07. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 
17.08. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 
17.09. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 
17.10. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBO Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBO 

17.11. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan 
A r*r*r\ 
APBD 

17.12. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 
17.13. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 
17.14. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 
17.15. Bimbingan leknis Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 

W • t V W f W M 
Bimbingan leknis Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 

W • t V W f W M 

17.16. Peningkatan manajemen aset/barang daerah 
17.17. Peningkatan manajemen investasi daerah 
17.18. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 
17.19. Fasilitasi Penyusunan Potensi Pendapatan Daerah 
17.20. Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pembiayaan 
17.23. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 
17.24. Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 
17.30. Penyelesaian keberatan dan restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah 
17.32. Operasional Penaglhan Pajak dan Retribusi Daerah 
17.34. Evaluasi Pengelolaan SPJ Fungsional SKPD 
17.35. Koordinasi dan Sinkronisasi dana Bagi Hasil 
17.38. Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah 
17.39. Sosialisasi Raperda APBD dan Perubahan APBD 
17.42. Kalibrast Data, Penyusunan Klasifikasi Tanah dan NJOP 
17.50. Fasilitasi Penyusunan RKA, DPAdan SPD SKPD 
17.51. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
17.53. Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah 
17.55. inventarisasi Aset Daerah 
17.56. Penertiban Pengelolaan Aset Daerah 
17.57. Pengamanan Aset Daerah 
17.62. Fasilitasi Evaluasi dan Rekonsiliasi Data Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Fasilitasi Evaluasi dan Rekonsiliasi Data Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah 

17.69. Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD 
17.71. Penyusunan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
17.73. Analisa Standar Biaya 
17.74. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 
17.75. Peningkatan Pelayanan Kasda 
17.77. Peningkatan pengelolaan benda-benda berharga/karcls daerah 
17.82. Optimalisasi Penerimaan PBB P2 
17.83. Pengembangan Sistem Informasi PBB P2 
17.84. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus 
17.85. Pengelolaan Administrasi Gaji PNSD 
17.87. Penyusunan profil aset daerah 
17.88. Fasilitasi Pelunasan Pemungutan PBB-P2 
17.89. Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos 
17.90. Sistem Penganggaran Terintegrasi 

Faral Koordinasi 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

SKPO' 
1 . _ 
2 
3. 

Bagian Terkait: 

Z 
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17.91. Pemutakhiran data dan Pendampingan PBB P2 
17.92. Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah 
17.93. Fasilitasi dan Rekonsiliasi Data Pajak dan IWP 
17.97. Pemutakhiran Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah 
17.98. Penyusunan pengelolaan administrasi pembukuan pendapatan daerah 
17.99. Pendataan Bangunan PBB P2 
17.999. Intensifikasi dan ekstensiflkasi sumber-sumber pendapatan daerah 
18. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 
1ft ni Evaiuasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota 
1ft n? 
10.U£. 

1—\/a1iiad rancanaan norafiiran l£RW tanfarm QAniaKarsn ADDf̂  VaKniaat̂ n/Vata 
tivdiucisi idnoongdn peidiurcin iMJn leniung rcnjaOaiaii MrDU Kaoupaien/KOia 1ft n3 cvdiuosi laiicangan perdiuidii udcrdn loniang pajaK uaeran uan reuiousi uaeran Kaijupaien/Koia cvdiuosi laiicangan perdiuidii udcrdn loniang pajaK uaeran uan reuiousi uaeran Kaijupaien/Koia 

18.04. Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang AFBD kabupaten/kota Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang AFBD kabupaten/kota 

18.05. Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota 

18.06. Dst.... 
19. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 
19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 
19.02. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa 
19.03. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa 
19.04. DsL... 
20. Program peningkatan sistem pengaivasan internal dan pengendalian pelaksanaan 

kebijakan KDH 
Program peningkatan sistem pengaivasan internal dan pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 

20.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 
20.02. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 
20.03. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 
20.04. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 
20.05. Inventarisasi temuan pengawasan 
20.06. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 
20.07. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 
20.08. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 
20.09. Penuyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
20.10. Penyusunan EKPPD 
20.11. Penyusunan LKPJ 
20.12. Penyusunan LPPD 
20.13. Pembinaan dan evaluasi kinerja kecamatan 
20.14. Reviu Dokumen Rencana Pembangunan, Anggaran Tahunan Daerah 
20.15. Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Tujuan Tertentu 
20.16. Reviu SAKIP dan Evaluasi LKj.lP 
20.17. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
20.18. Pengawasan Reformasi Blrokrasi 
20.19. Penanganan ijin perceraian PNS 
20.20. Pengawasan Internal Secara Berkala 
20.21. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
21. Program peningkatan profesionaiisme tenaga pemerlksa dan aparatur pengawasan Program peningkatan profesionaiisme tenaga pemerlksa dan aparatur pengawasan 

21.01. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 
21.02. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 
21.03. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Pengawasan 
91 OA Peningkatan Kualitas Penqawas 

f-jral Koordinasi 

SKPD'Bagian TeiVait: 
1 
2 
3. 
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22. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 

22.01. 
22.02. 

Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 22.01. 
22.02. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 
22.03. Dst.... 
23. Program optimalisasi pemanfaatan teknoiogi informasi 
23.01. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 
23 02 Dst 
24. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 
24.01. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 
94 09 £H.U£. Unit Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus Pengaduan 
£3. 

ZO.Ul. 

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah £3. 

ZO.Ul. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 

25.02. Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi 
25.03. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum 
25.04. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik 

25.05. Dst.... 
26. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
26.01. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 
9fi 09 P^nv/iiciinan roni-ana Vpria ranfannan norahiran noniriHonia.iinHannan rciijuouiiaii iciiuciiio hcjjct iailuciM^ciii ^cioiuiciii } j c i U I I U C I I I H Uliuaiigaii 

9fi 03 1 aniclaci ranf*Ofman niaraliiran nontnHann.iinflaniaan LC^ioiosi laiiuciiigaM ^ciaiuictii pciUMUalig uiiUaiiLjaii 
9R 04 Pacilitaci cncialicaci np^ahiran nortpnilann.iifiHarman raoiiildoi oUsldlloool pciaLUidll pclullUdll^ Uiiudii^dll 
OR OR DliKflL̂ aci narafiIran nfinmHann iinHannan rUUiiKdai pciolUidil (JciUiiUdiig UiiUdiiuoll 
9R0R Iraiian norafiiran noniniHann.iinilannan Haorah tarhaHan noratiiran nDnirnlann.iinrrannan uann î djiaii fjcidiuidll pGiuiiUaiiy-uiiUdiigdii Udcidii iciiidUdp pcidiuidii [jciuiiudiiu uiiudiigdii yailu 

baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 
Iraiian norafiiran noniniHann.iinilannan Haorah tarhaHan noratiiran nDnirnlann.iinrrannan uann î djiaii fjcidiuidll pGiuiiUaiiy-uiiUdiigdii Udcidii iciiidUdp pcidiuidii [jciuiiudiiu uiiudiigdii yailu 

baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 
Iraiian norafiiran noniniHann.iinilannan Haorah tarhaHan noratiiran nDnirnlann.iinrrannan uann î djiaii fjcidiuidll pGiuiiUaiiy-uiiUdiigdii Udcidii iciiidUdp pcidiuidii [jciuiiudiiu uiiudiigdii yailu 

baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 

26.07. Penyusunan Produk Hukum Daerah 
26.08. Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara Hukum 
26.09. Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH) 
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 
27.01. Fasilitasi penyiapan data dan Informasi pendukung proses pemekaran daerah 
27.02. Fasilitasi percepatan penyerahan PSD dan daerah induk ke daerah pemekaran 
27.03. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wllayah administrasi antar daerah 
27.04. Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru 
27.05. Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Administrasi Pemerintahan Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Administrasi Pemerintahan 

27.06. 
27.07. 

Fasilitasi Dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa 27.06. 
27.07. Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa 
28. Program Kelitbangan/lnovasl Daerah 
28.01. Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan teknoiogi 
28.02. Iptek Bagi Wilayah 
28.03. Pengkajian aktual Bidang Sosial dan Pemerintahan 
28.04. Pengkajian aktual Bidang Ekonomi dan Pembangunan 
28.05. Pengkajian aktual Bidang Pemerintahan dan Keuangan daerah 
28.06. Pengkajian aktual Bidang Ekonomi dan Pembangunan 
28.07. Pengkajian Aktual Bidang Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan 
28.08. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kelitbangan 
28.09. Fasilitasi Pengembangan Desa Inovatif Di Kabupaten Pacitan 
9ft 10 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan 

SriFO/e^s^an Pemrakarsa 

SKPD'Bagian Terkait: 

2 . 7 
3. 

7 7 
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28.11. Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan 
28.12. Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan 
28.13. Penelitian Regroupplng Sekolah Dasar Di Kabupaten Pacitan 
28.14. Penelitian Analisa Dampak Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Terhadap Tingkal Konsumsi 

Ikan Anak Sekolah 
28.15. Penelitian Pengelolaan Keselamatan Wisata Alam Di Kabupaten Pacitan 
28.16. Penelitian Pengembangan Kawasan Pelabuhan Laut Di Kabupaten Pacitan 
28.17. PGneiitian Pembanounan Jalur Linokar Di Kabunafen Pacitan 
28.18. Penelitian Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Di Kabupaten Pacitan 
28.19. Penelitian Pemanfaatan Teknoiogi Pengolahan Biofarmaka Di Kabupaten Pacitan 
on on 
28.20. Penelitian Pengelolaan Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Projob, Pro Poor, Poor Growth, 

Pro Environment Di Kabupaten Pacitan 
ppnelitian Ffpktiuttflft Prnnrflm PensnnniilJinnsn Kemiskinan TerhaHan Keseiahteraan 

Masyarakat Di Kabupaten Pacitan 
28,22. Penelitian Pengalokasian Belanja Pembangunan Berdasarkan Isu Strategis Daerah 

28.23. Penelitian Pengembangan Komoditas Pertanian 
30. Program peningkatan profesionaiisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 

30.01. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 
30.02. Peningkatan Kualitas Pengawas 
30.03. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Pengawasan 
31. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 

31.01. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 
32. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 
32.01. Unit pengaduan masyarakat dan penanganan kasus pengaduan 
33. Program pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH bidang pemerintahan umum 

33.01. Penuyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
33.02. Penyusunan EKPPD 
33.03. Penyusunan LKPJ 
33.04. Penyusunan LPPD 
33.05. Pembinaan dan evaluasi kinerja kecamatan 
34. Program koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang administrasi 

pembangunan 
34,01. Peningkatan profesionaiisme dan pemahaman personil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

34.02. Koordinasi pelaksanaan administrasi pembangunan 
34.03. Sosialisasi Pengadaan Barang / Jasa 
34.04. Pembinaan Jasa Konstruksi 
34.05. Pelaksanaan Sistem Monitoring Informasi TEPRA (SISMONTEP) 
34.06. Peningkatan Evaluasi dan Peiaporan Pelaksanaan Pembangunan 
34.07. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 
34.08. Penuyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 
34.09. Pelaksanaan pemilihan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULP) 

35. Program koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring bidang administrasi perekonomian 

35.01. Peningkatan koordinasi dan pengendalian program raskin 
35.02. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang perekonomian 
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35.03. 

35.04. 
35.05. 
35.06. 

35.07. 
35.08. 
35.09. 
35.10. 

35.11. 

36. 
36.01. 

37. 
37.01. 

37.04. 
37.05. 
37.06. 
37.07. 

37.08. 
37.09. 
37.10. 
37.11. 
38. 
38.01. 
38.02. 
38.03. 
38.04. 
39. 
39.01. 
39.02. 
39.03. 
39.04. 
40. 
40.01. 

40.02. 
40.03. 
40.04. 
40.05. 
40.06. 
40.07. 
40.08. 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat Yang Bertujuan Agar Masyarakat 
Mengetahui, Memahami dan Mematuhl Ketentuan dl Bidang Cukai 
Koordinasi pelaksanaan pembangunan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 
Pemantauan dan pengawasan penyaluran saprodi 
Koordinasi pelaksanaan pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri, Perdagangan 

Peningkatan stabllitas harga sembako 
Peningkatan koordinasi pemasaran produk daerah 
Koordinasi dan fasilitasi industri kecil pedesaan 
Koordinasi pelaksanaan pembangunan Bidang Pariwisata. Ekonomi Kreatif, Penanaman Modal, 
BUMD dan Perbankan 

Koordinasi pelaksanaan pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Program Sosiallsal Ketentuan dl Bidang Cukai 
Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada 
masyarakat dan/atau pemangku kepentingan. serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dl bidang cukai 

Program optimalisasi pemanfaatan teknoiogi informasi 
Pelayanan Keprotokolan 
Penerbitan tabloid, majalah, leaflet dan bookleaf 
Penyebar Luasan Informasi Pembangunan Daerah 
Penyebariuasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat 
Pengembangan website pacllankab.go.ld 
Peningkatan Layanan Akses Teknoiogi Informasi bagi Masyarakat 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melalui implementasi E-Procurement 

Pengelolaan Data Secara Elektronik 
Penyebariuasan Informasi Melalui Siaran Radio 
Pengembangan e-gov 
Pengadaan alat studio 
Program Peningkatan Kerjasama Daerah 
Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha /Lembaga 
Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah 
Pengembangan wllayah perbatasan 
Koordinasi kerjasama pembangunan yang ditangani 
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 
Pertimbangan Hukum. Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara Hukum 
Peningkatan Slstim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH 
Penyusunan Produk Hukum Daerah 
Program Penataan Daerah Otonom 
Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang administrasi pemerintahan 

Penamaan Rupabumi Wilayah 
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 
Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa 
Penyusunan Raperda tentang Desa 
Penyusunan Raperbub tentang Desa 
Fasilitasi BPD 
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

P3fp| Koprriingsi 
£Kf D/ £33120 Penraharsa 

SKPO' Eagian TerKait: 
•» 
7 
3. 
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41. 

41.01. 

41.02. 
41.03. 
41.04. 
41.05. 
42. 
42.01. 

42.02. 
42.03. 
42.04. 
42.05. 
42.06. 
42.07. 
42.08. 
42.09. 

42.10. 

42.11. 
42.12. 
43. 
43.01. 
43.02. 
43.03. 
43.04. 
43.05. 

43.06. 
43.07. 
44. 
44.01. 
44.02. 
44.03. 
Am. 
45. 

45.01. 
45.02. 
45.03. 
45.04. 
45.05. 
45.06. 
45.07. 

45.08. 
45.09. 
46. 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

Program koordinasi, fasilitasi, dan monitoring bidang administrasi sumber daya alam 

Koordinasi pelaksanaan pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Money bidang SDA 
Sosialisasi pengelolaan sumber daya air 
Sosialisasi keiestanan pesisir pantai 
Fasilitasi koordinasi pengelolaan wisata geopark 
Program koordinasi, fasilitasi. dan monitoring bidang kesejahteraan rakyat 
Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda 
dan Olahraga 

Koordinasi Pembinaan UKS/M 
Peningkatan Pemberdayaan Lansia 
Penanggulangan NAPZAdan PMS 
Pembinaan Drumband 
Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan 
Fasilitasi Sen! Budaya dan Peringatan Hari Besar Nasiona! 
Peningkatan koordinasi dan fasilitasi organisasi wanita 
Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 
Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Trasnsmiqrasi 
Peningkatan Koordinasi dan fasilitasi Organisasi Pemuda 
Peningkatan koord. dan fasilitasi pengembangan olahraga 
Program peningkatan kerukunan umat beragama 
Pembinaan mental spiritual 
Pembinaan dai dan khotib 
Peningkatan koordinasi bantuan keagamaan 
Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ 
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat 

Monitoring bidang sosial kemasyarakatan 
Monitoring Bantuan hibah dan bansos 
Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 
Peningkatan pelayanan publik 
Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 
Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPM 
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan 
Fasilitasi Pelestarian dan Aktuallsasi Kebudayaan Daerah, Pemuda dan Olahraga 
Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK 
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa 
Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial dan penangulangan kemiskinan 
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 
Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

Fasilitasi Pemungutan Pajak Daerah 
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 
Program Pendidikan Kedinasan 

Parat Koordinasi 

ShFD/Bagian PemraKarsa j 
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3. 



KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 
1 2 

46.01. Pendidikan dan pelatihan teknis 
46.02. Pendidikan penjenjangan struktural 
46.03. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan 
46.04. Pembuatan buku juknis/juklak 
46.05. Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan 
46.06. Peningkatan keterampilan dan profesionaiisme 
47. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 
47.01. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 
47.02. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 
47.03. Pendidikan dan pelatihan leknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 
47.04. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 
47.05. Diklat Teknis ASN 
47.06. Diklat Fungsioanal ASN 
47.07. Pengukuran Kompetensi Aparatur Sipil Negara 
48. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 
48.01. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 
48.02. Seleksi penerimaan calon PNS 
48.03. Penempatan PNS 
48.04. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 
48.05. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepagawaian daerah 
48.06. Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 
48.07. Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 
48.08. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berpreslasi 
48.09. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 
48.10. Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS 
48.11. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 
48.12. Pemberian bantuan penyelenggaran penerimaan Praja IPDN 
48.13. Penyelenggaraan diklal teknis, fungsional dan kepemimpinan 
48.14. Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, 

Penyusunan Pedoman Diklat) 
Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, 
Penyusunan Pedoman Diklat) 

48.15. monitoring, evaluasi dan pelaporan 
48.16. Koordinasi penyelenggaraan diklat 
48.17. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) 
48.18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
48.19. Penempatan PNS 
48.20. Pembinaan PNS dan Non PNS 
48.21. 
48.22. 

Pengurusan Kesejahteraan Pegawai 48.21. 
48.22. Ujlan Dinas dan Penyesualan Ijazah 
48.23. Pemeliharaan dan Pengadaan Kartu Identitas Pegawai (KIP) 
48.24. Administrasi Kepegawaian 
48.25. Administrasi Pensiun 
48.26. Administrasi jabatan Fungsional 
48.27. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
48.28. Pengelolaan LHKPN dan LHKASN 
HO.£y. remeiinaraan Mrsip rivo 
48.30. Pengukuran Kompetensi Aparatur Sipil Negara 
48.31. Penyusunan Formasi Pegawai 
48.32. Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 
48.33. 
49. 

Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 48.33. 
49. Peningkatan Kapasitas Keiembagaan Pemerintah Daerah 

Parat Koordinasi 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

SKPD' Bagian lerkail: 
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KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 
1 2 

49.01. Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara 
49.02. Monitoring, Evaluasi dan Analisis Keiembagaan Pemerintah Daerah 
49.03. Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Unit Kerja Keiembagaan 
50. Program Peningkatan Pendapatan Daerah 
50.01. Intensifikasi dan Ekstensiflkasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 
50.02. Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah 
50.03. Operasional Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah 
50.04. Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah 
50.05. Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah 
50.06. Peningkatan Pengelolaan Benda-benda Berharga/ Karcis Daerah 
50.07. Optimalisasi Penerimaan PBB P2 
50.08. Pengembangan Sistem Informasi PBB P2 
50.09. Pemutakhiran Data dan Pendampingan PBB P2 
50.10. Pemutakhiran Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah 
50.11. Penvusunan Penoelolaan Administrasi Pembukijan Pendanatan Daerah 

1 w J I T U W U I 1 W I I V I IM V I V l W l 1 f i U I I i l l II w v V wl 1 V I I 1 W i * W l 1 1 V * 1 W V V I U I 1 V l U l 1 

51. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Bidang Administrasi 
Pemerintahan 
Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Bidang Administrasi 
Pemerintahan 

51.01. Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Administrasi Pemerintahan Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Administrasi Pemerintahan 

51.02. Fasilitasi Dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
51.03. Penyusunan Kebijakan Bidang Pemeritahan Desa 

BUPATI PACITAN 

z^ 
INDARTATO 



Lampiran III : Peraturan Bupati Pacitan 
Nomor : 
Tanggal : 

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

SUSUNAN REKENING PENDAPATAN 

TAHUN ANGGARAN 2017 

Kode Uraian 

1 2 

4. PENDAPATAN DAERAH 
4.1. Pendaoatan Asli Daerah 

4.1.1. Has!! Paiak Daerahll 
1 1M W 1 • 1 M l M1 % Xtr U w l M I I P / 

4.1.1.01. Paiak Hotel 

4.1.1.01.01. Hotel Bintano I ima Rerlian 
1 I v l V I L J i l l l U i IM L l l MM W l l l u L 1 

4.1.1.01.02. Holfil Bintann 1 ima 
1 I w t V l b l l M L U i l M L I M I M 

4.1.1.01.03. Hotel Bintano Pmnat 
i 1 V l V l U l l 1 LU i IM L I 11 V U h 

4.1.1.01.04. Hotel Bintano Tioa 
1 1V L v | W l l f i U I IM 1 I M M 

411 01 05 Hotel Bintano Diia 

4.1.1.01.06. Hotel Bintano Satu 
1 i V |w l W N i L U l iM LU 

4.1.1.01.07. Hotel Melati Tloa 
1 I V L V i m V i U L I I I M U 

4.1.1.01.08. Hotel Melati Dua 

4.1.1.01.09. Hotel Melati Satu 

4,1.1.01.10. Motel 

411 0111 Cottaop 
W V L L U V V -

4.1.1.01.12. Ln^msn/Rumah Ppnninanan/Pp^annnraha/Hn t̂pl/RMmah Kn^ 
L W M I V I U I L M M l U l l 1 V I IMH I M V U l U i V < J U l IMM* l U J J 1 V V l V u 1 \ U l MMl 1 1 W v 

4.1.1.01.13. Wî ma Pariwisata 
• • 1 V I I U 1 U i 1 V V 1 W L u 

4.1.1.01.14. Gubuk Pariwisata 
4.1.1.01.15. Dst.... 
4.1.1.02. Pajak Restoran 

4.1.1.02.01. Restoran 
41 1 02 02 Rumah Makan 

4 1 1 07 03 Caf̂  
V / O I C 

41 1 n7 04 
4 . 1 , 1 , U £ . U H . 

i\diiuil 
4 1 i 07 OR 
* t . 1. 1 , U £ . U U . 

rxoicL 11 l u 
4 1 1 07 Ofi 
* t . t . t . U £ . U U . 

\Wan inn V1 d l U l nj 

4.1.1.02.07. Bar 
4.1.1.02.08. Jasa Boga 

4.1.1.02.09. Dst... 

4.1.1.03. Pajak Hiburan 

4.1.1.03.01. Tontonan Fiim/Bioskop 
4.1.1.03.02. Pagelaran Kesenian/Muslk/Tari/Busana 
4.1.1.03.03. Kontes Kecantikan 
4.1.1.03.04. Kontes Binaraga 
4.1.1.03.05. Pameran 

4.1.1.03.06. Diskotik 

4.1.1.03.07. Karaoke 

4.1.1.03.08. Klub Malam 

Paraf Hiefwki 

Sekda Y 
Paraf Koordinasi 

SKPO/ Bagian Pemrakarsa 

SKPD' Bagian Tcikail: 
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Kode 

1 2 

4.1.1.03.09. Sirkus/Akrobat/Sulap 
4.1.1.03.10. Permainan Biliar 
4.1.1.03.11. Permainan Golf 
4.1.1.03.12. Permainan Bowling 
4.1.1.03.13. Pacuan Kuda 
4.1.1.03.14. Balap Kendaraan Bermotor 
4.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan 
4.1.1.03.16. Panti Pijat/Refleksi 
4.1.1.03.17. Mandi Dap/Spa 
4.1.1.03.18. Pusat Kebugaran 
4.1.1.03.19. Pertandingan Olahraga 
4.1.1.03.20. Dst 
4.1.1.04. Pajak Reklame 

4.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 
4.1.1.04.02. Reklame Kain 
4.1.1.04.03. Reklame Melekat/Sf ker 
4.1.1.04.04. Reklame Selebaran 
4.1.1.04.05. Reklame Berjalan 

4.1.1.04.06. Reklame Udara 

4.1.1.04.07. Reklame Apung 
4.1.1.04.08. Reklame Suara 

4.1.1.04.09. Reklame Film/Slide 
4.1.1.04.10. Reklame Peragaan 
4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 
4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 
4.1.1.07. Pajak Parkir 

4.1.1.07.01. Pajak Parkir 

4.1.1.08. Pajak Air Tanah 

4.1.1.08.01. Pajak Air Tanah. 
4.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet 

4.1.1.09.01. Pajak Sarang Burung Walet 
4.1.1.11. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 

4.1.1.11.01. Asbes 
4.1.1.11.02. Batu Tulis 

4.1.1.11.03. Batu Setengah Permata 

4.1.1.11.04. Batu Kapur 

4.1.1.11.05. Batu Apung 

4.1.1.11.05. Pajak Mineral bukan logam 

4.1.1.11.07. Pajak Batuan (non slrtu) 

4.1.1.11.08. Pajak Batuan (sirtu) 

4.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

4.1.1.12.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan 

4.1.1.13. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

4.1.1.13.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Paraf Hieraf III 

Sehda 

Asisten 

fl 
Kabag 

Paraf Koordinaci 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

SKPO' Bagian Terkait: 
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2. 
3. 



70 

Kode w l o i o l 1 

1 2 
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 
4.1,2.01. Retribusi Jasa Umum 
4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 
4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
4.1.2.01.03. Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil 
4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 
4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 
4.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar 
4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
4.1.2.01.03. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
4.1.2.01.09. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 
4.1.2.01.10. Retribusi Pelayanan Pendidikan 
4.1.2.01.11. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
4.1.2.01.12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 
4.1.2.01.13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
4.1.2.01.14. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
4.1.2.01.15. dst 
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 

4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
4.1.2.02.02. Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan 
4.1.2.02.03. Retribusi Tempat Pelelangan 
A 4 f\ A O A i 

4.1.2.02.04. Retribusi Terminal 
4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 
4.1.2.02.06. Retribusi Tempat Penglnapan/Pesanggrahan/Villa 
4.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan 

4.1.2.02.09. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 
4.1.2.02.10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

4.1.2.02.11. Retribusi Penyeberangan di Air 
4.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 
4.1.2.02.14. Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan dan IB 

4.1.2.02.15. Retribusi Pngelolaan Sarang Burung Walet dan Sejenisnya 

4.1.2.02.16. Retribusi Pengelolaan Pengambilan Rumpul Laut 

4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 

4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
4.1.2.03.02. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 

4.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek 

4.1.2.03.05. Retribusi Izin Usaha Perikanan 

4.1.3. Has!! Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

4.1.3.01, Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan MilikDaerah/BUMD 

4.1.3.01.01. Bank Jatim 

4.1.3.01.02. Bank Perkreditan Rakyat 

4.1.3.01.03. Perusahaan Daerah Air Minum 
4.1.3.01.04. Penjsahaan Daerah Batu Alam 

Paraf Hierarki 

Sekda V 
Asisten 

Kabag 
"ukum 

Paraf Koordinasi r-̂  
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

SKPD' Bagian Terkait: 
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Kode Uraian 
4 

1 2 

A A 1 nA n c 4.1.O.01.00. 1 mm At A 

UBIBAM 
4.1.3.02. Bagian Laba atas penyertaan modat pada Perusahaan Milik 
M A O n o A 4 

4.1.3.02.01. BUMN 
4.1.3.03. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta 
1 d n n o n 4 

4.1.3.03.01. Perusahaan Patungan 
MAM 

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
MAM OA 

4.1.4.01. Has!! Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 
MAM nA nM 

4.1.4.01.01. Pelepasan Hak Atas Tanah 
J 4 ji nA n n 

4.1.4.01.02. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai 
MAM n t n o 

4.1.4.01.03. Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai 
4.1.4.01.04. Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 
4.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas roda dua 
4 M 4 n t n n 

4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas roda empat 
MA M n4 n ^ 

4.1.4.01.07. Penjualan Drum Bekas 
A A A n4 f\Q 

4.1.4.01.08. Penjualan Hasil Penebangan Pohon 
MA M f\A f\/\ 

4.1.4.01.09. Penjualan Lampu Hias Bekas 
A A A A 4 A A 

4.1.4.01.10. Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan 
J il J nM A M 

4.1.4.01.11. 
Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas 

4.1.4.01.12. Penjualan Obat-obatan dan has!) farmasi 
4.1.4.01.13. Penjualan hasil pertanian 
4.1.4.01.14. Penjualan hasil kehutanan 
4.1.4.01.15. Penjualan hasil perkebunan 
4.1.4.01.16. Penjualan hasil petemakan 
4.1.4.01.17. Penjualan hasil perlkanan 
MM MOM 4 n 

4.1.4.01.18. Penjualan hasil sltaan 
4 M 4 nM M n 

4.1.4.01.19. dsL 
4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 

4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 

4.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas 
4.1.4.02.03. Jasa Giro Dana Cadangan 

4.1.4.03. Pendapatan Bunga Deposito 

4.1.4.03.01. Rekening Deposito pada BPD 
4.1.4.03.02. Rekening Deposito Pada BRI 
MAM n n A A 

4.1.4.03.03. Rekening Deposito Pada BNI 
MAM n n n M 

4.1.4.03.04. Pendapatan Bunga Piutang 
M A 4 A A A ^ 

4.1.4.03.05. Rekening Deposito pada Bank Mandin 

4.1.4.04. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

4.1.4.04.01. Kerugian Uang 

4,1.4.04.02. Kerugian Barang 

4.1.4.05. KomisI, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah 

4.1.4.05.01. Penerimaan Komisi dari penempatan Kas Daerah 
4.1.4.05.02. Penerimaan Potongan dari.... 

4.1.4.05.03. Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari 

4.1.4.05.04. Dst 

Paraf Hietwki 

Sekda Y 
Asislen 

fl 
Kabag 
"uVuni 
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Kode 
1 w w w 

1 i P A r A n 

uidian 
1 2 

4.1.4.06. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 
4.1.4.06.01. Bidang Pendidikan 
A A 4 A A n A 

4.1.4.06.02. Bidang Kesehatan 
d J d A A n A 

4.1.4.06.03. Bidang Pekerjaan Umum 
4.1.4.06.04. Bidang Perumahan Rakyat 
4.1.4.06.05. Bidang Penataan Ruang 
4.1.4.06.06. Bidang Perencanaan Pembangunan 
4.1.4.06.07. Bidang Perhubungan 
4.1.4.06.09. Bidang Pertanahan 
4.1.4.06.10. Dst 
4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 1} 
4.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak Hotel 

4.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak Restoran 
4.1.4.07.03. Pendapatan Denda Pajak Hiburan 
4.1.4.07.04. Pendapatan Denda Pajak Reklame 
4.1.4.07.05. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 
4.1.4.07.07. Pendapatan Denda Pajak Parkir 
4.1.4.07.08. Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah 
4.1.4.07.09. Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 

4.1.4.07.10. Pendapatan Denda Pajak Lingkungan 

4.1.4.07.11. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

4.1.4.07.12. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

4.1.4.07.13. Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi 1) 

4.1.4.08.01. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 

4.1.4.08.02. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 

4.1.4.08.03. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu 

4.1.4.08.04. Dst 

4.1.4.09. Pendapatan Hasil EksekusI atas Jaminan 

4.1.4.09.01. Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan 

4.1.4.09.02. Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame 

4.1.4.09.03. Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman 
4.1.4.09.04. Dst 

4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 

4.1.4.10.01. Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 

4.1.4.10.02. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan 

4.1.4.10.03. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan 

4.1.4.10.04. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas 

4.1.4.10.05. Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka 

4.1.4.10.06. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja non gaji dan 

4.1.4.11. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 

4.1.4.11.01. Fasilitas Sosial 

4.1.4.11.02. Fasilitas Umum 

4.1.4.11.03. Dst 

Paraf Kieratkl 

Sekda Y 
Asislen 4 Kabag 
"ukum 

Paraf Koordinasi 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

SKFD'Bagian Tctkail: 
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Kode 

1 2 

4.1.4.12. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
4.1.4.12.01. Uang Pendaftaran/Ujian Masuk 
4.1.4.12.02. Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan . 
4.1.4.12.03. Uang Ujlan kenaikan tingkat/kelas 
4.1.4.12.04. Dst 
4.1.4.13. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah 
i A A AO OA 

4.1.4.13.01. 
Angsuran/Cicllan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III 

A 4 M AO r\0 

4.1.4.13.02. Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 
A A A AO n o 

4.1.4.13.03. Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah 
4.1.4.14. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 

4.1.4.14.01. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat 
4.1.4.15. Pendapatan dari BLUD 
4.1.4.15.01. Pedapatan Dari BLUD 
4.1.4.16. Pendapatan Laln-lain 
4.1.4.16.01. Pendapatan Lain-Lain 

A A A A n n n 

4.1.4.16.02. Pendapatan dari hasil perjanjlan kerjasama 
J 4 A A ^ 

4.1.4.17. Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP 

4.1.4.17.01. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan 
4.1.4.17.02. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tanjungsari 
4.1.4.17.03. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kebonagung 
4.1.4.17.04. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ketro Wonojoyo 
4.1.4.17.05. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Arjosari 
4.1.4.17.06. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedungbendo 
A A A A ^ n ^ 

4.1.4.17.07. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Punung 

4.1.4.17.08. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gondosari 

4.1.4.17.09. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pringkuku 
4.1.4.17.10. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Candi 

4.1.4.17.11. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Donorojo 

4.1.4.17.12. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kalak 

4.1.4.17.13. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ngadirojo 

4.1.4.17.14. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wonokarto 

4.1.4.17.15. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tulakan 

4.1.4.17.16. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bubakan 

4.1.4.17.17. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sudimoro 

4.1.4.17.18. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sukorejo 

4.1.4.17.19. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalombo 

4.1.4.17.20. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gemaharjo 

4.1.4.17.21. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Nawangan 

4.1.4.17.22. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pakisbaru 

4.1.4.17.23. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar 

4.1.4.17.24. Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jeruk 
4.2. Dana Perimbangan 

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagl Hasil Bukan Pajak 

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 

Paraf HicrMi 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
•'liturx f 

Paraf Koordinasi 
SKFD/ Bagian Pemrakarsa > 
5KFD'Bagian Terkait: 
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2. 
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Kode Uraian 

4 2 

4.2.1.01.01. Bagi Hasil dan Pajak Bumi dan Bangunan 
4.2.1.01.02. Bag! Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
A o 4 OA n o 

4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang 
j< OA nA nA 

4.2.1.01.04. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
A o A no 

4.2.1.02. Bag! Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 
A n A nn nA 

4.2.1.02.01. Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan 
A n A nn n n 

4.2.1.02.02. Bag! Hasil dari Provlsi Sumber Daya Hutan 
And nn nn 

4.2.1.02.03. Bagi Hasil dan Dana Reboisasi 
A n A n n n A 

4.2.1.02.04. Bag! Hasil dari luran Tetap (Land-rent) 
A n A nn nc 

4.2.1.02.05. Bagi Hasil dari luran Ekspiorasi dan luran Eksploitasi (Royaiti) 
A n A n n n n 

4.2.1.02.06. Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 
And nn no 

4.2.1.02.07. Bag! Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 
And nn nn 

4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 
4.2.1.02.09. Bag! Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 

4.2.1.02.10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 
And nn A A 

4.2.1.02.11. 
Ann 

4.2.2. Dana Alokasi Umum 
A n n t\A 

4.2.2.01, Dana Alokasi Umum (DAU) 
4 9 1 14 14 
4.2.2.01.01. 

Dana Alokasi Umum 
4 11 
4.2.3. 

Dana Alokasi Khusus 
A n n nA 

4.2.3.01. Dana alokasi khusus FIsik 
Ann nA nA 

4.2.3.01.01. Dana alokasi khusus Regular 
L n n nA nn 

4.2.3.01.02. Dana Alokasi Khusus Penugasan 
4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 

4.2.3.02.02. Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD) 
Ann nn nn 

4.2.3.02.03. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD) 
Ann nn nc 

4.2.3.02.05. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) 
ii o ^ nn nn 

4.2.3.02.06. 
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keiuarga 

A n n nn no 

4.2.3.02.07 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Keal Dan Menengah Dan 

4.2.3.02.08. r x Fx 1 ft _l ' ' 1 ' \t _l _t 1 

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 
4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

4.3.1. Pendapatan Hibah 
4.3.1.01. FX _ l I 1 1'l_ l _ _ l • Fx * ft l _ 

Pendapatan Hibah dan Pemenntah 
And nA nA 

4.3.1.01.01. Pemerintah 
A n A nn 

4.3.1.02. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya 
And nn nd 

4.3.1.02.01. Pemerintah Daerah 
A n A nn nn 

4.3.1.02.02. Dst 

4.3.1.03. Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasl swasta dalam negeri 

4.3.1.03.01. PT. DWI KARYA BANGKIT SEJAHTERA 
A n A nn nn 

4.3.1.03.02. Dst 

4.3.1.04. Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan 

4.3.1.04.01. Kelompok masyarakat/perorangan. 

4.3.1.04.02. Dst 
4.3.1.05. Pendapatan Hibah dari Luar Negeri 

Paraf Hiewki 

Sekda 

Aslsten 

Kabag 4 
Paraf Koordinasi 
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Kode Uraian 

i 1 9 
2 

Pendapatan Hiban dan Bilateral 
A o 4 n c M 4.0.1.U0.D2. Pendapatan Hibah dan Multilateral 
All n c m 
4.0.1.05.03. Pendapatan Hibah dari Donor lainnya 
A "i 4 n c n/i 4 . 0 . 1 . U 0 . U 4 . r\ft 

4 .0.£. I S m * % r^'*pitr«*t 

uana uarurac J ft 9 n i Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam 
d ft 0 n i n i Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam 
j< 9 1 n i m 4.O.2.U1.02. 
i 9 9 
4 . 0 . 0 . 

^\ — *— — M — 111— '1 TX • — 1 J 1 Fx 1 

Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi 
4.3.3.01. — . - - ^X t 1 1 — — * l FX T • J t WX * t 

Dana Bag! Hasil Pajak dari Provinsi 
19 9 n i n i 

4.3.3.01.01, 
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 

1 9 9 ftl n 9 
4 .O .0.U1.U0. 

Bag! Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
A ft ft n i n c Bag! Has!! dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
i ft ft n i O R 

4.0.0.UI.IJ0. 

D A m U A P il nnn A I A I / D A A A A rv* V * I I A n y4 A A ^ ^ A m A n f A A ( A A A !r D A I - I A VO T A A A I X 

•agi nasi! oan rajaK rengamoiian oan pemantaatan Air Bawah Tanah 
J1 ft ft n i m 4.0.0 .0 i.U/. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 
1 9 9 n i n o 4.0.0.OI.U0. Bagi Hasii Dan Pajak Kokok 
d ft ft m n o 4.o.o.U1.0y. D A A a t_] A A l l ^ T A F A t I I A A A A I A A 1 t\fm ^T A V^ A A TTwM IH A A n A M 

Bagi Hasil Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbangan 
d ft ft n i i n 4.O.O.U1.10. D A A A A a t a A A A O I I v ^ t ^ A A A A A ^ ^ l i * A1« I I I t ^^^0\ 

Penenmaan Sumbangan Pihak III {SP3) 
d ft ft nft 4 . 0 . 0 . U 2 . Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3) 
d ft ft m n i 4.O.O.U2.01, Dana Bagi Has!! Pajak dari Provinsi. 
19 9 n o n o 

4.3.3.02.02. 
r\r,t 

d ft 9 nft 4.O.O .U0. Dana Bag! Has!! Pajak dari Kabupaten 3) 
19 9 nft n i 

4.3.3.03.01. 
Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten. 

19 9 nft n o 

4.3.3.03.02. 19 9/11 
4 . 0 . 0 . U 4 . 

^ A A A n — _s I _ I A A ? I n^!—.Ir J A - S I / — a— \̂ 
Dana Bagi Hasil Pajak dan Kota 3} 

4.3.3.04.01. Dana Bag! Hasil Pajak dari Kota. 

4.3.3.04.02. 
d 9 d 4 . 0 . 4 . Dana Penyesualan dan Otonomi Khusus 
1 9 d / I I 

4.0.4 .01. 
Dana Penyesualan 

19 1 n i n i 

4.3.4.01.01. 
uana Bub 

1 ft 1 n i n o 4.0.4.U1.02. Dana Penyesuaian. 
d ft d 0 9 4 . 0 . 4 . U 2 . uana uionomi i\nusus 
1 0 1 n o n i 
4.3.4.02.01. 

Dana Otonomi Khusus. 
1 0 1 n o n o 
4.3.4.02.02. 

Dana Desa 

4.3.5. Bantuan keuangan dari propinsl atau pemerintah daerah lainnya 
i A 1* nA 

4.3.5.01. Bantuan keuangan dari provinsi 

4.3.5.01.01. Bantuan keuangan dari Provinsi. 
A n c nA nn 

4.3.5.01.02. Dst 
A 0 e A A 

4.3.5.02. 
Bantuan keuangan dari kabupaten 

d ft c nft ni 
4 .0.O.UZ.U 1, 

R^ofiion \/t^tionnofi r^on l̂ ^sKitn f̂Dn DdiUUon nvUdl l^ d i l UdU rXdUUpdlvn 

4.3.5.02.02. Dst 
4.3.5.03. Bantuan keuangan dari kota 

4.3.5.03.01. Bantuan keuangan dari Kota 

4.3.5.03.02. Dst 

Paral Hifiarti 

Sekda 
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Kabag 
"ukum fl 
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Kode Uraian 

1 2 
O 
0. PENDAPATAN•LO 
O 4 0 . 1 , n ^ ft 1 ^ft Jl n A V A ti A m I FX A ^FX Alt irx A FX t I cx 

PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) • LO 
O 1 4 

8.1,1. Pendapatan Pajak Daerah - LO 
8.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) • LO 
8.1,1.01.01. PKB - Mobil Penumpang - Sedan • LO 
f\ A A n j f\n 

8.1.1.01.02. PKB • Mobil Penumpang - Jeep • LO 
n A A nA nn 

8.1.1.01.03. PKB - Mobil Penumpang • Minibus • LO 
Q A A flA n A 

8.1.1.01.04. 
n i y n ft • L ' l FX 1 1 ' i_ 1 A\ 

PKB • Mobil Bus - Microbus - LO 
8.1.1.01.05. n i > n ft A L'l n — n • FX 

PKB - Mobil Bus - Bus - LO 
o A A nA nc 

8.1.1.01.06. PKB • Mobil Barang/ Beban - Pick Up • LO 
fi A A nA no 

8.1.1.01.07. 
ft J |_ '1 Fx 1 Fx L 1 ' L • 1 • FX 

PKB - Mobil Barang/ Beban • Light Truck • LO 
n A A nA nn 

8.1.1.01.08. PKB - Mobil Barang/ Beban • Truck - LO 

8.1.1.01.09. PKB • Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 • LO 
8.1.1.01.10. PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 • LO 
8.1.1.01.11. PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO 
n A A nA An 

8.1.1.01.12. Dst 
o 4 4 no 0.1.1.02. ^ \ — A A 1 t I r L 1 A >M A I X A A J A _ A A A O A A & A A O k i t / O \ 1 ^X 

Bea BaliK Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) • LO o 4 4 no nA 

8.1.1.02.01. 
BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan • LO 

fx A A nn nn 

8.1.1.02.02. 
n ^ ft 1 I x n i 1 L. '1 ^x 1 1 ^x 

BBNKB -Mobil Penumpang • Jeep • LO 
n A A nn nn 

8.1.1.02.03. 
n n f t 11 Fn 1 1 L '1 n i 1 ' 'L • FX 

BBNKB -Mobil Penumpang • Minibus - LO 
8.1.1.02.04. BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LO 
n A A n n n n 

8.1.1.02.05. BBNKB -Mobil Bus • Bus - LO 
8.1.1.02.06. BBNKB -Mobil Barang/ Beban • Pick Up - LO 
n A A nn no 

8.1.1.02.07. 
n n f t i i r n a j l - i n 1 Fx 1 1 * l_ ft XF t t FX 

BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO 
n A A nn nn 

8.1.1.02.08. 
n n ft 11 / n lIL'ft̂  I F X L 1 1 FX 

BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO 
fi A A nn n n 

8.1.1.02.09. 
r x p s f t M x n f ^ A A A . ^ A k i A i A - o — A A - J A k 1 A I A A A r f A O I FX 

BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 • LO 
fx A A nn A n 

8.1.1.02.10. 
n r i k f i / n — k i A i A - ^ A _ — J A k i A i A - F ^ — J A O I FX 

BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO 
n A A nn A A 

8.1.1.02.11. 
n n ft 1 n IF J — — — — _ ^x A — . — A A A A ' I A A J ' A ' • ^\ 

BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air • LO 
n A A nn A n 

8.1.1.02.12. DsL 

8.1.1.03, FX * 1 Fx l _ n 1 IF _• F ^ ft -- 1 ^X 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO 
n A A n n n A 

8.1.1.03.01. 
^ft I n I r x t FX ft ^X 

Pajak Bahan Bakar Premium - LO 
n A A nn nn 

8.1.1.03.02. 
fK ft Fx 1 FX 1 Fx I 1 FX 

Pajak Bahan Bakar Pertamax - LO 
8.1.1.03.03. Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LO 

8.1.1.03.04. Pajak Bahan Bakar Solar - LO 
n A A n n n c 

8.1.1.03.05. 
n * 1 FX t- rx 1 ^X 1 Cx 

Pajak Bahan Bakar Gas - LO 
8.1.1.03.06. Dst 
8.1.1.04. Pajak Air Permukaan • LO 

8.1.1.04.01. Pajak Air Permukaan - LO 

8.1.1.05. Pajak Rokok-LO 
fi A A fir OA 

8.1.1.05.01. Pajak Rokok - LO 

8.1.1.06. Pajak Hotel-LO 

8.1.1.06.01. Hotel - LO 

8.1.1.06.02. Motel-LO 

8.1.1.06.03. Losmen • LO 

P3r3t Hier</ki 

Sekda Y 
Asisten Y Kabag 

Paral Koordinasi 
SKPD/ Bagian Pemrakarsa 

SKPD'Bagian Teikait: 
1 . _ 



77 

Kode Uraian 
4 1 2 

n A A nn n A 

8.1.1.06.04. Gubuk Pariwisata-LO 
8.1.1.05.05. Wisma Pariwisata - LO 
fi A A n n nn 

8.1.1.06.06. Pesanggrahan - LO 
fi 4 4 f\n no 

8.1.1.06.07. Rumah Penginapan dan sejenisnya • LO 
0 4 4 no no 
8.1.1.06.08. 

Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) - LO 
o 4 4 no nn 
8.1.1.06.09. 

Cottage - LO 
O 4 4 AT 
8.1,1.07. 

Pajak Restoran - LO 
n A A no nA 

8.1.1.07.01. Restoran • LO 
o 4 A no n n 

8.1.1.07.02. 
X̂. A Ifc 1 • 1 1 ^X 

Rumah Makan - LO 
n A A no nn 

8.1.1.07.03. Kafetaria - LO 
n A A no n A 

8.1.1.07.04. Kantin • LO 
fi 4 4 no nc 

8.1.1.07.05. 
IM f A A . A A 1 CX 

Warung - LO 
o 4 4 nT nn 
8.1.1.07.06. 

Bar - LO 

8.1.1.07.07. Jasa Boga/ Katering - LO 
0 4 4 no no 

8.1.1.07.08. DsL.... 
n 4 4 nn 

8.1.1.08. 
n — T A I I I ' I - I ^x 

Pajak Hiburan • LO 
8.1.1.08.01. Tontonan Film/Bioskop - LO 
n A A nn nn 

8.1.1.08.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO 
n 4 A nn nn 

8.1.1.08.03. Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya - LO 
n A 4 nn n A 

8.1.1.D8.D4. Pameran - LO 
o 4 4 no nc 
8.1.1.08.05. 

Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya - LO 
o 4 4 no nn 
o.l.l.OiJ.Uo. 

oirKus/AKroDat/ouiap - LU 
0 4 4 no A-7 Permainan Bilyar, Golf, Bowling • LO 
0 4 4 no no Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO 
o 4 A nn nn 

8.1.1.08.09. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO 
n A A nn A n 

8.1.1.08.10. 
rx ^ J * ^ X l L 1 FX 

Pertandingan Olahraga - LO 
8.1.1.08.11. Dst 
f\ A A nn 

8.1.1.09. Pajak Reklame • LO 
f\ A A nn nA 

8.1.1.09.01. 
X̂ A ' A1 1 I C\ _ iC\'\\\-. _ - J A / * J 1 f l i — AA £_ A 1 ^ \ 

Pajak Reklame PapatvBillboard/videotron/Megatron - LO 
o A A nn nn 

8.1.1.09.02. Pajak Reklame Kain • LO 
n A A nn nn 

8.1.1.09.03. 
rXA Âl. rX — f I A i lAlAl..AlfFXi-| ^ _ 1 FX 

Pajak Reklame Melekat/Stiker- LO i\ A A nn n i 

8.1.1.09.04. Pajak Reklame Selebaran • LO 
n A A nn nc 

8.1.1.09.05. 
F X f c\ 1 1 n _ ' 1 1 ^x 

Pajak Reklame Berjalan - LO n A A nn n n 

8.1.1.09.06. 
n 1 C\ I I 1 1 J 1 Fx 

Pajak Reklame Udara • LO 
n A A nn no 

8.1.1.09.07. 
F X A ' - I r x — i 1 4 A A A I FX 

Pajak Reklame Apung - LO 
fi A A nn nn 

8.1.1.09.08. Pajak Reklame Suara - LO 
n A 4 nn nn 

8.1.1.09.09. 
r̂ AtAl. O A I tAA...A rtlÂ /Olt̂ A 1 f\ 

Pajak Reklame Film/Slide - LO n A A nn A n 

8.1.1.09.10. 
F X 1 ^ X 1 1 n _ 1 ^X 

Pajak Reklame Peragaan • LO 
8.1.1.09.11. DsL.... 
O 4 4 4n 
8.1.1.10. 

Pajak Penerangan Jalan - LO 

8.1.1.10.01. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LO 

8.1.1.10.02. Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LO 

8.1.1.11. Pajak Parkir - LO 

8.1.1.11.01. Pajak Parkir • LO 

Paraf Hierafki 

Sekda Y 
Asislen Y Kabag 
"ukum 

Paraf Koordinasi 
SKPO/Bagian Pemrakarsa 

SKPD' Bagian Terkait: 
1 
9 
ft. . . _ • 
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Kode Uraian 

1 9 
£ 

A l i i ? 
0.1,1.1 £• 

rajaK Air i anan • L U 
C3.1.1.12.U1. Pajak Air Tanah - LO 
0 1 4 19 
0.1.1.13. 

Pajak Sarang Burung Walet - LO 
0 1 1 19 m Pajak Sarang Burung Walet - LO 
0 4 4 4 4 
0.1.1.14. 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO 
0 1 1 4 4 n4 Asbes - LO 
0 4 4 4 4 no 0.1.1.14.02. Batu Tulis • LO 
0 1 1 1 4 n9 0.1.1.14.03. Batu setengah permata • LO 
0 1 1 14 n i 0.1.1.14.04. n A4< I IZ A A 1 . A 1 ^ \ 

Batu Kapur-LO 
0 1 1 4 4 nc 

0.1.1.14.00. 
Batu Apung - LO 

0 1 1 1 4 n c 0.1.1.14.00. Q A 4 | • ^ - U!il_n- [I 1 _M_ 1 ^X 

Batu Permata - LO 
0 4 4 4 4 nP 0.1.1.14.0/. Bentonit-LO 
0 1 1 1 4 n o 0.1.1.14.00. uoiomit- LO 
0 1 1 1 4 n o 0.1.1.14.03. heidspar-LO 
0 1 1 14 i n 0.1.1.14.10. Garam Batu (Halite) • LO 
0 1 1 14 11 
0.1.1.14.11. 

Grant • LO 
0 1 1 14 1 1 
0.1.1.14.12. 

O P A A I I / A A ^ - j A A T i 1 FX 

Granit/Andestt • LO 
0 4 4 4 4 4 9 

8.1.1.14.13. 
/ ^ ? A A 1 FX 

Gips - LO 
0 1 1 14 14 
0.1.1.14.14. 

Kaisit - LO 
0 1 4 4 4 4 C 0.1.1.14.10. I / A A I ^ A 1 FX 

Kaolin - LO 
0 4 4 4 4 AC 

0.1.1.14.1b. 
1 A l l A t l 1 Fx 

Leusit • LO 
0 4 4 4 4 49 8.1.1.14.17. I I A A A A A ! ! 1 F\ 

Magnesit - LO 
0 1 1 14 10 
0.1.1.14.10. 

Mika • LO 
O 4 4 4 4 4 n 
o.l.l.l4.1y. 

L I A P A A A P 1 FX 

Maimer - LO 
0 1 1 1 4 o n 0.1.1.14.20. Niirat- LU 
0 1 1 14 91 
0.1.1.14.21. 

Opsidlen - LO 
0 1 1 1 4 99 
0.1.1.14.22. 

A L A » 1 A 

Uker - Lu 
Q A A 4 A no 
8.1.1.14.23. 

Pasir dan kerikil - LO 

8.1.1.14.24. Pasir Kuarsa - LO 

8.1.1.14.25. Perlit - LO 

8.1.1.14.26. Phospal - LO 
f\ A A A A no 

8.1.1.14.27. 
T A I I , 1 FX 

Talk - LO 
Q 4 4 A A no 

8.1.1.14.28. 
T A A A U O A P A A / f * . . l l A - A A A p t U \ 1 FX 

Tanah Serap (Fullers earth) - LO 
0 4 4 4 4 9 n 
o.1.1.14.2y. 

T A A A k« A^APV* A 1 ^X 

1 anah uiatome - L U 
0 1 1 14 9 n 

0.1.1.14.30. 
T A A A U 1 ! A t 1 FX 

0 1 1 14 9 1 

0.1.1.14.31. 
1 A i i f A A 1 nit irvftl 1 ^1 

lawastAiumj-LU 
0 4 4 4 4 9 9 

8.1.1.14.32. 
T P A A 1 FX 

Tras • LO 
8.1.1.14.33. Yarosif-LO 

8.1.1.14.34. Zeolit-LO 
O A 4 4 A OC 

8.1.1.14.35. Basal - LO 

8.1.1.14.36. Trakit-LO 
8.1.1.14.37. Mineral bukan logam dan lainnya - LO 

8.1.1.15. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO 

8.1.1.15.01. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO 

Paraf Kiera/̂ ki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
•'uku.Ti fl 

Paraf Koordinasi 
SKPD/Bagian Pemrakarsa 

SKPO' Baolan TerkaH: 

7 
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Kode Uraian 
i 
1 2 

S 1 1 1 c 0.1.1,10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) • LO 
Q 4 4 AC f\4 BPHTB - Pemindahan Hak - LO 
(t 1 1 I R n? 
0.1.1.1U.U2. 

brn 1 D - Hemoenan Hak Baru - LO 
ft 1 9 U A A #4 4 n A ^3 J *4w i Ift 1 l i f t I ^ ^ I f t A Im 1 ^ \ 

renaapatan Ketriousi oaerah - LO 
ft 1 9 0 1 0 .1 .2 .U1 . Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO 
a 1 9 m n i Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO 
0 4 9 9 4 9 9 

8.1.2.01.02. Puskesmas keliling - LO 
8.1.2.01.03. Puskesmas pembantu - LO 
fi 4 n n4 n A 

8.1.2.01.04. Balai Pengobatan - LO 
O 4 o A 4 nr 

8.1.2.01.05. 
^x _ _ L A — 1 ' l i t ^X 1- 1 ^ \ 

Rumah Sakit Umum Daerah - LO 
O 4 9 9 4 9 9 

8.1.2.01.06. Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimlliki dan/atau dikelola 
0 4 9 9 4 9 7 
0 . 1 . 2 . U I . U / . Retribusi Pelayanan Kesehatan • LO. 
fl 1 9 n? 
0.1.2.U2. 

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO 
Q 1 9 0 9 m Pengambiian/Pengumpulan Sampah dari sumbemya ke lokasi pembuangan 
Q 1 9 n o n o 0 . I . 2 . U 2 . U 2 . Pengangkutan Sampah dari Sumbemya dan/atau lokasi pembuangan sementara 
0 4 9 9 9 9 9 

8.1.2.02.03. Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO 
0 4 9 9 9 9 4 0.1.2.02.04. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan • LO. 
0 1 9 9 9 

0.1.2.03. Retribusi Penggantian Blaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
0 4 9 9 9 9 4 0.1.2.03.01. Kartu Tanda Penduduk • LO 
0 4 9 9 9 9 9 0.1.2.03.02. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LO 
0 4 9 9 9 9 9 

8.1.2.03.03. 
t / - f t -A . . i ^ j M M i r i - f t A i / . A « _ 1 F\ 

Kartu Identitas Kerja - LO 
0 4 9 9 9 9 4 

8.1.2.03.04. Kartu Penduduk Sementara - LO 

8.1.2.03.05. Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO 
fl 4 A no nn 

8.1.2.03.06. 
1/ — • 1/—. 1. A — — I ^x 

Kartu Keluarga • LO 
fl 4 A n o n o 

8.1.2.03.07. Akta Catatan Sipil • LO 
0 4 A A A A O 

8.1.2.03.08. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil -
0 4 9 9 4 8.1.2.04. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO 
0 4 9 9 4 9 4 8.1.2.04.01. Peiayanan Penguburan/Pemakaman - LO 
0 4 9 9 4 9 9 8.1.2.04.02. Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat • LO 
0 4 9 9 4 9 9 

8.1.2.04.03. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat • LO. 
fl 4 A A C 

8.1.2.05. Retribusi Peiayanan Parkir di Tepi Jalan Umum • LO 
fl 4 A n c n4 

8.1.2.05.01. Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum • LO 
A 4 A A A 

8.1.2.06. Retribusi Peiayanan Pasar - LO 
n A n nn nA 

8.1.2.06.01. Peiataran - LO 
A i t A nn nn 

8.1.2.06.02. 
1 1 F\ 

Los - LO 
fl 4 A n n n o 

8.1.2.06.03. 
1/* — — 1 F\ 

Kios • LO 
A 4 n n n n j 

8.1.2.06.04. Retribusi Pelayanan Pasar - LO. 

8.1.2.07. FX • * l 1 FX *• • / J FX _ 1 — t ^\ 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO 
A 4 A no nA 

8.1.2.07.01. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO 
0 4 9 9 7 9 9 8.1.2.0/.02. KeUiDUSi r t \ D - MODii renumpang • jeep - L U 

8.1.2.07.03. Retribusi PKB • Mobil Penumpang - Minibus - LO 

8.1.2.07.04. Retribusi PKB • Mobil Bus - Microbus - LO 

8.1.2.07.05. Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO 

8.1.2.07.06. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO 

Parar Hiera/ki 

Sekda 

Aslsten 

f Kabag 
"ukum 

Pataf Kootdioasi 
SKFD/ Bagian PemraKarsa 

SKPD' Bagian TeiKait: 
1 
2. 
3-
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Kode Uraian 
4 1 A 

2 
O 4 9 9 7 9 7 

8.1.2.07.07. 
Retribusi PKB • Mobil Barang/ Beban - Light Tmck - LO 

O 4i A A T A f l 

8.1.2.07.08. Retribusi -PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO 
8.1.2.07.09. Retribusi PKB • Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO 
A H4 A A T 4 A 

8.1.2.07.10. Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO 
O 4 A A T 4 4 

8.1.2.07.11. Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO 
n 4 Ft n o 4 A 

8.1.2.07.12. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO. 
D 4 A no 
8.1.2.08. 

^X _ • _< t E n — * 1 H I * Fx I t ft • I • ftx 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO 0 4 9 9a 94 
8.1.2.08.01. 

Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran • LO 
0 4 9 90 99 0.1.2.00.02. Alat Penanggulangan Kebakaran - LO 
0 4 9 90 99 0.1.2.08.03. Alat Penyelematan Jiwa - LO 
O 4 A A O A 4 

8.1.2.08.04. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran La innya-LO 
A H A A A 

8.1.2.09. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO 
A ft A n n Aft 

8.1.2.09.01. Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO 

8.1.2.09.02. Penyediaan Peta Foto - LO 
A ft A A n A A 

8.1.2.09.03. Penyediaan Peta Digital - LO 
O 4 A A A A 4 

8.1.2.09.04. Penyediaan Peta Tematik - LO 
O 4 9 9 9 9C 
8.1.2.09.05. 

^ _ ^ » m^J' — — _ ^ — ft— 1—*— /Aft I f t \ 1 ^ \ 

Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO 
0 4 9 99 90 8.1.2.09.00. Retribusi Penggantian Blaya Cetak Peta • LO. 
O 4 A 4 A 

8.1.2.10. 
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO 

A f t A ft A A ft 

8.1.2.10.01. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO. 
8.1.2.11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO 
A ft A ft ft Aft 

8.1.2.11.01. Rumah Tangga-LO 
A ft n ft ft A A 

8.1.2.11.02. Perkantoran - LO 
fl 4 A ft 4 A A 

8.1.2.11.03. Industn - LO 
0 4 A 4 4 A f t 

8.1.2.11.04. 
Retribusi Pengolahan Limbah Cair • LO. 

O 4 9 4 9 
8.1.2.12. 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang > LO 
n ft A ft A A f t 

8.1.2.12.01. 
A " H l f t t f t I — ftl t ' L — ft 1 1 — — 1 ^ X 

Pengujian Alat-aiat ukur, takar, timbang, dan periengkapannya • LO 
A f t A ft A A A 

8.1.2.12.02. 
n " f t l I f t l l _ 1 1 ^ X 

Pengujian dalam keadaan terbungkus • LO 
8.1.2.12.03. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO. 

8.1.2.13. Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO 

8.1.2.13.01. n 1 n 1 Fx 1' ft'i 1 ftx 

Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan • LO 
A f t A ft A A A 

8.1.2.13.02. 
n 1 |4| ^ F 1 ' 1 ftX 

Pelatihan Teknis - LO 
A f t A ft A A A 

8.1.2.13.03. 
^x 1 *t_ • ^x 1 FX ft'ft'l 1 ^X 

Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO. 
8.1.2.14. FX ft * 1 _ ' F x J 1 * - i l * F - 1 1 ' f - — — 1 1 / X 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO 
8.1.2.14.01. Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LO 

8.1.2.14.02. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO. 

8.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO 

8.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO 

8.1.2.15.02. Laboratorium • LO 
A ft A 4 F A A 

8.1.2.15.03. Ruangan -LO 

8.1.2.15.04. Kendaraan Bermotor - LO 
8.1.2.15.05. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO. 

8.1.2.16. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO 

8.1.2.16.01. Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO 

Paraf Hief3/ki 

Sekda 

Asisten 

f Kabag 

Paral Koord.nasi 
SKFD/Eagian Pemrakarsa // 
SKPO' Bagian Terkait: 
1 
2. 
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Kode Uraian 

4 
1 

A 
2 

ft 4 O 4 C 99 
8.1.2.16.02. 

Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO 
0 4 9 4C 99 Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disedlakan/diselenggarakan oleh Pemerintah 
Q 4 9 4 C 94 
0.1.2.10.04. 

Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO. 
n i l 47 
0.1.2.1 (. 

Retribusi Tempat Pelelangan • LO 
Q 4 9 4 7 94 0.1.2.17.01. Pelelangan Ikan • LO 
0 4 9 47 99 
0.1.2.1/.02. 

pelelangan Temak - LO 
D 4 9 4 7 99 
8.1.2.17.03. 

Pelelangan Hasil Bumi • LO 
0 4 9 47 94 
0.1.2.1/.04. 

Pelelangan Hasil Hutan - LO 
0 4 9 47 9C 
8.1.2.17.05. 

Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan -
Q 4 9 47 90 
8.1.2.17.06. 

^X — L • — — _ — L ^ X 1 — 1 — 1 ^ X 

Retribusi Tempat Pelelangan - LO. 
O 4 9 4 D 
8.1.2.18. 

Retribusi Terminal - LO 
8.1.2.18.01. Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis 
O 4 A 4 fl A A 

8.1.2.18.02. 
Tempat Kegiatan Usaha • LO 

O ft A ft fl A A 

8.1.2.18.03. 
— ' I ' i —— • — ! — — — J " 1 '——1 X F ' I I FX 

Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO 
fl 4 A ft fl A jl 
8.1.2.18.04. 

'1 » T _ ' I I x̂ 
Retribusi Terminal - LO. A 4 A 4 A 

8.1.2.19. 
Retribusi Tempat Khusus Parkir • LO 

fl ft A ft A flft 
8.1.2.19.01. 

Retribusi Peiayanan Tempat Khusus Parkir - LO 
D 4 9 99 
8.1.2.20. 

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa • LO 
fl 4 A A A A f t 

8.1.2.20.01. 
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO 

0 4 9 94 0.1,2.21. Retribusi Rumah Potong Hewan • LO 
Q 4 9 91 94 8.1.2.21.U1. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dlpotong - LO 
Q 4 9 91 99 0.1.2.21.02. Peiayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong • LO 
fl ft A Aft A A 

8.1.2.21.03. 
Retribusi Rumah Potong Hewan • LO. 

O 4 A AA 
8.1.2.22. 

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO 
fl ft A A A A f t 

8.1.2.22.01. 
n 1 ' I * ^\ 1 1 1 FX I L L . 1 FX 

Retribusi Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO 
A ft A AA 
8.1.2.23. 

FX L * l * V ± FX 1 • 1 F X i l _ • FX 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO 
fl ft A A A A 4 

8.1.2.23.C1. 
^ 1 _ T L ^X t • 1 ^ X 

Pelayanan Tempat Rekreasi • LO 
fl ft A A A A A 

8.1.2.23.02. 
Pelayanan Tempat Pariwisata - LO 

fl ft A A A A A 

8.1.2.23.03. Pelayanan Tempat olahraga • LO 
fl ft A A A A 4 
8.1.2.23.04. 

Refribu^ Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO. 
O it A A il 
8.1.2.24. 

Retribusi Penyebrangan Air - LO 
A ft A A ft Aft 

8.1.2.24.01. 
n 1 ^\ t_ ^ X 1 ^ \ 

Pelayanan Penyebrangan Orang - LO 
A f t A A ft A A 

8.1.2.24.02. 
FX 1 n L n 1 ^x 

Pelayanan Penyebrangan Barang - LO A ft A A ft A A 

8.1.2.24.03. 
x̂ t ' L * n t_ ft' 1 x̂ 

Retribusi Penyebrangan Air - LO. 
8.1.2.25. FX L ' i_ * FX * 1 n 1 ftt — ^ X — 1 x̂ 

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO A ft A A C A f t 

8.1.2.25.01. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah • LO. 

8.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO 
A ft A A A A f t 

8.1.2.26.01. Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO 

8.1.2.27. FX L ' l _ * 1 • T L ^ ' 1 ft ft'— . ^ ^X — — E l — L — 1 • ^X 

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO 
O 1 9 97 91 
8.1.2.27.01. 

Retribusi Pemberian Izin untuk Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO 

8.1.2.28. Retribusi Izin Gangguan - LO 

8.1.2.28.01. Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Keglatan kepada Orang Pribadi - LO 

8.1.2.28.02. Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO 

8.1.2.28.03. Retribusi izin Gangguan - LO. 

Patat Hiera/ki 

S£kda 

Asisten Y Kabag 
"uVum 

Paral Koordinasi 
SKPO/ Bagian Pemrakarsa 

SKPD' Bagian Terkait: 

7 
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Kode Uraian 

1 2 

8.1.2.29. Rptrihtisi Izin Trauak * 1 D 
I \ G L 1 I U U 9 I 1^1 II 1 1 y y Gn fi 1 9 99 01 

U. 1 .C.£3.\I 1 . 

PoFYihorian I T I H Trai/ak Ifonafta Arann Drihaili 1 r\ rclllUclldll l£lll 1 lajco KcpdUd Uldny rlludUl * L U 

ft 1 9 99 n? 
V. I.£.£3.U£. 

Pomhonan Win Trai/aV VcooAo PaHan 1 A rclllUglldll IZIII tldycK KcpdOd DdUdil - L U 
R 1 9 9Q n i 
0. l.£.£3.UO. 

PatriKilci r7ln XrairaU 1 f\ 
neuioubi liin i rayen * L U . 8 i 2 30 Rofrihiici iTtn pAnlranan - 1 O r\6lllUUsI l£lll rijllnylldll • Lvl 

8 1 9 30 01 PonnHGrian Win ii^aha PGriLanan LonaHa Arann Priha/li 1 O 
rcinuciidii i£ui usdiici rcll̂ d^d[̂  î epdud uictng rnudut - L U 8 1 2 30 09 

Uk 1 • & . * V V k U b « 
Ppmhprian Win itcaha P^rWonon Ifonada Radan _ 1 r\ 

8 1 2 30 03 Rpfrihif̂ i Izin Pprrlranan - 1 C\ 
a 1231 Rptrihiici Ponnandalian 1 atii 1 Intaa _ 1 A nculUUsI rcligcnUdllyil udlU LinidS • LU 
fi 1 9 31 01 Ppnnnfinaan mac iaian tprpntii - i n rcligguilddll lUdSJdldll icIclUU - L U 
ft 1 9 31 09 0.1.£.0 I.U£. Pannniinaan Unriftnr fartanfii 1 n 

rcnyguiiddii Koiiuor iciieniu - L U ft 1 9 31 03 0.1.£.0 I.UO. Ppnnmfnaan Vatiiacnn l A r t n n f i i fsoAo liral̂ fii t a r t n n t u n f a h l/e\r\Ainm ( s A i T W A l n r 

renyyundcin KdWdSdn icneniu paOd WdKiu leneniu oien K6nQ3r38n Dermoior fl1 939 
u . l . £ . - 4 £ . 

r\l;UiDU3i rcipanjcinyall IZin IVlSiTipcAcrjyKdn 1 enega I\erj3 ASing ÎIVIIAJ- L U 
fi 1 9 39 01 PpmKprian Ppmaniannan IMTA PpmKari t̂ aria Xonana t̂ ona Acinn - i n rcIIIUt̂ lldl) rcipdnjdDydll IIVI1A KcpdUd rciTlDen iNcIJa 1 clldya i\crjd ASIIiy ' L U 

8 1 233 Rotrihiiel laea Palauanan t£oeahatan Maufan Han IR r\clilUUdl Oddd rclyyaildll AcScndlalt ncWdn Qdn ID 
8 1 2 33 01 
U - 1 « ^ i U U * \ / 1 « 

RptrihiKi lasa Pplavanan Kpsphatan Hpuvan rian I R i ^ G U i u u t f i wdod rGidjdiidii r\GGviididii iigwdJi u d i i ID-. 

8.1.2.34. Rptribusi Penoplnlaan Sarsnn Riirunn Walpt rian fipipnisnva 
i \ G L i i u u y i r v i i y G i u i y y i i w y i y i i y D U I U I I ^ viuivi Udil W G j G i i i d i i y d 8 1 23401 Rpfrihiisi Ppnnplnlaan Sarann Run inn Walpt Han Rpjpnisnva 1 \ G U l u u d i r vMugiuidai 1 Ddi diiH Duiunu V V Q I G I U C I I I W C J G I M O M yd.. 

81 235 
V* 1 4 & * w w a 

Rptrihiisi ppnnplnlaan Ppnnamhilan Riimniit 1 ant rxG^iiuudi r c i i ^ c i u i Q d i i r c i i u a i i i u i i d i i i x u i i i u u k udUk 
8 1 23501 Rptrihiisi ppnnplnlaan Ppnnamhilan Riimniit 1 aiil I X C U I U U P I rciiyciuiddu rciiyduiuiidii rMjiiipui Lduu. 
8 1 2 3B Rptrihiifli 1 9 in rvciiiuusi ud III 
81 23601 
U ' 1 • ^ • O U i U 1 • 

Rptrihiici 1 9 innua rxULI I U U G I U d l i l M y d 

813 
Wt W aWa 

Ppnrtanatan Macil Ppnnplnlaan l̂ aVauaan Haarah uann rMmeahVan • t D rciiudpyidii nd9ii rciigciuidaii rxenayddii Ddcidii ydiiy wipi»diiivaii * c\j 
fi 1 3 01 Ranian 1 aKa uann HiKanlkan IrpnaHa RamHa /Hai/iHpnl alac nonv/arfaan mnHal 

Dayian LdUd yang aiudyiAdn KepdUd rciiiQa ^Qcviucnj didS penyciidon inDQoi fi 1 3 01 01 0. 1 <J.U I .U I. Ranian 1 aV̂a uann HlhaniLan kpnaHa Ppn̂ Ha /Ha\/iHpn\ atac nanvrartaan mnHal naHa 
DdyidD Ldud ydiiy uiQdyiKdii Aepdud ruinud tucviuenj dids penyciuidii inuudi psud fi 1 3 01 09 

U. 1.0.U I.U£. 
Ranian 1 aHa uann Hihanikan kanaHa PamHa /HoA/IHanl afac nanuarfaan mnHal naHa Ddyidll LdUd ydliy UlUdyiAdll AcpdUd rcIIlUd ÛcVIUgllJ dlda pcliyeilddil tUUUdl pdud 

8 1 3 01 03 Dst 

8 1 3 02 
U a 1 a W a U ^ a 

Ranian 1 aha uann Hihanilran tranaHa PamHa /HauIHanl atae nanuartaan mnHal Ddyidii udUd jdiiy uiMdyindii AcpdUd rciiiUd ^ucviuciî  dids pcliyciiddii iiiuUdi 
a 1 30901 
U. 1 • J.U£.U 1 . 

Ranian 1 aha uann Hihanikan konaHa PamHa /HauiHonl afae nanuorlaan mnHal naHa DdyidM Ldud ydiiy uiudyiî dii AcpdUd rciiiud lUBViuciiJ dida pciiyciiddii iiiuudi UdUd 
81 3 02 02 Dst 

81 3 03 
Ua 1 aUaUWa 

Ranian 1 aha uann Hihanikan IranaHa PamHa /HauiHanl atac nanvartaan mnHal DdMidii udUd ydiiu uiuduirvdJi nuudUd rciiiud I U U V I U G I I J didS> Uviiycî ddil illUUdi 
a 1 3 03 01 Ranian 1 aha uann Hihanilcan IranaHa PamHa /Hauirlenl aiac nanuartaan mnHal naHa Ddyidii udUd ydiiy uiudyindii AcpdUd i ciiiud ^ucviuciij didy pciiyui iddii iiiuudi pdUd 
81 3 03 02 
U l | aU>UU -W fa « 

Dst 

814 1 ain«Iain PAD Yann ̂ ah > 1 n udiii idiii rr\w I diiy wdii i.v 
S 1 401 Hasil Ppniiialan Asat Daarah Yann TiHaIr niryisahkan • 1 f l nddll rciijudidii MdCl Dduidii idliy iiudiVDipiodiiivdii uw 
a 1 4 0 1 0 1 
0 . 1 . 7 . U I .U 1 . 

Hasil Paniiiatan Tanah • 1 O iidflU rciijudidi 1 1 dlidi 1 l\j 

fl 1 ft ni no 
0.1.4.UI.UZ. 

nssii renjuaisn reroisian oan wiesin • L U 
fl 1 ft ni no nasi! renjuaian ueoung oan bangunan - L U 
fl 1 4 ni ni Has!! Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO 
fi 1 401 05 
0 . 1 .H.U 1 .U J. 

Hasil Paniiialan Asal Talan 1 ainnva - 1 fl nddii rCIijudidii r\dCi i cidp udiiiiijd c\j 
8.1.4.02. Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO 
8.1.4.02.01. Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO 

8.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro • LO 

8.1.4.03.01. Jasa Giro Kas Daerah • LO 

Paraf Hietarki 
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Kode Uraian 

1 

O.1.4.U0.UZ. Jasa Giro Kas tJendanara - Lu 
R 1 ft ni ni I A A A ^̂Tm X̂ -X P* A A #4 A r* A A r* 1 ^X 

jasa Giro uana uaaangan • L U 
fl 1 ft ni nft 

fi 1 4 ni rcnuapaidn Dunye' L U 
ft 1 ft nft ni DflfX/Tfln̂ tfln Cdimno ^iflrx/xc*it/\ 1 ^X 

rcnaapaian ounga tjeposiio • L U 
ft 1 ft nft no 
0, l , 4 .U7 . U £ . 

D A A M ^ A A I A r t Dl i n n o ^ l o o o D A F A I I I I F 1 ^X 

B 1 ft nft ni Pendapatan Bunga La innya • LO 
ft ft ft nft 0.1,4.Ug. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO 
0 1 ft no ni Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO 
ft 1 ft nft no 
0.1.4.UU.UZ, 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tertiadap Pegawsu Negeri Bukan Bendahara - LO 
R1 4 nft i\Qmisi, roiongan oan oeiisin niiai i UKar Kupian • L U 
0 1 ft nfi ni rdncrirnaan rvojiiisi oan ranarnpaidn isas uaeran • L U 
ft 1 ft nfi n9 
0.1.4.U0.UZ. R1 4 nfi n i 
0,1 .H.UD.Ug. 

D A r t A F i Fn A A r t A | m A T A O A11 f in Ki il A I ^ T I IV A F 1 m A V X /4 A n 1 ^X 

0 1 ft no nft 0.1.4.UD.U4. 

Q 4 ft no Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan • LO 
ft 1 ft n? ni Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO 
fl 1 ft n? no Hel 

fi 1 4 nfi Dann̂ rxfltsrx Manns Dsisir - 1 O 
renuapaian Uenua rajalv * LU 

ft 1 ft nft ni rcnudpdian uenud rajoK fNenudiadn Dcrrnoior" L U 
fl 1 ft nft no 
g. l.4.Ug.U£. 

rcnQopaian uenod oca DOIIK wama iNctiuaraan Demioior • L U 

fl 1 ft nft ni 
0.1.4.U0.Ug. 

rcnaapaian uenaa rajaK banan banar Kenaaraan bermoior - L U 
0 1 ft no nft 0.1.4.UO.U4. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan • LO 
Q 1 ft no nc renoapatan uenda rajaK KOKOK - L U 

fl 1 ft no nc Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO 
Q 1 ft nfl n? Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO 
fl 1 ft nfl nfl D A A A A A A ( A A l̂anM A D A I A V LJ l A I I F A R 1 ^ 1 

renaapaian uenaa rajaK niouran - L U fl 1 ft nfl no renaapaian uenaa rajaK KeKiame • L U 
fl 1 ft no in 
g.1.4.Ug. IU. 

D A A A A A A t A A ^ l a n n A D A I A V A A A F A A A A A I A I A R 1 

renaapaian uenaa rajaK renerangan jaian - L U fl1 ft no 11 renaapaian uenoa rajaK ranur • L U 
fl 1 ft nfl 10 Danr^ARAfAn nan/HA D A I A I / Air T A R A K 1 f\ 

renaapaian uenaa rajaK Air i anan • L U fl 1 ft no 1 1 

g, I.4.UO. 1 J . 
D A A # 4 O R A ^ A R r ^ A R / 4 A D A I A I / O A F A R R Qitmnri VAfAfflf 1 f\ 

renaapaian uenaa rajaK oarang burung waiei - L U 
fl1 ft no 1ft 

o.l.4.Ug.l4. 
D A A A A A A 4 A R r i R R R A D A I A E / 11 il i R R F A I Dl 1V A R 1 A A A R X W A R D A T I 1 A R 1 fli 

renaapaian uenaa rajaK Mineral bUKan Logam aan baiuan - L U Q 1 ft no IC D A R A A A A 4 A n ri A R R A D A I A I F D I I F R I R A R D A A A I I R A R D A F R A R A A R FX A R D A F V A T A A R 1 

renaapaian uenaa rajaK bumi aan bangunan reraesaan can reiKoiaan - L U 
Q 1 ft no 1 c Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO 
D1 ft no 47 0.1.4.U0.1/. Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LO 

8.1.4.09. Pendapatan Denda Retribusi - LO 
0 4 A nn ni 

8.1.4.09.01. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO 
ft 4 A nn nn 

8.1.4.09.02. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO 
Q 1 ft no ni renaapaian uenaa reiriuusi renggdiiuan biaya UCIUK i\driu i anua rcnuuuuK uan 

8.1.4.09.04. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO 

8.1.4.09.05. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum • LO 

8.1.4.09.06. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO 

8.1.4.09.07. Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor • LO 

PaisfHitrarki 
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Kode Uraian 

4 1 9 £ 

fl 4 ft no ns Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO 
fl 4 ft nfl no Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Blaya Cetak Peta • LO 
Q 4 ft n o 4 9 

o.i.4.uy.iu. Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO 
D 4 ft n o 4 4 Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair • LO 
0 4 f t n n 4 1 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO 
0 4 f t n n 4 0 0.1.4.09.10. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO 
0 4 ft n n 1 ft 
o.i.4.uy.i4. 

Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO 
Q 4 ft n o 4 c 0.1.4.U9.IO. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO 
fl 4 ft n o 1 A 0.1.4.09.10. Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO 
fl 1 ft flQ 1 7 0.1.4.09.1 /. renaapaian uenaa KetriDusi i empat Pelelangan - LO 
fl1 ft n o I f l 
O.1.4.09.10. 

renaapaian uenaa KeinDusi i erminai - Lu 
Q 4 ft n n 4 0 
0.1,4.09.19. Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO 
Q 1 ft n o o n o.l.4.oy.£U. Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa • LO 
0 4 f t n o 94 0.1.4.09.21. Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO 
Q 4 ft n o 9 9 
0.1.4.09.22. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO 
Q 4 ft n o 9 9 
0.1.4.09.2 J. Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO 
fl 4 ft n o Oft 0.1.4.09.24. Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO 
o 4 ft n n 9c 0.1.4.09.20. Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO 
o 4 ft n n n o 0.1.4.09.20. Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO 
ft 4 A f\f\ O T 

8.1.4.09.27. Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO 
O 4 J4 O O O f l 

8.1.4.09.28. Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO 
0 4 f t n n o n 0.1.4.09.29. Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO 
fl 4 ft n o i n 
0.1.4.09.09. 

Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO 
B 4 ft n o 1 1 0.1.4.09.01. Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas • LO 
fl 1 ft no 1 9 
0.1.4.09.02. 

D a A R A n flf R n ^ l a n R R ntfirii l a D a m R m R A R R n I R I A n / l a A X a a ^ a r i R V R A ^ T a A R R R I f a A R 

renaapaian uenaa rveiriDusi rerpanjangan izin lYiempeKeijaKan lenaga iserja 
Q 1 ft nci 1 1 
0.1.4,09.00. 

D a A R R A R ^ R A ^ ^ / X n / ^ R ^ ^ a t n l x i i d i R f ^ R t i m i i n x 1 

renaapaian uenaa Ketnousi jasa umum - L U 
Q 4 ft no 1ft 0.1.4.09.04. D F X A R R A R ^ R n ^ ^ / x n / 4 R ^ ^ a t n rxi t A i l R R R i l R R i x « x 1 ^ i 

renaapaian uenaa Keiriousi jasa usana - L U 
o 4 ft n n 9c 
8.1.4.09.00. 

Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu - LO 
ft 4 J 4 A 

8.1.4.10. 
F X — r x 1 _ _ # t A t rx 1- 1 F\ 

Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah • LO 
f\ 4 J 4 f\ t\4 

8.1.4,10.01. 
^X — J — _ — 1 — ^X J A — _ A _ L ^X L. 1 

Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO 
n 4 A 41\ A A 

8.1.4.10.02. 
« —. J — _ — 1 ^ X J I X _ _ ! — _ — ^X t —1—— A _ L ^\ L • ^ \ 

Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO 
0 4 4 4 A A T 

8.1.4.10.03. 
Pendapatan Denda Bangun Guna Serah • LO 

o 4 ft 4 n nft O.1.4.10.04. Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO 
D 4 ft 4 4 0.1.4.11. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda 
O 4 ft 4 4 n 4 
0.1.4.11.01. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda 
o 4 ft ft 4 n o 

8.1.4.11.02. 
O ft ft ft 9 

8.1.4.12. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan • LO 
ft 4 A 4 A A 4 

8.1.4.12.01. Hasil Eksekusi Atas Jaminan alas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa • LO 
n 4 J 4 A A A 

8.1.4.12.02. Hasil Eksekusi Alas Jaminan atas Pembongkaran Reklame • LO 
fl 1 ft 4 9 n i 
0.1.4.12.00. 

nasii LKseKUSi jaminan aias is i r iviusiman - L U 

8.1,4.13. Pendapatan dari Pengembalian -LO 

8.1.4.13.01. Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasllan Pasal 21 - LO 

8.1.4.13.02. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO 

8.1.4.13.03. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO 

Sekda -A 
Paraf Hoofijinasl 

SKrw bcgran Femrakarsa I 



Kode Uraian 
4 

1 
B 

2 
a 4 4 40 nji 8.1.4.10.04. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas • LO 
Q 1 ft 41 n c Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka - LO 
fl 1 ft 11 nft Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja non gaji dan 
fi 1 4 l i 0.1.4. i4> rasiiiias oosiai aan rasiiitas umum • L U 
fl 1 ft 4 f t m rasiiiias oosiai - LU 
D 4 ft 1 ft no 0.1.4.14.02. Fasilitas Umum - LO 
8.1.4.14.03. Dst 
S ft ft ft c 

8.1.4.15. Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diktat - LO 
fi 4 A 4 C f\4 

8.1.4.15.01. Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah • LO 
fi 4 A 4 c n n 

8.1.4.15.02. Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO 
0 ft ft ft c no 
8.1.4.15.03. 

Dst 
8.1.4.10. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO 
o 4 ft ft ft nft 8.1.4.10.01. Uang Pendaftaran/Ujian Masuk • LO 
Q ft ft 4 f t A O 

8.1.4.10.02. 1 1 A P « rt pF\1ft A I A** M ^ : * 4 : i * A n * J A n ^ A I A i ^L* A n 1 ^ X 

Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan • LO D 1 ft 4 f t n*} 0-1.4.10.03. 1 1 A A M 1 I t t A A t ^ A n n t l ^ n n T̂t A n l * A t f i f A V A — t ^ X 

Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO 
0 4 ft 4 ft A f t 

0.1.4.10.04. 
r>-i 

O 4 ft 47 
0.1.4.17. 

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO 
fl 4 A 40 n4 

8.1.4.17.01. 
A - . J ^ \ ' '1 ^X ' _ 1 ^X 1 1 ^X i 1 * 1 1 FX 

Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan 111 - LO 
o 4 ft 4 7 no 
8.1.4.17.02. 

Angsuran/Cicilan Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas - LO 
fi 4 A AO n n 

8.1.4.17.03. Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Mlllk Daerah - LO 
0 4 ft 4 0 
8.1.4.18. 

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO 
O 4 4 -t fl A 4 

8.1.4.18.01. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO 
o ft ft ft o no 
8.1.4.18.02. 

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kegasama Pemanfaatan- LO 
o ft ft ft o no 0.1.4.18.03. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO 
• 4 ft ft 0 nft 8.1.4.18.04. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO 
0 4ft 4n 
8.1.4.19. 

F X — A J — A*»4Afc— T A I . A 1 # 1 ^ X 

Pendapatan Zakat • LO 
n ft ft ft n nft 
8.1.4.19.01. 

Pendapatan Zakat - LO 
o ft ft ft A no 
8.1.4.19.02. 

rXft** 

B ft ft on 
8.1.4.20. 

Pendapatan BLUD • LO 
a 4 A n n A 4 

8.1.4.20.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO 
n 4 if A A A A 

8.1.4.20.02. Pendapatan Hibah BLUD • LO 
n J J A A A A 

8.1.4.20.03. 
Fx _ i L 1 1 '1 tF m 1 irx 1 ^x 

Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO 
A J J A A A A 

8.1.4.20.04. Pendapatan BLUD La innya-LO 

8.1.4.21. 
1 * I ' FX A Fx #X 1 1 FX 

Lain-lain PAD yang Sah • LO 
f\ A A nA OA 

8.1.4.21.01. 
1 * 1 * ^X A ^X \ / A L. 1 ' • ^ X 

La in • La in PAD Yang Sah La innya-LO 
n 4 A n4 n n 

8.1.4.21.02. Pendapatan dari Hasil Perjanjlan Kerjasama 
0 4ft 00 
0.1.4.22, 

Pendapatan J K N 

o ft ft nn nft 
8.1.4.22.01. 

Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional 
B n 
8.2. PENDAPATAN TRANSFER • LO 
0 0 4 0.2.1. renaapaian i ransTer remennian rusai - L U 

8.2.1.01. Bag] Hasil Pajak-LO 

8.2.1.01.01. Bag! Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO 

8.2.1.01.02. Bagi Hasil dari Pajak Bum! dan Bangunan sektor Perkebunan • LO 

8.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan • LO 

Paraf HiGrarki Parsf Koordinasi 
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Kode Uraian 

1 9 £ 
fl 01 ni (14 
w.£. 1 .V 1 -VH. 

Ddyi nasi! uan rajan rengnasiian (rrnj rasai 2D Oan rasai 2y wajiD rajatc urang 
ft 7 1 ni (15 
D.£. I.U I.UO. 

QaAi Uâ rl ^9t\fo\ LJRfif TarnKxt/Ai• 1 fX 

Dagi nasij ouKai nasu lemoaKau - L U ft 9 1 ni OR 0.2. I.U I.UO. D A A I A A 11 F4 A r i A I A T F D I I W * S F4 A A D A A A I I A M M 1 ^ \ 

uagi nasii oan rajaK bumi aan bangunan • LU ft 9 1 ni n? 
O.Z.I.UI.U/. 

U A A I A ^ l l /4 A A D A A D A P A I A I X A A U A T F A * A A ^ T A A * J A A D A A MA • A A A 1 ^X 

bagi nasi! aan bea reroienan riaK Atas lanan aan Bangunan - LO B 9 1 n9 ^ } A M 1 A A 1 1 D I I I F A H D A I A I F f Ot 1 » H 1« A A ^ \ A * V A A 1 A — • t ^X 

oagi riasii buKan PajaK/bumoer Daya Alam • Lu fl 9 1 09 ni o.£. i.U£.U 1. D R A I L - J A c l1 F 4 A A l i i r A n U R I / D A A m I A A I H A A A Ui i ^ A A 1 ^X 

•agi nasii aan luran naK pengusanaan Hutan - LU fl 91 n9 n? 
0.£. 1 .U£.U£. 

Dagi nasii aan rrovisi oumoer uaya nuian - L U 
ft 91 n? n3 
0.£. 1 .U£.Uij. 

Dagi nasu aan uana ricDOisasi - L U 
fl 9 1 09 nj 0.£. 1 .U£.U4. bagi nasi! aan luran i eiap (Lana-Kentj - L U 
S 9 1 09 OR 0.2. i.U2.U0. Bag! Hasil dari luran Ekspiorasi dan luran Eksploitasi (Royaiti) • LO 
0 9 1 09 OR 0.2.1.U2.UD. Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO 
0 9 1 09 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan • LO 
0 9 1 09 no 0.2.1.U2.UO. Bag! Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO 
fl 9 1 09 00 0.2.1 .U2.U9. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO 
ft 91 (191 n 
0.£. I.U2. IU. 

Ddgi nasii uan renamoangan ranas oumi - L U 
821 03 n a n a AInkncI 1 Imrim (flAI h . t O ualld MlUIVdSl wlllUin \lJr\\Jf C\J 

fl 2 1 03(11 
u.£. 1 ,UJ.U 1. 

n a n a A I A V ^ G I 1 imiim - i n Uditd r̂ IU d̂̂ l UinUiTl * L U 
8 2 1 04 
0.£, 1 t V i . 

n a n a Alrtkncl Khticnc (DAkl . 1 f) 

ft 9 1 0.1 01 0.2. i.U^.U 1. uAi\ bioang inrrasiruKiur jaian - L U 
fl 9 1 01 09 0.2.1.U4.U2. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO 
ft 9 1 01 09 
0.2.1.U4.UJ. 

UAo biaang inirastruktur Air Minum • LU 
0 9 1 01 ni 0.2.1,U4.U4. rXAiy D I F J A A A Inf^AclA i t * * i ftV ̂ A A I I A A T 1 FX 

UAK bidang intrastruKtur banitasi- LU fl 9 1 01 OR 0.2.1.U4.U0. n I f U I n A n n I f A T I I A F A A C J A m n A A A A 1 ^X 

VP3\ Diaang iseiuarga Dsrencana * L U fl 9 1 01 OR 0.2.1 .U4.U0. uAi\ Dioang isenuianan - L U 
fl 9 1 01 07 
0.2. l.Kn.KJI. ^ 1 A I f D i n A n n D A F I I PVX A I X R A n R A U A i i t A c A n D A n x i i v m x A n 1 ^X 

uAt\ bidang perumanan aan Kawasan pemuKiman • L U fl 9 1 04 Oft 0.2.1.U4.U0. nAt£ DIĤ nn l£acahofBn 1 A 
unfx •luang Kesenaidii * L U fl 9 1 01 OQ 0.2.1.U4.U>7. urj\ Diuang iseiauian uan rennanan • L U 

fl 9 1 OI 10 0.2.1.U4.1U. ^ 1 A I f D i n A n n Dr A C A T A H R ^ J a n x a n n t A ^ R A 1 ^X 

UAK bidang prasarana remennianan • L U R 9 1 01 11 0.2.1.U4.1 1. u n A Diuang i ransponasi reruesaan - L U 
fl 9 1 01 19 0.2.1.U4.12. ^ 1 A D i n A n n ^ ^ A r n A n A n n R n 1 

UAK bidang perdagangan - L U 
Q 9 1 01 19 UAK bidang Lingkungan nidup - L U 
fl 9 1 01 11 0.2.1.U4.14. UAK Didang oarana aan rrasarana uaeran i erunggai [ o r u i ) • L U 
fl 9 1 01 1R A A L 1 CiAann D a A n n i m 1 A 

UAK Diaang renanian • L U ft 9 1 01 1R 0.2.1.U4.10. Unix. Diudny Qficryi r c u » a a n * LU 
fl 9 1 01 17 0.2.1.U4.1/. ^ 1 A i f D i n R n n O A F A n R n R n ^ J r R C R r R n R I f R I I / R C R H ^ F a r n R r R c R n 1 ^ 1 

UAK Diaang oarana oan rrasarana Kawasan reroaiasan * L U fl 9 1 01 10 
0.2.1.U4.1O. 

A Dirlnnn Dnn/4i/4itFRn \ fX 

UAK bidang pendidikan • L U 0 9 ft nft ftn 0.2.1.04.19. UAK bidang Keselamatan i ransponasi uarat - L U 
Q n 4 /\4 F\/\ 

8.2.1.04.20. Dana alokasi khusus (DAK). • LO 
A A A 

8.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat • Lainnya • LO 
0 9 9 01 0.2.2.U1. uana uionomi Knusus • L U 

8.2.2.01.01. Dana Otonomi Khusus - LO 

8.2.2.01.02. Dana Tambahan Infrastruktur- LO 
8.2.2.02. Dana Kelstlmewaan • LO** 

8.2.2.02.01. Dana Keistimewaan - LO 

Paraf HierarkI 

Sekda 7 
Asisten 

Kabag 
"ukum 

Kara! Koordinasi 
SKPD/ Eagian Pemrakarsa 

ShPD' Bagian Terkait: 

2. 
3.. 
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Kode Uraian 

1 A 

2 
ft n n no 
8.2.2.03. Dana Penyesuaian - LO 
O Fl f\ FtO F\4 

8.2.2.03.01. Tunjangan Profesi Guru PNSD • LO 
0 o o n o n n 

8.2.2.03.02. 
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO 

Q n n n n n n 

8.2.2.03.03. Dana Insentif Daerah - LO 
Q o n M OA 

0.2.2.UO.U4. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO 
Q n n n n n c 

8.2.2.03.05. Bantuan Operasional Sekolah - LO*** 
Q n n n n n c 

8.2.2.03.06. Dana Penyesuaian - LO 
0 n n n n n o 

8.2.2.03.07. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD {BOP PAUD) 
Q n n n n n o 

8.2.2.03.08. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keiuarga 
o o o 0.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya • LO 
D O 9 nft 0.2.0.U1. Pendapatan Bag! Hasil Pajak - LO 
0 9 9 m nft 0.2.0.U1.U1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO 
Q 9 9 nft m 
0 9 9 n9 Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LO 
Q o o no A f t 

8.2.3.02.01. Pendapatan Bagi hasil Lainnya.... • LO 
o n n n n n n 

8.2.3.02.02. rx —d 

A A A A A 

8.2.3.03. Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO 
Q n n n n n4 

8.2.3.03.01. Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO 
0 9 1 
O.2.4. 

Bantuan Keuangan - LO 
0 9 1 nft Bantuan Keuangan dari Pemenntah Daerah Provinsi Lainnya • LO 
0 91 nft ni Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO 
0 9 ft A f t n9 
8.2.4.01.02, 

rxjs.t 

fi n 4 nn 
8.2.4.02. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO 
A A 4 nn n A 

8.2.4.02.01, 
A A J A A A A 

8.2.4.02.02. Dst.... 
o n 4 f\n 

8.2.4.03. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota 
Q n A n n n4 

8.2.4.03.01. 
0 9ft no 99 
0 9 0.0. 1 AIM I AIM DCMnADATAAl n A C D A U VAUr* CAU I r\ 

LAIN-LAIN rtNUArAIAN uAcKAri YANG oAn • LU 
O O ft 
8.3.1. Pendapatan Hibah - Lu 
B o ft nft 
8.3.1.01. 

Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO 
ft n 4 /\4 /\4 

8.3.1.01.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO 
n n 4 A A 

8.3.1.02. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO 
n n 4 A A A J 

8.3.1.02.01. Pendapatan Hibah dan Pemenntah Daerah Lainnya - LO 
8.3.1.03. FX J A 1 1 * 1 - 1 ^ ^ f P X _ l I I 1̂  _ iFX • f #X _ A J 1 — ft 1 — M — _ t I ^ \ 

Pendapatan Kibah dari Badan/Lembaga/OrganisasI Sv/asta dalam Negeri - LO 
f\ n 4 n n n4 

8.3.1.03.01. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/OrganlsasI Swasta dalam Negeri.... - LO 
n n 4 n n n n 

8.3.1.03.02. Dst 
A A 4 A d 

8.3.1.04. 
FX . J • t l * l _ l - J * f l — . . I _ ̂  _ t - — M 1 ^ X 

Pendapatan Hibah dan kelompok masyarakat/perorangan - LO 
A A A A 1 nA 

8.3.1.04.01. 
PX -J 1 1 T " L L J * 1 1 1 —1 — L 1 ^ X 

Pendapatan Hibah dan kelompok masyarakat • LO 
ft n 4 nA n n 

8.3.1.04.02. Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO 

8.3.2. Dana Darurat - LO 
8.3.2.01. Dana Darurat <L0 

8.3.2.01.01. Korban/Kerusakan Akibal Bencana Alam - LO 

8.3.2.01.02. Dst 

Paraf Hierarkl 

Sekda Y 
Asisten Y Kabag 
"ukpm 

Paraf Koordinasi ,^ 
EKFD/ Bagian Pemrakarsa 

6KPD' Bagian lerkait: 
1 
9 

3 
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Uraian 

1 2 

8.3.3. Pendapatan Lainnya - LO 
8.3.3.01. Pendapatan Lainnya • LO 
8.3.3.01.01. Pendapatan Lainnya - LO 
3.3.3.01.02. Dst 
8.4. SURPLUS NON OPERASIONAL - LO 
8.4.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar • LO 
8.4.1.01. Surplus Penjualan Aset Non Lancar • LO 
8.4.1.01.01. Surplus Penjualan Aset Tanah - LO 
8.4.1.01.02. Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO 
8.4.1.01.03. Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO 
8.4.1.01.04. Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO 
8.4.1.01.05. Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO 
8.4.1.01.06. Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO 
8.4.1.01.07. Dst 
8.4.2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 
8.4.2.01. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 

8.4.2.01.01. Surplus Penyelesaian Ulang Dalam Negeri Sektor Perbankan • LO 

8.4.2.01.02. Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO 

8.4.2.01.03. Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO 
8.4.2.01.04. Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO 

8.4.2.01.05. Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO 

8.4.2.01.06. Surplus Penyelesaian Ulang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO 

8.4.2.01.07. Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi • LO 

8.4.2.01.03. Dst 

8.4.3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 
8.4.3.01. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya • LO 

8.4.3.01.01. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 
8.4.3.01.02. Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek- LO 

8.4.3.01.03. Dst 

8.5. PENDAPATAN LUAR BIASA - LO 

8.5.1. Pendapatan Luar Biasa • LO 

8.5.1.01. Pendapatan Pos Luar Biasa • LO 

8.5.1.01.01. Pendapatan Pos Luar Biasa • LO 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 
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Lampiran IV : Peraturan Bupati Pacitan 
Nomor : 
Tanggal : 

KODE REKENING BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

Paraf Hierarki 

Sekda Y 
Asislen 

Kabag 
"uk(im Y 

Kode Rekeninq Uralan 
1 2 

5. BELANJA DAERAH 

5.1. BELANJA TIDAK UNGSUNG 

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNSAJang Representasi 

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 

5.1.1.01.07. Tunjangan PPtVTunjangan Khusus 

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 

5.1.1.01.09. luran Asuransi Kesehatan 

5.1.1.01.10. Uang Paket 

5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 

5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 

5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 

5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 

5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 

5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 

5.1.1.01.17. Uang Duka WafalTewas 

5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 

5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 

5.1.1.01.20. Tunjangan Profesi Guru 

5.1.1.01.21. Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja 

5.1.1.01.22. Tunjangan Jaminan Kematian 

5.11.02. Tambahan Penghasilan PNS 

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 

5.11.02.02. Tambahan Penghasllan berdasarkan tempat bedugas 

5.1102.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 

5.1102.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 

5.1102.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 

5.1102.07. Tambahan Penghasilan Guru 

5.1103. D * \ I A M | * * D A rt A r t PVX X 4 n I x i A n i t f A D i p n n i n m i X A n r t A * 4 ^ D D ^ c A r 4 ' X V ÛAAfl̂ Û 
oeiatija renenmaan lainnya rimpinan aan anggoia urKU sena iMuruwrvun 

5.11.03.01 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 

5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 

5.1103.03. dts 

Biaya Pemungutan Pajak Daerah 

SKFD/ RllOlOlfakarsa Biaya pemungulan PBB 

SKPD' ?bjiiiV?crkait: nsentif Pemungutan Pajak Daerah 
1 • — 

2. 
3. , 
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Kode Rekeninq Uraian 
i 1 £ 

5.1.1.05.01. Insentif Pemunoutan Paiak Daerah 
• • iwwl IUI 1 Wl l iwl i w U * w l 1 1 b i jWH W W * WI I* 

5.1.1.06. Insentip Pemungutan Retribusi Daerah 
5.1.1.06.01. Insenlip Pemungutan Retribusi Daerah. 

5.1.2. BELANJA BUNGA . 

5.1.2.01. Bunga Utang Pinjaman 

5.1.2.01.01. Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah 

5.1.2.01.02. Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya 

5.1.2.01.03. Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank 

5.1.2.01.04. Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank 

5.1.2.01.05. Dst 

5.1.2.02. Bunga Utang Obligasi 

5.1.2.02.01. Bunga Utang Obligasi 

5.1.2.02.02. Dst 

5.1.3. BELANJA SUBSIDI 

5.1.3.01. Belanja Subsidl kepada Perusahaan/Lembaga 

5.1.3.01.01. Belanja Subsidl kepada Perusahaan.... 

5.1.3.01.02. Belanja Subsidl kepada Lembaga 

5.1.3.01.03. Dst 

5.1.4. BELANJA KIBAH 

5.1.4.01, Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 

5.1.4.01.01. Pemerintah Pusat 

5.1.4.02. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lalnnyaS) 

5.1.4.02.01. Pemerintahan Daerah 

5.1.4.02.02. Dst 

5.1.4.03. Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa 

5.1.4.03.01. Pemerintahan Desa... 

5.1.4.04. Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 4) 

5.1.4.04.01. Perusahaan Daerah BUMD/BUMN 

5.1.4.04.02. dst 

5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/OrganlsasI Swasta 

5.1.4.05.01. Badan/lembaga/organlsasi swasta 

5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan 

5.1.4.06,01. Kelompok masyarakat/perorangan 

5.1.4.06.02. dst 

5.1,4.07. Belanja Hibah Dana BOS 

5.1.4.07.01. Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta 

5.1.4.07.02. Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta 

5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 

5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 

5.1.5.01.01. Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan 

5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 

5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat 

5.1.5.02.02:r3fKoord;n3si Dst 

5.1.5.03. \F Belanj 1 Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 

1 Belanj; Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyrakat 

2 
3 
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Pgfa* Hierarki 

Sekda Y 
Asislen Y Kabag 
HuVum 

i\oue neKeninq Uraian 
1 2 

5.1.5.03.02. dst 

5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN 

5.1.6.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi 
5.1.6.01.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi... 

5.1.6.01.02. Dst 

5.1.6.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 

5.1.5.02.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota... 

5.1.6.02.02. Dst 

5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 

5.1.6.03.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 

5.1.6.03.02. Dst 

5.1.6.04. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota 

5.1.6.04.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota.... 

5.1.6.04.02. Dst 

5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 

5.1.6.05.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 

5.1.6.05.02. Dst 

5.1.6.06. Belanja Bag! Hasil Retribusi Parkir Berlangganan. 

5.1.6.06.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan 

5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN 

5.1.7.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi 

5.1.7.01.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi 

5.1.7.01.02. Dst 

5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota 

5.1.7.02.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota 

5.1.7.02.02. Dst 

5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 

5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 

5.1.7.04, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Oaerah/Pemerintahan Desa lainnya 

5.1.7.04.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi 

5.1.7.04.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota 

5.1.7.04.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa 

5.1.7.04.04. Dst 

5.1.7.05. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 

5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik. 

5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 

5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga. 

5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 

5.2. BELANJA LANGSUNG 

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 

5.2.1.01. Honorarium PNS 

5.2.1.01.01. Honorarium Panltia Pelaksana Kegiatan 

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 
SKfD/i Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 

SKPD' 1 
ft 

52.4Dll?£Wit: -lonorarium Tim Penilaian Angka Kredit 

7-
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Pataf HicrarVi 

Sekda Y 
Asisten 
Kabag ' 
•'ukum 

i t 

tz J rx 1 * 

Kode Rekeninq Uraian 
1 2 

5.2.1.01.05. Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah 

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 

5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 

5.2.1.02.03. Upah Tenaga Harian 

5.2.1.02.04. Upah Tenaga Borongan 

5.2.1.03. Uang Lembur 

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 

5.2.1.04. Jasa Pemungutan 

5.2.1.04.02. Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan PBB 

5.2.1.05. Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat 

5.2.1.05.01. Uang Untuk diberikan Kepada pihak ketiga. 

5.2.1.05.02. Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat 

5.2.1.05.03. Uang Untuk diberikan Kepada Siswa atau Pelajar 

5.2.1.06. Honorarium Pengelolaan Dana BLUD 

5.2.1.06.01. Honorarium Pengelolaan Dana BLUD. 

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 

5.2.2.01.02. Belanja dokumen/ administrasi tender 

5.2.2.01.03. Belanja alat Iistrik dan elektronik (lampu pijar, batte7 kering) 

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 

5.2.2.01.07. Belanja penglslan tabung pemadam kebakaran 

5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 

5.2.2.01.09. Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan 

5.2.2.01.10. Belanja pengadaan blanko Cek/GIro 

5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 

5.2.2.01.12 Belanja Kotak Saran 

5.2.2.01.13. Belanja Barang Pasca MOW/MOP 

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 

5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 

5.2.2.02.03. Belanja bibit temak 

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 

5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 

5.2.2.02.06. Belanja Tropy/Piagam/Hadiah 

5.2.2.02.07. Belanja Pakan Temak 

5.2.2.02.08. Belanja bahan pupuk 

5,2,2.02.09.* Kĉ rd.nasi êla(ija bibit ikan dan pakan 

5.2,2.02.10. Bahin Baku Perikanan 

Belahja Bahan Makanan 
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5.2.2.02.12. Belanja Bahan Baku Industri 

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat 

5.2.2.02.14. Belanja Peralatan Industri 

5.2.2.02.15. Belanja Induk Ikan 

5.2.2.02.16. Belanja Bingkai / Figura l.ambang / l.ogo /Luldsan / Hiasan Oinding 
5.2.2.02.17 Belanja Souvenir 

5.2.2.02.18. Belanja Bahan Baku Petemakan 

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 

5.2.2.03.01. Belanja telepon 

5.2.2.03.02. Belanja air 

5.2.2.03.03. Belanja listrik 

5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 

5.2.2.03.05. Belanja sural kabar/majalah 

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/intemet 

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 

5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 

5.2.2.03.10. Belanja jasa administrasi pemungulan P̂ ak Penerangan Jalan Umum 

5.2.2.03.11. Belanja Jasa Administrasi Penyelesaian Perkara 

5.2.2.03.12. Belanja software 

5.2.2.03.13. Belanja pemasangan ikian 

5.2.2.03.14. Belanja Layanan Kesehatan 

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Notaris/P̂ abal Pemtwat Akta Tanah 

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Media 

5.2.2.03.17. Belanja Akomodasi 

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lound7 

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Medis/Paramedis 

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 

5.2.2.03.22. Belanja Jasa Cleaning Service 

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 

5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pihak Ketiga 

5.2.2.03.25. Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga 

5.2.2.03.26. Uang Untuk diberikan kepada masyarakat 

5.2.2.03.27. Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar 

5.2.2.03.28. Belanja Jasa Profesi 

5.2.2.03.29. Jasa Premi Pendamping Operator dan PKH 

5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan PBB 

S.2.2.04. Belanja PremI Asuransi 

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 

5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 

5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Kecelakaan 

5.2.2.04.04. dst 

^•^^•Koordinasl ^ êlanja Perawatan Kendaraan Bermotor 

5:2.2.03.01:''*'"''̂ '* |eianja Jasa Service 

£KPD' 
1. . 

5:a293:023it: feelanja Penggantian Suku Cadang 

2. 
3. 
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5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 

5.2.2.05.05. Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan 

5.2.2.05.06. Belanja perpanjangan Sural Ijin Mengemudl 

5.12.05.07. Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional 

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 
5.2.2.06.01. Belanja cetak 

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 

5.2.2.06.03. Belanja Publikasi Proses Pengadaan Tanah 

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parklr 

5.2.2.07.01. Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 

5.2.107.04. Belanja Sewa tempat parklr/uang lambat/hanggar sarana mobilitas 

5.2.2.07.05. Belanja Sewa Tanah 

5.2.107.06. dst..... 

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 

5.2.2.06.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 

5.12.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 

5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 

5.2.2.08.04. Dst 

5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 

5.2.2.09.01. Belanja sewa Eskavator 

5.2.2.09.01 Belanja sewa Buldoser 

5.2.2.09.03 Belanja Sewa Stom Wales 

5.2.2.09.04. Belanja Sewa Mesin Pengolah Semen 

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 

5.2.110.01 Belanja sewa komputer dan printer 

5.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 

5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 

5.1110.05. Belanja sewa tenda 

5.2.110.06. Belanja sewa pakaian adat/lradlslonal 

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 

5.2.2.10.08. Belanja sewa panggung 

S.1110.D9. Belanja Sewa Dekorasi dan Periengkapannya 

5.2.110.10. Belanja Sewa Genset 

5.2.110.11. Belanja Sewa Alat Ukur 

5.2.110.11 Belanja Sewa Alat Pemotong 

5.2.110.13. Sewa Mesin Pendingin Ruangan (AC) 

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 

5.2.111.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 

5.2.2:tt.'01'O'dinasi 
. - 1 

B blanja makanan dan minuman rapat 
£ ^ ^ L 

5.2.111,03. 7^ B 3lanja makanan dan minuman lamu 
SKPO 
1. 5.2.-2.T1.D4:-'"" E slanja makanan dan minuman pasien 
2. 
3. 
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5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman panti sosial 

5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 

5.2.2.11.07. Belanja Makan Minum Kegiatan 

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 

5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian SIplI Harian (PSH) 

5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 

5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 

5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 

5.2.2.13.02. Belanja Kelengkapan Kerja 

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan harl-hari tertentu 

5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 

5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 

5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 

5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 

5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 

5.2.2.15.04. Belanja Transportasi 

5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 

5.2.2.16.01. Belanja beasiswa tugas belajar D3 

5.2.2.16.02. Belanja beasiswa tugas belajar S1 

5.2.2.16.03. Belanja beasiswa tugas belajar S2 

5.2.2.16.04. Belanja beasiswa tugas belajar S3 

5.2.2.16.05. Dst 

5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 

5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 

5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 

5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 

5.2.2.18. Belanja Perjalanan Pindah Tugas 

5.2.2.18.01. Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah 

5.2.2.18.02. Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah 

5.2.2.18.03. Dst 

5.2.2.19. Belanja Pemulangan Pegawai 

5.2.2.19.01. Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah 

5.2.2.19.02. Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah 

5.2.2.19.03. Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 

5.2.2.19.04. DsL 

1 elanja Pemeliharaan 

SKPDi 5.E12d.0f?f3karsa [ elanja Pemeliharaan Jalan 

SKPO' E elanja Pemeliharaan Jembatan 

2. 
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5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Irigasi 

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi 

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Drainase 

5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Taman 

5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Situs Purbakala 

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis 

5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultasi 

5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS 

5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana BOS.. 

5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 

5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 

5.2.2.23.02. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 

5.2.2.23.03. Belanja barang yang akan diserahkan kepada siswa 

5.2.2.24. Belanja Barang yang akan dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 

5.2.2.24.01. Belanja Barang yang akan dijual kepada Masyarakat. 

5.2.2.24.02. Belanja Barang yang akan dijual kepada Pihak Kellga 

5.2.2.25. Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit 

5.2.2.25.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit 

5.2.2.25. Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakll Kepala Daerah 

5.2.2.26.01. Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

5.2.2.26.02. Belanja Kesehatan Kepala Daerah dan Wakll Kepala Daerah 

5.2.2.26.03. Belanja Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakll 

5.2.2.26.04. Belanja Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakll Kepala Daerah 

5.2.2.27. Belanja Kompensasl 

5.2.2.27.01. Belanja Kompensasi Bangunan Rumah dan Fasilitas Umum 

5.2.2.28. Belanja Jasa Profesi 

5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 

5.2.2.29. Belanja Sewa Tanah 

5.2.2.29.01. Belanja Sewa Lahan 

5.2.3. BEUNJA MODAL 

5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 

5.2.3.01.01. Belanja modal Pengadaan tanah kantor 

5.2.3.01.02. Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit 

5.2.3.01.03. Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas 

5.2.3.01.04. Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik 

5.2.3.01.05. Bel anja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak 

c 9 n r\rr\k>i2^1}iil^ te, eel 3nja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar 
£Kr -.. r- . - • Pr,is.-,\,r.I<a £Kr 

BeL inja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan 
" i Y S 

1.- 5.̂ 3.01.08.' Bel nja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan 

2 
• 
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5.2.3.01.09. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus 

5.2.3.01.10. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus 

5.2.3.01.11. Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan 

5.2.3.01.12. Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti jompo 

5.2.3.01.13. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal 

5.2.3.01.14. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga 

5.2.3.01.15. Belania modal Penoadaan tanah sarana umum lanannan fprhann nprintis 
k^s^.wi . J U 1 1 I W U . 1 l \ J t . U Q U J 1 Wl lOI 1 Olio U I . I U M I I Q i J O l l U u t 1 S^l UOI I U U u l 1. H lw 

5.2.3.01.16. Belania modal Penoadaan tanah sarana umum rumah (Yilnno hpwan 
. ^ w i u . IIV IIIWVI 1 VIIVWWI1 Ivl Ivl 1 vvl vl IV U i l l U M I 1 vl • Ivl 1 vvlvi I U 1 I ^ O o L 1 

5.2.3.01.17. Belania modal Penoadaan tanah sarana umum temnat nelplanoan ikan 
3 .̂3.01.18. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar 

5.2.3.01.19. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah 

5.2.3.01.20. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman 

5.2.3.01.21. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat 

5.2.3.01.22. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah 

5.2.3.01.23. Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadlon olahraga 

5.2.3.01.24. Belanja modal Pengadaan tanah perumahan 

5.2.3.01.25. Belanja modal Pengadaan tanah pertanian 

5.2.3.01.26. Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan 

5.2.3.01.27. Belanja modal Pengadaan tanah perikanan 

5.2.3.01.28. Belanja modal Pengadaan tanah petemakan 

5.2.3.01.29. Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan 

5.2.3.01.30. Belanja modal Pengadaan tanah pergudanganAempat penimbunan material bahan baku 

5.2.3.01.31. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Penanggulangan Banjir 

5.2.3.01.32. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Sarana Irigasi 

5.2.3.01.33. Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Jalan 

5.2.3.01.34. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Situs Purbakala 

5.2.3.01.35. Belanja modal pengadaan tanah untuk tugu batas kota 

5.2.3.01.36. Pengadaan Tanah Untuk Sarana Air Bersih 

5.2.3.01.37. Pengadaan Tanah untuk sarana umum kawasan wisata 

5.2.3.01.38. Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Kompensasi (.ahan 

5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-aiat Berat 

5.2.3.02.01. Belanja modal Pengadaan traktor 

5.2.3.02.02. Belanja modal Pengadaan buldozer 

5.2.3.02.03. Belanja modal Pengadaan stoom wals 

5.2.3.02.04. Belanja modal Pengadaan eskavator 

5.2.3.02.05. Belanja modal Pengadaan dump truk 

5.2.3.02.06. Belanja modal Pengadaan crane 

5.2.3.02.07. Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan 

5.2.3.02.08. Belanja modal Pengadaan mesin pengolah semen 

5.2.3.02.09. Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih 

5.2.3.02.10. Beianja modal alat-aiat bantu 

5.2.3.02.11. Belanja Modal Pengadaan Konlainer 

^mm7777 ^lanja Modal Pengadaan Wheel Loader 
\ttil 4J< 5.2̂ X?2:f3?fakarsa E elanja Modal Escalator 

SKPD' 
1. . 

8Ji,3,Q3;erk3il: 1 elanja Modal Pengadaan Alat-aiat Angkutan Darat Bermotor 

2. 
3., , „ 

file:///ttil


98 

Paraf Hiararki 

Sekda 

Asisten 
Kabag 
"•.)Vym 
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5Z3.03.01. 

5.2.3.03.02. 

5.2.3.03.03. 

5.2.3.03.04. 

5.2.3.03.05. 

5.2.3.03.06. 

5.2.3.03.07. 

5.2.3.03.08. 

5.2.3.03.09. 

5.2.3.03.10. 
5.2.3.03.11. 

5.2.3.03.12. 

5.2.3.03.13. 

5.2.3.03.14. 

5.2.3.03.15. 

5.2.3.04. 

5.2.3.04.01. 

5.2.3.04.02. 

5.2.3.04.03. 

5.2.3.04.04. 

5.2.3.04.05. 

5.2.3.04.06. 

5.2.3.05. 

5.2.3.05.01. 

5.2.3.05.02. 

5.2.3.05.03. 

5.2.3.05.04. 

5.2.3.05.05. 

5.2.3.05.06. 

5.2.3.05.07. 

5.2.3.05.08. 

5.2.3.05.09. 

5.2.3.05.10. 

5.2.3.05. 

5.2.3.06.01. 

5.2.3.06.02. 

5.2.3.06.03. 

5.2.3.06.04. 

5.2.3.06.05. 

5.2.3.06.06. 

5.2.3.06.07. 

5.2.3.07. 

5.Z3Meorct;n3si' 

5.2.̂ .w;o2: 
r r e r a r r r 

5,23:Q7.i33.'*aii: 

Uraian 

Belanja modal Pengadaan alat-aiat angkutan darat bermotor sedan 

Belanja modal Pengadaan alat-aiat angkutan darat bermotor jeep 

Belanja modal Pengadaan alat-aiat angkutan darat bermotor station wagon 

Belanja modal Pengadaan alat-aiat angkutan darat bermotor bus 

Belanja modal Pengadaan alat-aiat angkutan darat bermotor nucro bus 

Belanja modal Pengadaan alat-alal angkutan darat bermotor truck 

Belanja modal Pengadaan alat-aiat angkutan darat bermotor tangki {air. minyak, tinja) 

Belanja modal Pengadaan alat-aiat angkutan darat bermotor boks 

Beianja modal Pengadaan alat-aiat angkutan darat bermotor pick up 

Belanja modal Pengadaan alat-aiat angkutan darat bermotor ambulans 
Belanja modal Pengadaan alat-aiat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran 

Belanja modal Pengadaan alat-aiat angkutan darat bermotor sepeda motor 

Beianja modal Pengadaan alat-aiat angkutan darat bermotor lift/elevator 

Belanja modal Pengadaan alat-aiat angkutan darat bermotor tangga berjalan 

Belanja Modal Pengadaan Alat-aiat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga 

Belanja Modal Pengadaan Alat-aiat Angkutan Darat Tidak Bermotor 

Belanja modal Pengadaan gerobak 

Belanja modal Pengadaan pedali/deiman/dokar/bendi/cldomo/andong 

Belanja modal Pengadaan becak 

Belanja modal Pengadaan sepeda 

Belanja modal Pengadaan karavan 

Beianja Modal Pengadaan Trolly 

Belanja Modal Pengadaan Alat-aiat Angkutan dl atas Air Bermotor 

Beianja modal Pengadaan kapal motor 

Belanja modal Pengadaan kapal feri 

Belanja modal Pengadaan speed boat 

Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel 

Belanja modal Pengadaan hydro foil 

Belanja modal Pengadaan jet foil 

Belanja modal Pengadaan kapal tug boat 

Belanja modal Pengadaan kapal tanker 

Belanja modal Pengadaan kapal Itargo 

Beianja Modal Pengadaan Mesin Tempel 

Belanja Modal Pengadaan Alat-aiat Angkutan di atas Mr Tidak Bermotor 

Belanja modal Pengadaan perahu layar 

Belanja modal Pengadaan peratiu sampan 

Belanja modal Pengadaan perahu tongkang 

Belanja modal Pengadaan perahu karet 

Belanja modal Pengadaan perahu rakit 

Belanja modal Pengadaan perahu sekoci 

Dst. 

Belanja Modal Pengadaan Alat-aiat Angkutan Udara 

Blanja modal Pengadaan pesawat kargo 

Blanja modal Pengadaan pesawat penumpang 

Blanja modal Pengadaan pesawat helikopter 

http://5Z3.03.01
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5.2.3.07.04. Belanja modal pesawat pemadam kebakaran 

5.2.3.07.05. Belanja modal Pengadaan pesawat capung 

5.2.3.07.06. Belanja modal Pengadaan pesawat terbang ampibi 

5.2.3.07.07. Belanja modal Pengadaan pesawat terbang layang 

5.2.3.07.08. 

5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-aiat Bengkel 

5.2.3.08.01. Belanja modal Pengadaan mesin las 

5.2.3.08.02. Belanja modal Pengadaan mesin bubut 

5.2.3.08.03. Belania modal Penoadaan mp̂ in rinnokrak 

5.2.3.08.04. Belania modal Penoadaan mesin komnrpsnr 

5.2.3.08.05. Belanja Modal Pengadaan Genset 
5.2.3.08.06. Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor 

5.2.3.08.07. Belanja Modal Pompa Air 

5.2.3.08.08. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan 

5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-aiat Pengolahan Pertanian dan Petemakan 

5.2.3.09.01. Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian 

5.2.3.09.02. Belanja modal Pengadaan alat pengering gabah 

5.2.3.09.03. Belanja modal Pengadaan mesin bajak 

5.2.3.09.04. Belanja modal Pengadaan alat penetas 

5.2.3.09.05. Belanja Modal Alat Pemantau Kwalltas Air 

5.2.3.09.06. Belanja Modal Alat Pengolah /Pencacafi Sampah 

5.2.3.09.07. Belanja Modal Alat Pemotong Rumput 

5.2.3.09.08. Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer 

5.2.3.09.09. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertanian 

5.2.3.09.10. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Hasil Perkebunan 

5.2.3.09.11. Belanja modal pengadaan mesin diesel 

5.2.3.09.12. Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembuatan Pakan 

5.2.3.09.13. Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenihan 

5,2.3.09.14. Belanja Modal Pengadaan Karamba 

5.2.3.09.15. Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergajl 

5.2.3.09.16. Belanja ModalSarana dan Prasarana Pertanian 

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 

5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 

5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 

5.2.3.10.03. Belanja modal Pengadaan mesin stensil 

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 

5,2.3.10.05. Belanja modal Pengadaan mesin cetak 

5.2.3.10.06. Belanja modal Pengadaan mesin jilid 

5.2.3.10.07. Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas 

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 

5.2.3.10.09. Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik 

5.2.3.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 

Bel̂ ja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 

SK 5.2.3,"10:T2f«f̂ f2Karsa 7 ' Bell ija modal Pengadaan Papan Baliho 

"SK 
1.. 
2. 
3. 

Bela ija modal Pengadaan Papan Non Elektrik "SK 
1.. 
2. 
3. 
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5.2.3.10.14. Belanja Modal Papan Data 

5.2.3.10.15. Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating 

5.2.3.10.16. Beianja Modal Pengadaan Mesin Diesel 

5.2.3.10.17. Belanja Modal Pengadaan Terpal 

5.2.3.10.18. Belanja Modal Pengadaan Card Reader 

5.2.3.10.19. Beianja Modal Pengadaan Alat Deteksi Uang 

5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Peilengkapan Kantor 

5.2.3.11.01. Belanja modal Pengadaan meja gambar 

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 

5 231103 

5.2.3.11.04. 

5231105 Bplania mnda! Ppnnadaan whilp hnarH 
UvJCai I J v I I l U U v i r C I l U W O v l l V V N I I V L / U V I U 

5.2.3.11.06. Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu 

5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC 

5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 

5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman 

5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan Layar 

5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 

5.2.3.11.12. Belanja modal pengadaan Tenda/Terop 

5.2.3.11.13. Belanja Modal Pengadaan Lambang/ Logo 

5.2.3.11.15. Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah 

5.2.3.11.16. Belanja Modal Pengadaan Tangga 

5.2.3.11.17. Belanja Modal Pengadaan Rak Kaca/Etalase 

5,2.3.11.18. Belanja Modal Pengadaan Tiang Antrian 

5.2.3.11.19. Belanja Modal Pengadaan Penyangga LCD. 

5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 

5.2.3.12.01. Beianja modal Pengadaan komputer mainframe/server 

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 

5.2.3.12.04. Beianja modal Pengadaan printer 

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan monitor/display 

5.2.3.12.07. Belanja modal Pengadaan CPU 

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardlsk, 

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 

5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 

5.2.3.13.02. Beianja modal Pengadaan meja rapat 

5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja makan 

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 

5.3:3f13je6ordin3sl 
7 ^ 

ielanja modal Pengadaan kursi makan 

lelanja modal Pengadaan lempal tidur 
SKPD' 
1. , 

ielanja modal Pengadaan sofa 

2. 
3 - 1 ^ - 1 I I , . . — 
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5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 

5.2.3.13.10. Beianja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa 

5.2.3.13.11. Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Tamu 

5.2.3.13.12. Belanja Modal Mimbar Podium 

5.2.3.13.13. Belanja modal Pengadaan Kursi Tunggu 

5.2.3.13.14. Belanja modal Pengadaan papan tulis/white board 

5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 

5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas 

5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 

5.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan lemari makan 

523 1404 
V- fa -Wi 1 0,\JOt 

uciaMJa iHUUdl rcllgdUddil Uldpcllscl 

5 2 314 05 Rdlania nwlal PemnaHaan Vnlkac 
D C i d n J d l t , \ A J d i 1 C l i U a U d d J i i V U l n d d 

523 14 06 Rolaaia mAHal PannaAaan rat r̂ irirtn Ocldnjd IlluUdl rcIigdUddl) IdK piniig 
5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/geias/mangkok/cangkir/sendok/garpu/plsau 

5.2.3.14.08. Belanja modal Pengadaan Majig Jar 

5.2.3.14.09. Beianja Modal Mesin Cud 

5.2.3.14.10. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 

5.2.3.14.11. Belanja Modal Troly Food 

5.2.3.14.12. Belanja Modal Kompor Mesin Pengering 

5.2.3.14.13. Beianja Modal Pengadaan Watyer Furifer 

5.2.3.14.14. Belanja Modal Penampung Air 

5.2.3.14.15. Belanja Modal Water Heater 

5.2.3.14.16. Belanja Modal Kompor Biogas 

5.2.3.14.18. Belanja Modal Pengadaan Prasmanan Set 

5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan Rumah Tangga 

5Z3.15.ai. Belanja modal Pengadaan lampu hias 

5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dindlng/meja 

5.2.3.15.03. Belanja Modal Kain Penghlas Ruangan 

5.2.3.15.04. Belanja Modal TV dan kelengkapannya 

5.2.3.15.05. 

5.2.3.15.06. Belanja Modal Mesin penyedot debu 

5.2.3.15.07. Belanja Modal Pengadaan Karpet 

5.2.3.15.08. Balanja Modal Pengadaan Jemuran 

5.2.3.16. Belanja Modat Pengadaan Alat-aiat Studio 

5.2.3.15.01. Belanja modal Pengadaan kamera 

5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 

5.2.3.16.04. Beianja modal Alat Kelengkapan Studio 

5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Sound System 

5.2.3.16.06. Belanja Modal pengadaan Wireles set 

5.2.3.16.07. Belanja modal VCD/DVD palyer 

5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan CCTV 

5.2.3.|l6,09Kocrdirasi Be inja Modal Tape Mobil 
£Kr 5.2.3i7." -jFt Be anja Modal Pengadaan Alat-aiat Komunikasi 

£Kr-
1. 

5.2.3.17.X)lff«ail: Be anja modal Pengadaan telepon 

2. 
3-TO 
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5,2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan laximili 

5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan radio SSB 

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 

5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan radio VHP 

5.2.3.17.06. Belanja modal Pengadaan radio UHF 

5.2.3.17.07. Belanja modal Pengadaan alat sandi 

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar 

5.2.3.17.09. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi 

5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-aiat Ukur 

5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 

5.2.3.18.02. Beianja modal Pengadaan teodollte 

5.2.3.18.03. Belanja modal Pengadaan alat uji emisi 

5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 

5.2.3.18.05. Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navlgasi 
5.2.3.18.06. Beianja moda! Pengadaan bejana ukur 

5.2.3.18.07. Belanja modal Pengadaan barometer 

5.2.3.18.08. Belanja modal Pengadaan seismograph 

5.2.3.18.09. Belanja modal Pengadaan ultrasonograph 

5.2.3.18.10. Belanja modal Fisk Finder 

5.2.3.18.12. Belanja Modal Pengadaan Meteran 

5.2.3.18.13. Beianja Moda! Pengadaan Alat Centrifuge Extractor Test 

5.2.3.18.14. Belanja Modal Sound lever Meter 

5.2.3.18.15. Belanja Modal Pengadaan Disto Meter 

5.2.3.18.16. Belanja Modal Pengadaan Altimeter 

5.2.3.18.17. Belanja Moda! Pengadaan Alat Pengukur Kecepatan 

5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-aiat Kedokteran 

5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-aiat kedokteran umum 

5.2.3.19.02. Belanja modal Pengadaan alat-aiat kedokteran gigi 

5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan alat-aiat kedokteran THT 

5.2.3.19.04. Belanja modal Pengadaan alat-aiat kedokteran mata 

5.2.3.19.05. Belanja modal Pengadaan alat-aiat kedokteran bedah 

5.2.3.19.06. Belanja modal Pengadaan alat-aiat kedokteran anak 

5.2.3.19.07. Belanja modal Pengadaan alat-aiat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan 

5.2.3.19.08. Belanja moda! Pengadaan alat-aiat kedokteran kulit dan kelamin 

5.2.3.19.09. Belanja modal Pengadaan alat-aiat kedokteran kardiologi 

5.2.3.19.10. Belanja modal Pengadaan alat-aiat kedokteran neurologi 

5.2.3.19.11. Belanja modal Pengadaan alat-alal kedokteran orthopedi 

5.2.3.19.12. Belanja modal Pengadaan alat-aiat kedokteran hewan 

5.2.3.19.13. Belanja modal Pengadaan alat-aiat farmasi 

5.2.3.19.14. Belanja modal Pengadaan alat-aiat penyakit dalam/intemis 

5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda 

5.2.3,20. Belanja Modal Pengadaan Alat-aiat Laboratorium 

5.2.3Z3iJKoordin3sl 
• l> 

Belanja modal Pengadaan alat-aiat laboratorium biologi 
SKPC 5.̂ .3.20.02.'̂ "̂ "'̂  Baanja modal Pengadaan alat-aiat laboratorium fisika/geologi/geodesi 

i . _ 
2. B|anja modal Pengadaan alat-aiat laboratorium kimia 
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5.2.3.20.04. Belanja modal Pengadaan alat-aiat laboratorium pertanian 

5.2.3.20.05. Belanja modal Pengadaan alat-aiat laboratorium petemakan 

5.2.3.20.06. Belanja modal Pengadaan alat-aiat laboratorium perkebunan 

5.2.3.20.07. Belanja modal Pengadaan alat-aiat laboratorium perikanan 

5.2.3.20.08. Belanja modal Pengadaan alat-aiat laboratorium bahasa 

5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-aiat peraga / praktik sekolah 

5.2.3.20.10. Beianja Modal Pengadaan Alat laboratorium lainnya 

5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 

5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 

5.2.3.21.02. Belanja modal Pengadaan konstaiksi jalan fly over 

5.2.3.21.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan under pass 

5.2.3.21.04. Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan lingkungan 

5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 

5.2.3.22.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung 

5.2.3.22.02. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton 
5.2.3.22.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan jalan orang 

5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 

5.2.3.23.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan 

5.2.3.23.02. Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk 

5.2.3.23.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan 

5.2.3.23.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah 

5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstajksl jaringan Irigasi 

5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 

5.2.3.23.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir 

5.2.3.23.08. Beianja moda! Pengadaan konstruksi pintu air 

5.2.3.23.09. Belanja Modal Kontruksl Drainase 

5.2.3.23.10. Belanja Modal Kontruksl Pengaman Sungai 

5.2.3.23.11. Belanja Modal Kontruksl Sumur Bor/Gas 

5.2.3.23.12. Belanja Modal Konservasi 

5.2.3.23.13. Belanja Modal Pembuatan Jalur Labuh Perahu 

5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 

5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 

5.2.3.24.02. Belanja modal Pengadaan lampu hias taman 

5.2.3.24.03. Beianja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota 

5.2.3.24.04. Belanja Modal Pengadaan t̂ mpu Penerangan Jalan Umum 

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Ustrik dan Telepon 

5.2.3.25.01. Beianja modal Pengadaan instalasi Iistrik 

5.2.3.25.02. Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 

5.2.3.25.03. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air 

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 

F̂ anja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 
SKF! 5.-2:3'.26:(a-"'̂ ^̂ "*'' Baanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 

SKft 
1 . . . 

Baanja modal Pengadaan konstruksi/Pembelian gedung gudang 

2. 
X 
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Uraian 

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah 

5.2.3.26.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen 

5.2.3.26.07. Belanja modal Pengadaan konstniksi tugu batas Kabupaten 

5.2.3.26.08. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rambu-rambu 

5.2.3.26.09. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata 

5.2.3.26.10. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar 

5.2.3.26.11. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Fasilitas Sanitasi 

5.2.3.26.12. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian MCK 

5.2.3.26.13. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Kios Pedagang 

5.2.3.26.14. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Terminal 

5.2.3.26.15. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Pasar 

5.2.3.26.16. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Stadion Olah Raga 

5.2.3.25.17. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Pengolah Sampah 

5.2.3.26.18. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Menara 

5.2.3.26.19. Belanja moda! Pengadaan konstruksi / Pembellan Tempat Tanaman 

5.2.3.26.20. Belanja Modal Pengadaan Landasan Pacu Bandar Udara 
5,2.3.26.21. Belanja modal Pengadaan konstruksi Unit Pembenihan Rakyat 

5.2.3.26.22. Belanja modal Pengadaan konstruksi Penerangan Jalan dan Taman 

5,2.3.26,23. Belanja modal Pengadaan konstruksi Kotam 

5.2.3.26.24. Belanja moda! Sarana dan Prasarana Persampahan 

5.2.3.26.25. Belanja Modal Pengadaan Konstrnksi Taman 

5.2.3.26.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan 

5.2.3.26.27. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir 

5.2.3.26.28. Belanja modal konstruksi pagar/gapura 

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 

5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan buku matematlka 

5.2.3.27.02. Belanja mxia\ Pengadaan buku fisika 

5.2.3.27.03. Belanja modal Pengadaan buku kimia 

5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan buku biologi 

5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan buku biografi 

5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan buku geografi 

5.2.3.27.07. Belanja modal Pengadaan buku astronoml 

5.2.3.27.08. Belanja modal Pengadaan buku arkeologi 

5.2.3.27.09. Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra 

5.2.3.27.10. Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 

5.2.3.27.11. Belanja modal Pengadaan buku sejarah 

5.2.3.27.12. Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya 

5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan 

5.2.3.27.14. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial 

5.2.3.27.15. Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 

5.2.3.27.16. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknoiogi 

5.2.3.27.17. Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia 

a$l 

SKPt 
Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa 

B' lanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 

SKPD 5?25.27.20.k3it: 
1.. 
2.. 
3.. 

lanja modal Pengadaan buku Industri dan perdagangan 
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5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 

5.2.3.27.22. Belanja modal Pengadaan buku naskah 

5.2.3.27.23. Beianja modal Pengadaan terbitan berkala (jumal, Compact Disk) 

5.2.3.27.24. Belanja modal Pengadaan mlkrofilm 

5.2.3.27.25. Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe 

5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Pelajaran 

5.2.3.27.27. Belanja Modal Peta Tematik 

5,2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan luklsan/foto 

5.2.3.28.02. Beianja modat Pengadaan patung 

5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan uklran 

5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan pahatan 

5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan batu alam 

5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan maket/miniatur/diorama 

5.2.3.28.07. Belanja Modal Gamelan 

5.2.3.28.08. Belanja Modal Alat Musik 

5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Temak dan Tanaman 
5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan hewan kebun binatang 

5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan temak 

5.2.3.29.03. Belanja modal Pengadaan tanaman 

5.2.3.29.04. Dst 

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-aiat Persenjataan/Keamanan 

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan senjata api 

5.2.3.30.02. Belanja moda! Pengadaan radar 

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan mobil water canon 

5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan borgol 

5.2.3.30.05. Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet 

5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan perisai/tameng 

5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan detektor logam 

5.2.3.30.08. Beianja modal Pengadaan romp! anti peluru 

5.2.3.30.09. Belanja modal Pengadaan penlungan 

5.2.3.30.10. Belanja modal Pengadaan helm 

5.2.3.30.11. Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirine 

5.2.3.30.12. Belanja modal Pengadaan senlolop/senter 

5.2.3.30.13. Belanja modal Pengadaan baju pelampung/pelampung 

5.2.3.30.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Selam 

5.2.3.30.15. Belanja Modal Pengadaan Teropong 

5.2.3.30.16. Belanja Moda! Pengadaan Papan Selancar 

5.2.3.30.17. Belanja Modal Kelengkapan Evakuasi 

5.2.3.31. Belanja Modal Dana Bos 

5.2.3.31.01. Belanja Modal Dana Bos. 

5.2.3.32. Belanja Modal Dana BLUD 

5.2.3f32IIlKo«rdinasi Be anja Modal BLUD Rumah Sakit 

5.2.3:33. Be anja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga 

5.l3j33:'crF."̂ "̂- anja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga. 

2. 
3 . ^ 
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5.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Peilengkapan / Peralatan Praktek 

5.2.3.34.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek. 

5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat pengolah limbah medis 

5.2.3.35.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Limbah Medis 

5.2.3.36. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Central Gas Medis 

5.2.3.36.01. Belanja modal pengadaan Instalasi central gas medis 

9. BEBAN 

9 . 1 BEBAN OPERASI-LO 

9.1.1. Beban Pegawai - LO 

9.1.1.01 Beban Gaji dan Tunjangan > LO 

9.11.01.01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO 

9.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga-LO 

9.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - LO 

9.1101.04. Tunjangan Fungsional - LO 

9.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - LO 

9.1101.06. Tunjangan Beras-LO 

9.11.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO 

9.110108. Pembulatan Gaji - LO 
9.1.1.01.09. luran Jaminan Kesehatan - LO 

9.11.01.10. Uang Paket-LO 

9.1101.11 Tunjangan Badan Musyawarah - LO 

9.11.01.12. Tunjangan Komisi - LO 

9.11.01.13. Tunjangan Badan Anggaran - LO 

9.11.0114. Tunjangan Badan Kehormatan - LO 

9.1.101.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO 

9.11.01.16. Tunjangan Perumahan - LO 

9.11.0117. Uang Duka Wafat/Tewas - LO 

9.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian - LO 

9.110119. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO 

9.1.10120. Tunjangan Kesehatan DPRD - LO 

9.11.01.21 Tunjangan Profesi Guru - LO 

9.110122. Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja - LO 

9.1102. Beban Tambahan Penghasllan PNS • LO 

9.1102.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO 

9.11.02.02. Tambahan Penghasllan berdasarkan tempat bertugas - LO 

9.11.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO 

9.1102.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi - LO 

9.1102.05. Tambahan Penghasllan Berdasarkan Prestasi Kerja 

9.1102.06. Belanja Sertifikasi PNS-LO 

9.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Guru - LO 

9.11.02.08. Belanja Sertifikasi-LO 

9.1103. Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO 

9.lWS1<oordinasi m 3an Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO 
c 1/ r- < 

SKP 
1 
2. 
3 

7^ Dan Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO 
c 1/ r- < 

SKP 
1 
2. 
3 

DJ 

c 1/ r- < 

SKP 
1 
2. 
3 
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9.1.1.04. Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan • LO 

9.1.1.04.01. Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO 

9.1.1.04.02. Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO 

9.1.1.04.03. Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO 

9.1.1.04.04. Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO. 

9.11.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

9.1105.01. Insentif Pemungulan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO 

9.11.05.02. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO 

9.11.05.03. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO 

9.1.1.05.04. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO 

9.1.105.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok • LO 

9.11.05.06. Insentif Pemungulan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO 

9.1.1.05.07. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO 

9.1.105.08. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO 

9.1.1.05.09. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO 

9.1.1.05.10. Insentif Pemungulan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO 

9.1.1.05.11 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO 

9.11.05.12. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO 

9.1105.13. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO 
9.1105.14. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan • LO 

9.1.1.05.15. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bum! dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan -

9.1105.16. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO 

9.11.05.17. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO. 

9.1106. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 

9.11.06,01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO 

9.1.106.02. Insentif Pemungulan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO 

9.1.106.03. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Blaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 

9.1106.04. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat -

9.11.06.05. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO 

9.1.1.06.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO 

9.1.1.06.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO 

9.1.1.06.08. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran • LO 

9.1.1.06.09. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LO 

9.1.106.10. , insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO 

9.1106.11. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO 

9.1.1.06.12. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO 

9.1106.13. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO 

9.1106.14. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO 

9.11.05.15. Insenlif Pemungulan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO 

9.11.06.16. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO 

9.1.1.06.17. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO 

9.1.106.18. Insentif Pemungulan Retribusi Daerah - Terminal - LO 

9,1,1,06,W Koordinasi Inse 
fr— 

tif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir • LO 

9.11.06.20. - y Inse itif Pemungulan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO 

9:n )̂62l'*""*"- Inse itif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO 
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£ 
9.1.1.06.22. Insentif Pemunoiitan Retribusi Daerah - Pelavanan Kptvlahnhan . i n 

9.1.1.06.23. lnS6ntif Pemunaulan Rptrihii<ii Daprah. Tpmnat Rpkrô aci Ĥsn r»î ih mno i 

9.1.1.06.24. lnS6ntif Psmunautan Retrihnsi Daprah * Ppavphrar^npn A i r . 1 n 
« « «wv i i v * » v i ^ i u i i\f\j(vi 1 1 vvkMi*>\jwi W v v i all r V l 1 VcUl v J i U v i 1 r \ J | l»v 

9.1.1.06.25. Insentif Pemunoutan Retribusi Daerah - Peniualan Prndi tksi I l?aha Daprah - 1 n 
• 1 • v i i i w * i ^ u * Wl» i *Vhi 1 v u wl W l V I I 1 wl I IU v l u l 1 1 t VwU iVw l Ww v l 1V ^ / C l v i V " 1 

9.1.1.06.26. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO 

9.1.1.06.27. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO 

9.1.1.06.28. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LO 

9.1.1.06.29. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO 

9.1.1.06.30. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan • LO 

9.1.1.06.31. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah • Pengendalian Lalu Lintas - LO 

9.1.1.06.32. Insentif Pemungulan Refribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Kerja 

9.1.1.06.33. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah • LO. 

9.1.1.07. Uang Lembur-LO 

9.1.1.07.01. Uang Lembur PNS - LO 

9.1.1.07.02. Uang Lembur Non PNS - LO 

9.1.2. Beban Barang dan Jasa 

9 1 2 01 Rph;in Rnhan Piilcaf Hahitt 
DCUCIII Dallall runUl ildUla 
D&^4n dfffiAim l\it tiil'if. ^mlf\f 

•eoan rerseoiaan aiai luiis Kanior 
Q1 9 ni no Beban Persediaan dokumen/administrasi tender 

Q1 0 (11 no 
9i l.£.U liUO. 

Rphpn DafCaAiaan 4 l p t lictrilr Aan oJaJ/tmnW t f̂ FTinii ni'\ar \\a}\tir\i ^annn\ 

Dcuan rerbcuidan aidi iisiriK udi) eieKuuniK (lainpu pijar, uaiie^ Kenng/ 
9.1.2.01.04. Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya 

9.1.2.01.05. Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 

9.1.2.01.06. Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 

9.1.2.01.07. Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran 

9.1.2.01.08. Beban Persediaan pengisian isi tabung gas 

9.1.2.01.09. Beban Persediaan Peralatan Penunjang Kesehatan 

9.1.2.01.10. Beban Persediaan Pengadaan blanko Cek/Giro 

9.1.2.01.11. Beban Persediaan Dokumentasi/Dekorasi 

9.1.2,01.12. Beban Persediaan Obat-obatan 

9.1.2.01.13. Beban Persediaan Jasa Media 

9.1.2.01.14. Beban Barang Pasca MOW/MOP 

9.1.2.01.15. Beban Kotak Saran 

9.1.2.02. Beban Persediaan Bahan/ Material 

9.1.2.02.01. Beban Persediaan bahan baku bangunan 

9.1.2.02.02. Beban Persediaan bahan/bibit tanaman 

9.1.2.02.03. Beban Persediaan bibit temak 

9.1.2.02.04. Beban Persediaan bahan obat-obatan 

91 2 02 05 Beban Persediaan bahan kimia 

9.1.2.02.06. Beban Persediaan Makanan Pokok 

9.1.2.02.07. Rpban Pprsediaan Tfonv/Piaaam/Hadiah 
^ V w v l 1 1 wl wwV> W l 1 I I WW 111 1VH v J J H1 l U U J V ' 1 

9.1.2.02.08. Beban Persediaan Pakan Temak 

9.1.2.02.09. Beban Persediaan bahan pupuk 

Betjan Persediaan bibit ikan dan pakan 
£ M giiz-oz^t.-""'""' Bet an Persediaan Bahan Baku Perikanan 

~£KF 9.1l2-,02;lZefkail: Bet an Persediaan Bahan Baku Industri 

1 . -
2. 7 
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9.1.2.02.13. Beban Persediaan Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat 

9.1.2.02.14. Beban Persediaan Peralatan Industri 

9.1.2.02.15. Beban Persediaan Induk Ikan 

9.1.2.02.16. Beban Persediaan Bingkai / Figura Lambang / Logo /Lukisan / Hiasan Dinding 

9.1.2.03. Beban Jasa Kantor 

9.1.2.03.01. Beban Jasa telepon 

9.1.2.03.02. Beban Jasa air 

9.1.2.03,03. Beban Jasa listrik 

9.1.2.03.04. Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 

9.1.2.03.05. Beban Jasa sural kabar/majalah 

9.1.2.03.06. Beban Jasa kawat/faksimili/intemet 

9.1.2.03.07. Beban Jasa paket/pengiriman 

9.1.2.03.08. Beban Jasa Sertifikasi 

9.1.2.03.09. Beban Jasa Transaksi Keuangan 

9.1.2.03.10. Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jaian Umum 

9.1.2.03.11. Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

9.1.2.03.12. Beban Jasa Intensifikasi Pendapatan 

9.1.2,03.13. Beban Jasa administrasi pemungutan Pajak daerah dan PBB 

9.1.2.03.14. Beban Jasa administrasi penyelesaian perkara 

9.1.2.03.15. Beban software 

9.1.2.03.16. Beban Pemasangan ikIan 
9.1.2.03.17. Beban Layanan Kesehatan 

9.1.2.03.18. Beban Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah 

9.1.2.03.19. Beban Jasa Media 

9.1.2.03.21. Beban Jasa Lound7 

9.1.2.03.22. Beban Jasa Medis/Paramedis 

9.1.2.03.23. Beban Transportasi 

9.1.2.03.24. Beban Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 

9.1.2.03.25. Beban Jasa Cleaning Service 

9.1.2.03.26. Beban Jasa Teknis 

9.1.2.03.27. Beban Jasa Pihak Ketiga 

9.1.2.03.28. Beban Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga 

9.1.2.03.29. Beban Uang Untuk diberikan kepada masyarakat 

9.1.2.03.30. Beban Uang untuk dl berikan kepada siswa / pelajar 

9.1.2.03.31. Beban Jasa Profesi 

9.1.2.03.32. Beban Jasa Premi Pendamping Operator dan PKH 

9.1.2.04. Beban Premi Asuransi 

9.1.2.04.01. Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan 

9.1.2.04.02. Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah 

9.1.2.04.03. Dst 

9.1.2.05. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 

9.1.2.05.01. Beban Jasa Service 

9.1.2;-05i)2lcprdin3si' Be )an Penggantian Suku Cadang 
w r*r > Br lan Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 

im 
l . n 

Bf 3an Jasa KIR 

2. 
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9.1.2.05.05. 

9.1.2.05.06. 

9.1.2.06. 

9.1.2.06.01. 

9.1.2.06.02. 

9.1.2.07. 

9.1.2.07.01. 

9.1.2.07.02. 

9.1.2.07.03. 

9.1.2.07.04. 

9.1.2.07.05. 

9.1.2.08. 

9.1.2.08.01. 

9.1.2.08.02. 

9.1.2.08.03. 

9.1.2.08.04. 

9.1.2.09. 

9.1.2.09.01. 

9.1.2.09.02. 

9.1.2.09.03. 

9.1.2.10. 

9.1.2.10.01. 
9.1.2.10.02. 

9.1.2.10.03. 

9.1.2.10.04. 

9.1.2.10.05. 

9.1.2.10.06. 

9.1.2.10.07. 

9.1.2.10.08. 

9.1.2.10.09. 

9.1.2.10.10. 

9.1.2.10.11. 

9.1.2.10.12. 

9.1.2.10.13. 

9.1.2.11. 

9.1.2.11.01. 

9.1.2.11.02. 

9.1.2.11.03. 

9.1.2.11.04. 

9.1.2.11.05. 

9.1.2.11.06. 

9.1.2.11.07. 

rt Korfdinasi 

Uraian 

Beban Pajak Kendaraan Bermotor 

Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Beban Cetak dan Penggandaan 

Beban Cetak 

Beban Penggandaan 

Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parklr 

Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas 

Beban sewa gedung/ kantor/tempat 

Beban sewa ruang rapat/pertemuan 

Beban sewa tempat parkir/uang tambal/hanggar sarana mobilitas 

Beban Sewa Tanah 

Beban Sewa Sarana Mobilitas 

Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat 

Beban Sewa Sarana Mobilitas Air 

Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara 

Dst... 

Beban Sewa Alat Berat 

Beban Sewa Eskavator 

Beban Sewa Buldoser 

Beban Sewa Stem Wales 

Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

Beban sewa meja kursi 
Beban sewa komputer dan printer 

Beban sewa proyektor 

Beban sewa generator 

Beban sewa tenda 

Beban sewa pakaian adat/tradisional 

Beban Sewa Sound System 

Beban sewa panggung 

Beban Sewa Dekorasi dan Periengkapannya 

Beban Sewa Genset 

Beban Sewa Alat Ukur 

Beban Sewa Alat Pemotong 

Beban Sewa Mesin Pendingin Ruangan 

Beban Makanan dan Minuman 

Beban makanan dan minuman harian pegawai 

Beban makanan dan minuman rapat 

Beban makanan dan minuman tamu 

Beban makanan dan minuman pelatihan 

Beban makanan dan minuman pasien 

Beban makanan dan minuman panti sosial 

Beban Makan Minum Kegiatan 

êban Pakaian Dinas dan Atributnya 

Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH 

t eban Pakaian Sipil Harian (PSH) 
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9.1.2.12.03. BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL) 

9.1.2.12.04. Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) 

9.1.2.12.05. Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) 

9.1.2.12.06. Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR) 

9.1.2.13. Belanja Pakaian Kerja 

9.1.2.13.01. Beban pakaian kerja lapangan 

9.1.2.13.02. Beban Kelengkapan Pakaian Kerja 

9.1Z14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 

9.1.2.14.01. Beban pakaian KORPRI 

9.1.2.14.02. Beban pakaian adat daerah 

9.1.2.14.03. Beban pakaian balik tradisional 

9.1.2.14.04. Beban pakaian olahraga 

9.1.2.14.05. Beban Pakaian Dinas Khusus 

9.1.2.15. Beban Perjalanan Dinas 

9.1.2.15.01. Beban perjalanan dinas dalam daerah 

9.1.2.15.02. Beban peijalanan dinas luar daerah 

9.1.2.15.03. Beban perjalanan dinas luar negeri 

9.1Z16. Beban Perjalanan Pindah Tugas 

9.1.2.16.01. Beban perjalanan pindah tugas dalam daerah 

9.1.2.16.02. Beban perjalanan pindah tugas luar daerah 

9.1.2.17. Bsban PBmulannan P̂ nawai 

91 21701 Bphan Dprniilanoan npnawai vann Den̂ iiin dalam daprah 

9.1.2.17.02. Beban Demulanoan opoawai vano oensiun iiiar daprah 
U V W l 1 U wl 1 l U I V ' H VI1 W V w V ' v l 1 M* l \| v W l l d l U I * I w v l U W I Q* S 

9.1.2.18. Beban Pemeliharaan 

9.1.2.18.01. Beban Pemeliharan Tanah 

9.1.2.18.02. Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin 

9.1.2.18.03. Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan 

9.1.2.18.04. Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

9.1.2.18.05. Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 

9.1.2.18.06. Dst 

9.1.2.19. Beban Jasa Konsultasi 

9.1.2.19.01. Beban Jasa Konsultansi Penelitian 

9.1.2.19.02. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan 

9.1.2.19.03. Beban Jasa Konsultansi Pengawasan 

9.1.2.19.04. Beban Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis 

9.1.2.19.05. Beban Jasa Konsultasi. 

9.1.2.20. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 

9.1.2.20.01. Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 

9.1.2.20.02. Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 

9.1.2.21. Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 

9.1.2.21.01. Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat 

9.1.2.21.02. Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga 

-̂VitT̂ -Koordinasi ieban Beasiswa Pendidikan PNS 
SKPD/ leban beasiswa tugas belajar D3 

SKFD' 
1. 

9.t2.32.ei2;ait: leban beasiswa tugas belajar SI 

2. 
3. __ 
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£KFD' 
1 
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3 

Kode Rekening 

9.1.2.22.01 

9.1.2.22.04. 

9.1.2.22.05. 

9.1.2.23. 

9.1.223.01. 

9.1.2.23.02. 

9.1.2.23.03. 

9.1.2.23.04. 

9.1.2.24. 

9.1.2.24.01. 

9.1.2.24.02. 

9.1.2.24,03. 

9.1.2.25. 

9.1.2.25.01. 

9.1.2.25.02. 

9.1.2.25.03. 

9.1.2.25.04. 

9.1.2.26. 

9.1.2.26.01. 

9.1.2.26.02. 

9.1.2.26.01 

9.1.2.26.04. 

9.1.2.27. 

9.1.2.27.01. 
9.1.2.27.02. 

9.1.2.27.03. 

9.1.2.28. 

9.1.2.28.01. 

9.1.2.29. 

9.1.2.29.01. 

9.1.2.30. 

9.1.2.30.01. 

9.1.2.31. 

9.1.2.31.01. 

9.1.2.32. 

9.1.2.32.01. 

9.1.2.33. 

9.1.2.3101. 

9.1.2.34. 

9.1.2.34.01. 

9.1.2.35. 

9.1.2.35.01. 

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 

9X11)1 

9.i.idi:oi: 

Uraian 

Beban beasiswa tugas belajar S2 

Beban beasiswa tugas belaqar S3 

Dst, 

Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 

Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan 

Beban sosialisasi 

Beban bimbingan teknis 

Dst, 

Beban Honorarium Non Pegawai 

Honorarium Tenaga Ahll/Narasumber/lnslnjktur 

Moderator 

Dst, 

Honorarium PNS 

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 

Honorarium Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 

Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit 

Honorarium Non PNS 

Honorarium Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 

Honorarium Pegawai Honorer/Tldak Tetap 

Upah Tenaga Harian 

Upah Tenaga Borongan 

Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 

Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga 
Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat 

Uang Untuk diberikan Kepada Siswa atau Pelajar 

Beban Barang Dana BOS 

Beban Barang Dana BOS. 

Beban Barang Jasa BLUD. Rumah Sakit 

Beban Barang Jasa BLUD. Rumah Sakit. 

Beban Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Beban Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakll Kepala Daerah. 

Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Beban Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil 

Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Beban Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Beban Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Beban Kompensasi Bangunan Rumah dan Fasilitas Umum 

Beban Kompensasi Bangunan Rumah dan Fasilitas Umum. 

Beban Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 

Beban Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber. 

- Beban Bunga 

Bunga Utang Pinjaman 

Jeban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah 
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1 2 

9.1.3.01.02. Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya 

9.1.3.01.03. Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank 

9.1.3.01.04. Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 

9.1.3.01.05. Bunga Utang Pinjaman Lainnya 

9.1.3.02. Bunga Utang Obligasi 

9.1.3.02.01. Bunga Utang Obligasi 

9.1.4. Beban Subsidl 

9.1.4.01. Beban Subsldi 

9.1.4.01.01. Beban Subsidl kepada BUMN 

9.1.4.01.02. Beban Subsidl kepada BUMD 

9.1.4.01.03. Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya 

9.1.5. Beban Hibah 

9.1.5.01. Beban Hibah kepada Pemerintah 

9.1.5.01.01. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah 

9.1.5.02. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya 

9.1.5.02.01. Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi 

9.1.5.02.02. Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten 

9.1.5.02.03. Beban Hibah kepada Pemerintah Kota 

9.1.5.03. Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD 

9.1.5,03.01. Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD 

9.1.5.03.02. Dst 

9.1.5.04, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat 

9.1.5.04.01. Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat 

9.1.5.05. Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 

9.1.5.05.01. Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 
9.1.5.05.02. Dst... 

9.1.5.06, Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar"* 

9.1.5.06.01. Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota 

9.1.5.06.02. Dst... 

9.1.6. Beban Bantuan Sosial 

9.1.6.01. Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 

9.1.6.01.01. Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan... 

9.1.6.01.02. Dst 

9.1.6.02. Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat 

9.1.6.02.01. Beban Bantuan Sosial kepada .... 

9.1.6.02.02. Dst 

9.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi 

9.1.7.01. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 

9.1.7.01.01. Beban Penyusutan Alat-Alal Besar Darat 

9.1.7.01.02. Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung 

9.1.7.01.03. Beban Penyusutan Alat-aiat Bantu 

9.1.7.01.04. Beban Penyusutan Alat Angkutan Daral Bermotor 
Qft7'HtW0'ainas. B eban Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 

t- lA n n 
p-.-.fi'in FrrrirrVarta 
9.1,7.01.06.. E ;ban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor 

*SKfD 
1. . . 9.1.7.01,07. E 3ban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor 
2. 
3. 
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1 4 

Z 

9.1.7.01.08. Betian Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara 

9.1.7.01.09. Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin 

9.1.7.01.10. Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin 

9.1.7.01.11. Beban Penyusutan Alat Ukur 

9.1.7.01.12. Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian 

9.1.7.01.13. Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Atat Penyimpan Pertanian 

9.1.7.01.14. Beban Penyusutan Alat Kantor 

9.1.7.01.15. Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga 

9.1.7.01.16. Beban Penyusutan Peralatan Komputer 

9.1.7.01.17. Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 

9.1.7.01.18. Beban Penyusutan Ala! Studio 

9.1.7.01.19. Beban Penyusutan Alat Komunikasi 

9.1.7.01.20. Beban Penyusutan Peralatan Pemancar 

9.1.7.01.21. Beban Penyusutan Alat Kedokteran 

9.1.7.01.22. Beban Penyusutan Alat Kesehatan 

9.1.7.01.23. Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium 

9.1.7.01.24. Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah 

9.1.7.01.25. Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 

9.1.7.01.26. Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 

9.1.7.01.27. Beban Penyusutan Alat Proteksl RadiasI / Proleksi Lingkungan 

9.1.7.01.28. Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) 

9.1.7.01.29. Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 

91 7 01 30 Rphfln Ppnviisiil^n Ppralstsn 1 ahnratnriiim Hiilrfxlinflmikfl 

Q 1 7 n i 71 D n n 4 n Oiftii ifl ikn Gnriiaia A fi'l 

•eoan renyusuian cjenjaia Api 
q 1 7 ni 39 
7. 1.1 .U 1.0£. 

OwUdii rciiyUoUldii rclaci i jdlddil MUM OcMJdld Apt 

Q 1 7 ni 33 RdKwn PonuiiCiitan Alat tfoamanan rian Ddriinriiinnan •cOdll rcIiyUSUldll Midi rkCdiildlldil Udll rclllllUUIigdll 

9.1.7.02. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 

9.1.7.02.01. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 

9.1.7.02.02. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 

9.1.7.02.03. Beban Penyusutan Bangunan Menara 

9.1.7.02.04. Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah 

9.1.7.02.05. Beban Penyusutan Tugu Peringatan 

9.1.7.02.06. Beban Penyusutan Candi 

9.1.7.02.07, Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah 

9.1.7.02.08. Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain 

9.1.7.02.09. Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti 

91 7 0210 Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu 

9.1.7.02.11. Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 

9.1.7.03. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

9.1.7.03.01. Beban Penyusutan Jalan 

9.1.7.03.02. Beban Penyusutan Jembatan 

9.1.7.03.03. Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi 

Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut 

SKPO; E Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa 

&KFD' E 9;U.03,t)Sit: Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 

1. 
2. 
3.,,, 



Kode Rekeninq Uraian 
1 2 

9.1.7.03.07. Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 

9.1.7.03.08. Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku 

9.1.7.03.09. Beban Penyusutan Bangunan Air Kolor 

9.1.7.03.10. Beban Penyusutan Bangunan Air 

9.1.7.03.11. Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/AIr Bersih 

9.1.7.03.12. Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor 

9.1.7.03.13. Beban Penyusutan instalasi Pengolahan Sampah 

9.1.7.03.14. Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 

9.1.7.03.15. Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Ustrik 

9.1.7.03.16. Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik 

9.1.7.03.17. Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan 

9.1.7.03.18. Beban Penyusutan Instalasi Gas 

9.1.7.03.19. Beban Penyusutan Instalasi Pengaman 

9.1.7.03.20. Beban Penyusutan Jaringan Air Minum 

9.1.7.03.21. Beban Penyusutan Jaringan Listrik 

9.1.7.03.22. Beban Penyusutan Jaringan Telepon 

9.1.7.03.23. Beban Penyusutan Jaringan Gas 

9.1.7.04. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 

9.1.7.04.01. Beban Amortisasi Goodwill 

9.1.7.04.02. Beban Amortisasi Usensi dan franchise 

9.1.7.04.03. Beban Amortisasi Hak Cipta 

9.1.7.04.04. Beban Amortisasi Paten 

9.1.7.04.05. Beban Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya 

9.1.8. Beban Penyisihan Piutang 

9.1.8.01. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan 

9.1.8.01.01. Beban Penyisihan Piutang Pajak 

9.1.8.01.02. Beban Penyisihan Piutang Retribusi 
9.1.8.01.03. Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

9.1.8.01.04. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 

9.1.8.01.05. Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat 

9.1.8.01.05. Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat • Lainnya 

9.1.8.01.07. Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 

9.1.8.01.08. Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan 

9.1.8.01.09. Beban Penyisihan Piutang Hibah 

9.1.8.01.10. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya 

9.1.8.01.11. Dst 

9.1.8.02. Beban Penyisihan Piutang Lainnya 

9.1.8.02.01. Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 

9.1.8.02.02. Beban Penyisihan Bagian LancarTagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas 

9.1.8.02.03. Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 

9.1.8.02.04. Beban Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi 

9.1.8.02.05. Beban Penyisihan Uang Muka 

^mm^^,— Dst 

fr.lS.'*'' Y ' u m A K a m Beban Lain-lain 

SKFD 
1. 

ll^JMJeikait: Beban Penurunan Nilai Investasi 



Kode Rekening Uraian 
1 

9.1.9.01.01. Beban Penurunan Nilai Investasi 

9.1.9.02, Beban Penyisihan Dana Bergulir 

9.1.9.02.01. Beban Penyisihan Dana Bergulir 

9.1.9.03. Beban Laln-lain 

9.1.9.03.01. Beban Laln-lain 

9.2. BEBAN TRANSFER 

9.2.1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 

9.2.1.01, Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota 

9.2.1.01.01. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota.... 

9.2.1.01.02. Dst.... 

9.2.1.02. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi. 

9.2.1.02.01. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi.. 

9.2.1.03, Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 

9.2.1.03.01. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa. 

9.2.1.04. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 

9.2.1.04.01. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa. 

9.2.1.05. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan 

9.2.1.05.01. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan. 

9.2.2. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 

9.2.2.01. Beban Transfer Bag! Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan 

9.2.2.01.01. Beban Transfer Bagi Has!! Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupalen/Kota. 

9.2.2.01.02. Dst. 

9.2.3. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 

9.2.3.01. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsl 

9.2.3.01.01. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsl.... 

9.2.3.01.02. Dst. 

9.2.3.02. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota 

9.2.3.02.01. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota. 
9.2.3.02.02. Dst. 

9.2.4. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 

9.2.4.01. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 

9.2.4.01.01. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa.... 

9.2.4.01.02. Dst.... 

9.2.5. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 

9.2.5.01, Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik 

9.2.5.01.01. Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik. 

9.2.5.01.02. DsL... 

9.2.6. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus 

9.2.6.01. Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota 

9.2.6.01.01. Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota. 

9.2.6.01.02. Dst.... 

9.3. DEFISrr NON OPERASIONAL 
q qFf ral 

KPD/ 3aj'.n Pe^r.?V?rea T r Cefisit Penjualan Aset Non Lancar • LO 

9.3.1.ai Deflsit Penjualan Aset Non Lancar • LO 
KFD' 

9.3".1.01.01. [̂ eflslt Penjualan Aset Tanah - LO 
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1 2 

9.3.1.01.02. Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO 

9Z101.03.- Delisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO 

93.1.01.04. Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya • LO 

93.1.01.05. Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO 

93.1.01.06. Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO 

9.3.1.01.07. Dst 

93Z Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang • LO 

9.12.01, Deflsit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 

9.3.2.01.01. Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan • LO 

9.3.2.01.02. Defistr Penyetesarar utag oat i&msQA Keuargar BukiSJi Bank - LO 

9.3.2.0133. Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi • LO 

9.3.2.01.04. Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusal - LO 

9.3.2.01.05. Defisit Penyelesa"an Utang Pemerintah Provinsi - LO 

93Z0T.06. DdfiSit Penyefe'saari Ufaig" Perrieririfah" KaBupateri/Kbfa • LO 

9.3.2.01.07. Defisit Paiyelesaan Premium (Diskonto) Obligasi - LO 

9.3.2.01.08. Dst 

9.3.3. Defisit dart Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 

9.13.01. Deflsft dad Kegiatan Hon Operasional Lainnya -10 

93.3.0131. . Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 

9.3.3.0132. Defisit Pefepasan Investasi Jangka Pendek - LO 

93.3.01.03. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 

9.4. BEBAN LUAR BIASA 

9.4.1. Beban Luar Biasa 

9.4.1.01. Beban Luar Biasa 

9.4.13131. Beban Bencana Alam 

9.4.131.02. Beban Luar Biasa Lainnya . 

9.4.131.03. 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 
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Lampiran V : Peraturan Bupati Pacitan 

Nomor : 

Tanggal : 

REKENING PEMBIAYAAN 

TAHUN ANGGARAN 2017 
Kode Rekening Uraian 

1 2 

1.01.01.1. Kas Daerah 

6. PEMBIAYAAN DAERAH 

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 

6.1.1.01. Pelampauan penerimaan PAD 

6.1.1.01.01. Paj'ak Daerah 

6.1.1.01.02. Retribusi Daerah 

6.1.1.01.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

6.1.1.01.04. Lain-Lain PAD yang sah 

6.1,1.02. Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan 

6.1.1.02.01. Bagi Hasil Pajak 

6.1.1.02.02. Bagi Hasii Bukan PajaWSumber Daya Aiam 

6.1.1.02.03. Dana Alokasi Umum 

6.1.1.02.04. Dana Alokasi Khusus 

6.1.1.03. Pelampauan penerimaan Laln-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

6.1.1.03.01. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

6.1.1.03.02. Penerimaan Lain-lain 

6.1.1.03.03. Bag! Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

6.1.1.03.Q4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

6.1.1.03.05. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 

6.1,1.04. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 

6.1.1.04.01. Beianja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 

6.1.1.04.02. Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 

6.1.1.04.03. Beianja Barang dan Jasa 

6.1.1.04.04. Belanja Moda! 

6.1.1.04.05. Belanja Bunga 
1 V 

6.1.1.04.06. Belanja Subsidi 

6.1.1.04.07. Belanja Hibah 

5.1.1.04.08. Beianja Bantuan Sosial 

6.1.1.04.09. Belanja Belanja Bagi Hasil 

6.1.1.04.10. Belanja Bantuan Keuangan 

6.1.1.04.11. Belanja Belanja Tidak Terduga 

6.1.1.05. Kewajiban kepada pihak ketiga sampal dengan akhir tahun belum terselesaikan 

6.1.1.05.01. Uang jaminan 

6.1.1.05.02. Potongan Taspen 

6.1.1.05.03. Potongan Beras 

6.1.1.05.04. Askes 

Paraf Koordinasi 1 
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Kode Rekening 
1 

6.1.1.05.05. 

6.1.1.06. 

6.1.1.06.01, 

6.1.1.06.02. 

6.1.1.07. 
6.1.1.07.01. 

6.1.1.07.02. 

6.1.1.07.03. 

6.1.1.07.04. 

6.1.1.07.05. 

6.1.1.07.06. 

6.1.1.07.07. 

6.1.1.08. 

6.1.1.08.01. 

5.1.1.08.02. 

6.1.1.08.03. 

6.1.1.08.04. 

6.1.1.08.05. 

6,1.2. 

6.1.2.01. 

6.1.2.01.01. 

6.1.2.01.02. 

6.1.3. 

6.1.3.01. 

6.1.3.01.01. 

6.1.3.01.02. 

6.1.3.02.. 

6.1.3.02.01. 

6.1.3.02.02. 

6.1.4. 

6.1.4.01. 

6.1.4.01.01. 

6.1.4.01.02. 

6.1.4.02. 

6.1.4.02.01. 

6.1.4.02.02. 

6.1.4.03. 

6.1.4.03.01. 

6.1.4.03.02. 

6.1.4.04. 

6.1.4.04.01. 

6.1.4.04.02. 

Uraian 

Dst. 

Kegiatan lanjutan 

Kegiatan lanjutan 

Dst. 

Pelampauan Penerimaan Pembiayaan 
Pelampauan Pencairan Dana Cadangan 

Pelampauan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Pelampauan Penerimaan Pinjaman Daerah 

Pelampauan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

Pelampauan Penerimaan Piutang Daerah 

Pelampauan Penerimaan Pengembalian Modal Investasi 

Dst. 

Penghematan Pengeluaran Pembiayaan 

Penghematan Pembentukan Dana Cadangan 

Penghematan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

Penghematan Pembayaran Pokok Utang 

Penghematan Pemberian Pinjaman Daerah 

Dst.... 

Pencairan Dana Cadangan 

Pencairan Dana Cadangan 

Pencairan Dana Cadangan nomor, 

Dst. 

Has!) Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD 

BUMD. 

Dst. 

Nasi! penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga 

Dst. 

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 

Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah 

Penerusan pinjaman. 

DsL. 

Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain 

Pemerintah daerah 

Dst. 

Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank 

Bank 

DsL. 

Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank 

Lembaga keuangan bukan bank 

Dst. 

Para* Hierarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 
"iikuffl 
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Kode Rekening 

6.1.4.05. 

6.1.4.05.01. 

6.1.4.05.02. 

6.1.4.05.03. 

6.1.5. 

6.1.5.01. 

6.1.5.01.01. 

6.1.5.01.02. 
6.1.6. 

6.1.6.01. 

6.1.6.01.01. 

6.1.6.01.02. 

6.1.6.01.03. 

6.1.6.02. 

6.1.6.02.01. 

6.1.6.03. 

6.1.6.03.01. 

6.1.6.03.02. 

6.1.6.04. 

6.1.6.04.01. 

6.1.6.04.02. 

6.1.6.05. 

6.1.6.05.01. 

6.1.6.05.02. 

6.1.6.06. 

6.1.6.06.01. 

6.1.6.06.02. 

6.1.7. 

6.1.7.01. 

6.1.7.01.01. 

6.1.7.06. 

6.1.7.06.01. 

6.1.7.06.02. 

6.2. 

6.2.1. 

6.2.1.01. 

6.2.1.01.01. 

6.2.1.01.02. 

6.2.2. 

6.2.2.01. 

5.2.2.01.01. 

6.2.2.01.02. 

Paraf Hierarki 

Sekda 

Asisten 

Kabag 

7 5 

Uraian 

Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah 

Obligasi atas nama.. 

obligasi nomor. 

Dst.. 

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Daerah 

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Swasta 

Dst. 
Penerimaan piutang daerah 

Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah 

Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah 

Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah 

Penerimaan piutang daerah dari laln-lain pendapatan yang sah 

Penerimaan piutang daerah dari pemerintah 

Penerimaan piutang daerah dari pemerintah 

Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain 

Pemerintah daerah 

Dst. 

Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank 

Bank 

DsL. 

Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank 

Lembaga keuangan bukan bank, 

Dst. 

Pnerlmaan Piutang Revolping 

Penerimaan Piutang Revolping. 

Penerimaan piutang. 

Penerimaan Dari Selisih Bayar 

Penerimaan Dari Selisih Bayar Kasda 

Penerimaan dari selisih bayar kas daerah 

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir. 

Penerimaan Kembali Dana Bergulirdan Kelompok Masyarakat 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Pembentukan Dana Cadangan 

Pembentukan Dana Cadangan 

Pembentukan Dana Cadangan 

Dst. 

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

Badan usaha milik pemerintah (BUMN) 

BUMN 

Dst. 

Paraf Koordinasi 
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Kode Rekeninq Uraian 
1 

4 
£ 

6.2.2.02. Badan usaha milik daerah (BUMD) 

6.2.2.02.01. Bank Jatim 

6 2 2 02 02 Bank Pprkrpditan Rakvat 

6.2.2.02.03. Perusahaan Daprah Air Minum 

6.2.2.02.04. Perusda Batu Alam 

6.2.2.02.05. Lembaoa Peniamin Kredit Daerah (LPKD) 
• • 4 V I iJ V I 1 *** 1 1 V W l b ^F W l U l 1 1 V I 1 X U f 

6.2.2.02.06. Perusahaan Daerah Aneka Usaha 

6.2.2.03. Bddan uŝ ha milik fiwa^t;i 
b B U W U i i w v a i i M l l l i l l f x V I V H V X X I 

R 9 9 nfl ni uana uerguiir t\operasi 
ft 9 9 nfl no 
O.Z.Z.UJ.UZ. 

USu 

Dana Bergulir 
6.2.2.04.01. Dana Beroullr Dinas Kooprasi Pprinriiistrian rian nprriflnannnn 

6.2.2.04.02. Dana Bergulir Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan 

6.2.3. Pembayaran Pokok Utang 

6.2.3.01. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah 

6.2.3.01.01. Penerusan pinjaman (SLA) 

6.2.3.01.02. Rekenino Dana Investasi (RDl) 
I W l W l I I I 1M W l l U H I T W bUwl 11 X V I f 

5.2.3.02. Pembavaran Pokok Utano vano Jatuh Temoo keoada Pemerintah daerah Iain 
1 W I I I W V H I W i l I V I X W I X W h W I t\§ V U l 1X4 V B L W 1 1 l V A A l | / W n v V U W B I V A I I W J I I i L U I 1 U B V l B l l I M J I I 

6 2 3 02 01 Pemerintah daerah 
1 V I A I V * i l I X U I I U W l U l 1 

6 2 3 02 02 Dst 

6.2.3.03. Pembavaran Pokok Utana vana Jatuh Temoo keoada Lembaoa Keuanoan Bank 
• • • W • U B M < I • V I X V I X V hWI 1 M J * * ' ' £ J W X V I I | V l l l t i f X ' • W M U W U V 1 I I W X J U I x X B W U I I W W I t brfUl 11\ 

6.2.3.03.01. Bank BRI 

6.2.3.03.02. Dst... 

6.2.3.04. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank 

6.2.3.04.01. Lembaga keuangan bukan Bank ' 

6.2.3.04.02. Dst... 

62305 Pemhaveran Pokok Ufann vann Jatuh Tpmno kenada Ppmprintah 

6 2 3 05 01 Ppnpni?an niniamnn 

6 2 3 05 02 Dst 

6.2.3.06. Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain 

6.2.3.06.01. Pemerintah daerah.... 

6.2.3.06.02. Dst... 

6.2.3.07. Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank 

6 2 3 07 01 Bank.... 

6 2 3 07 02 DsL... 

6.2.3.08. Pembavaran Pokok Ufann sebelum Jatuh Temoo keoada Lembaoa keuanoan bukan bank 
• W B A I W U V W I U I t 1 WIXX/IX X # h U I I W X i W X ^ I U I I T W % W l t p V A A ' F ' X r f W U W U W W I I I W U U U n V W U I A M U I I U U i X U l f W l IfX 

6 2 3 08 01 Lembaoa keuanoan bukan bank 
k V I 1 1 W V W B W U Wl IWWf B W I X W I • U U i IIX* a > 

6 2 3 08 02 Dst 

6.2.3.09. Pelunasan Obligasi daerah pada saat Jatuh tempo 

6.2.3.09.01. Obligasi atas nama 

6.2.3.09.02. Obligasi nomor 

6.2.3.C9.03. Dst 
Paral Hierarki 
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Kode Rekening Uraian 
1 2 

6.2Z.10. Pembellan kembali obligasi daerah sebelum Jatuh tempo 

6.Z3.10.01. Obligasi alas nama.... 

6.2.3.10.0Z Obligasi nomor.... 

6.Z3.10.03. Dst 

6Z4. Pemberian Pinjaman Daerah 

6.Z4.01. Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah 

6.Z4.01.01. Pemerintah 

6.2.4.0Z Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain 

6.Z4.0Z01. Pemerintah daerah... 

6Z4.03. Pemberian Pinjaman Revolping 

6.Z4.03.01. Pemberian Pinjaman Revolping. 

6.2.4.03.0Z Pemberian Pinjaman. 

6Z.5. Pengeluaran dari selisih bayar 

6.Z5.01. Pengeluaran dari selisih bayar Kas daerah 
6.Z5.01.01. Pengeluaran dari selisih bayar Kasda 

6.Z5.01.0Z Pengeluaran XXX 

6.3. Sisa Ubih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

8. Rekening Koran Antar Unit 

8.1. RKBUD 

8.1.1. RK BUD tertiadap Bendahara Penerimaan SKPD 

8.1 .Z RK BUD terhadap Bendahara Pengeluaran SKPD 

8.1.3. RK BUD tertiadap Pengurus Barang SKPD 

B2. RKSKPD 

8.Z1. RK Bendahara Penerimaan SKPD terhadap BUD 

8,Z2. RK Bendahara Pengeluaran SKPD terhadap BUD 

8.Z3. . RK Pengurus Barang SKPD terhadap BUD . . 

BUPATI PACITAN 

7 ^ 

INDARTATO 


